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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan 1ty ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(dari sesuatu urusan). kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap, (Tegemaban Al-Qurian, Q.5 -
Alum Nasyrah 94 6-8) "

*) Departemen Agama RU 1994 /-Our 'an dan Terjemahnya. Jakarta. Yayasan

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an
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Tabel |,

Tabe 2.

Tabel 3.

‘Tabel 4.

Tabel 5,

l'abel 6.

Tabel 7.

Tabel B

Tabel 9.

Tabel 10.

Tabel 11,

Tabel 12.

Tabel 13.

DAFTAR TABEL
Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Patokan yang Digunilos ik
Indonesia, pada tahun 1976-1993,

Indonesia | Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Menurut Wilayah
dan Daerah, 1990 (dalam persentase).

Penggunaan Tanah pada Tiap-iap Desa/Kelurahan di  Kecamatan
Gadingrejo

Jumlah Penduduk di  Seluruh  Desa/Kelurahan pada Kecamatan
Gadingrejo.

Jumiah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Tiap-tiap Desa/Kelurahan
pada Kecamatan Gadingrejo.

Jumiah Penduduk Menurut Golongan Umur di Tiap-tiap Desa/Kelurahan
pada Kecamatan Gadingrejo.

Komposist Penduduk Menurut Mata Pencaharian  di Tiap-tiap
Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadmgrejo,

Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada
Kecamatan Gadingrejo.

Komposist Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan pada  Tiap-tiap
Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingiejo.

Jumlzh Prasarana  Pendidikan  Formal (Sekolah) di Tiap-tiap
Desa/Kelurahan pada Kecamatan Cradingrejo,

Jumlah Prasarana atau Tempat Ibadah Menurut Agama yang dianut Oleh
Masing-masing Penduduk pada Desa/Kelurahan vang ada i Kecamatan
Gadingrejo.

Jumlah Prasarana Keschatan pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di
Kecamatan Gadingrejo.

Jumlah Lembaga Keagamaan pada Thap-tiap Desa/Kelurahan  di
Kecamatan Gadingrejo,

% it
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Tabel 14

Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.

Tabel 19.

Tabel 20,

Tabel 21.

Tabel 22

Tabel 23,

Tabel 24,

I'abel 25,

Tabel 26

Tabel 27

Tabel 28

Kondisi  Lembaga  Kegotong-rovongan  pada  Masing-masmg
Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.

Jemis Kelamin Dan Responden,
Kelompok Umur dar Responden.
Pendidikan Terakhir dari Responden.
Status Perkawinan dan Responden

Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannva di Dalam Masvarakat

Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Perumusan
Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan di Tiap-bap Kelurahan,
Kecamatan Gadigrejo.

Tanggapan Responden Tentang Kmerja BKM Terhadap Mekanisme
Pengamilan  Keputusan  dr Tiap-tiap  Kelurahan  pada  Kecamatan
Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinena BRM  Tentang  Distribus
Kekuasaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM  Tentaps ok
Kepemimpiman di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingiejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Peran Anggota
BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamaian Gadingrejo

Tanggapan Responden Terhadap Kinerjy BKM  Tentany Proses
Pembentukan BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Pengaruh Dari
Luar di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

Tanggapan Responden Terhadap Kinepa BKM  Tentang  Onentasi
Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan,
Kecamatan Gadingrejo.
Tanggapan Responden Terhadap Kmerja BKM  Temtang  Model
Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan,
Kecamatan Gadingrejo

o, 1r|¥|'
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Tabel 29.

Tabel 30.

Tabel 31

Tabel 32.

T'abel 33.

Tabel 34,

Tabel 35.

Tabel 36

Tabel 37,

Tabel 38

Tabel 39,

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Tipe dan Tingkat
Partisipasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Kondisi
Komunikasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Perbedaan
Pendapat dan Manajemen Konflik di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan
Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Hubungan Kena
Anggota BEM di Tiap-nap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja HBEKM  Tentang Posisi
Masyarakat di Tiap-tiap Kelurahan, K.ecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model
Penanganan Pekerjaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM  Tentang Mot
Keterlibatan dari Anggotanya di Twp-tiap Kelurahan, Kecamatan
Gadingrejo.

Tanggapan Responden Terhadap Kinenja BKM Tentang Adanya Umpan
Balik Untuk Mengadakan Perubahun pada Aturan Mam di Tiap-tiap
Kelurahan, Kecumatan Gadingrejo.

Jumlah Responden vang Memlam Terhadap Kinega BKM nya Masing-
musing Berdasarkan 17 Aspek Pemiaian pada Kecamatan Gadingrejo,

Skor Tingkat Kelayakan Peran BKM Berdasarkan Kinerja BKM pada
Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

Skor Tingkat Kmerja BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan
Gadingrejo.
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Lampiran |

Lampiran []

Lampiran 11,

Lampiran |V

Lampiran V.

Lampiran VI.

Lampiran V1]

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X.

Lampiran XI

Lampiran X1

DAFTAR LAMPIRAN

Rekapitulasi Identitas Responden

Jumlih Responden yang Menla Terhadap 17 Aspek Penilaian
Berdasarkan Derajat Pencapaiun Kinerja BKM (skor) pada BKM
Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo.

Jumlah Responden yang Menila Terhadap 17 Aspek Penilaian
Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadimgrejo

Jumlah Responden vang Memla Terhadap 17 Aspek Pemilaian
Berdasarkan Derajal Pencapaian Kinena BKM (skor) pada BKM
Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo

Fenilman Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing l'entang Aturan Pengambilan Keputusan

Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masmg-masmg'l'umang Pembagian Tugas BKM

Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannyg
Masing-masing Tentang Proses Pembentukan BKM

Penilaian Responden Terhadup Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing Tentang Kelembagaan BKM

Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannva
Masing-masing Tentang Tujuan BKM

Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing Tentang Menjaga Aturan Main,

Penilatan Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing Tentang Menegakkan Aturan Main

Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannva
Masing-masing Tentang Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main
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Lampiran XIII. Penilaian Responden Terhadap Kimerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing Untuk Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main
Dianggap Perlu Diubah.

Surat Pernyataan. _

- Sural Permohonan ljin Melaksanakan Penelitian (Lembaga Penelitian Universitas
Jember).

- Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey/Riset/PKL, Pemerintah Daerah,
kKantor Sosial Politik, Kota Pasuruan

- Surat Ljin Penehtian/Survey, Pemernntah Kota, Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan

- Surat Keterangan Penelitian dan Perhimpunan Keswadayvaan Masvarakat, BKM
Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

- Surat Keterangan Penelitian dari Perhimpunan Keswadayaan Masyarakat (PKM)
Gadingrejo, Kecamatan Gadingreio, Kota Pasuruan

- Surat  Keterangan Penelitian  dan  Paguyuban  “SEJAHTERA”  Radan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo,
Kota Pasuruan

Peta Kecamatan Gadimgrejo, Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Pasuruan

=
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sifatnya multidimensional
berkaitan  dengan  aspek  sosial. ckonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya
Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang
kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar
golongan penduduk, Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum
sepenuhnya tertangani, ada schaglan sektor vang harus menampung tenaga kera
sccara berlebthan dengan tingkat produktivitas rendah dan ada pula scbagian
masyarakul yang belum ikul serta dalam proses pembangunan  (Sumodiningrat,
|998.26)

Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan
terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali teringgal jauh dan
masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masyarakat miskin pada
umumnya tidak akan berdaya dan cenderung mudah ditekan serta dimanfaatkan oleh
kelus sosial di atasnya. Untuk bertahan menegakkan hidup pada taraf yang layak
hampir merupakan hal yang mustahil bila udak ditopang oleh jaringan sosial di
lingkungan sekitarmya terutama kerabat dan tetangganya.

Masalah kemiskinan erat kattannya dengan penentuan garis kemiskinan.
Menurut sensus BPS bahwa kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada
tahun 1976 sebhanyak 40,08 % (54,2 juta Jiwa), menurun menjadi 28,56 % (42,3 juta
Jiwa) pada tahun 1980, menjadi 17,42 % (30 juta jiwa) pada tahun 1987 dan menurun
lagt menjadi 15,08 % (27,2 juta jiwa) pada tahun 1990, Proporsi penduduk miskin
tersebut sudah menurun lagi menjadi 13,67 % (25,9 juta jiwa) pada tahun 1993,
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini adalah scbagai berikut -
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I.);rjl | Re pOJT‘to:'\JI LJ--I\IC| ~it 2 nbe

Tubel 1. Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Patokan yang Digunakan di
Indonesia, pada tahun 1976-1993 (Singarimbun dan HonLLD, 1996:153)

Jumlahdan | Penduduk Miskin
Tahun | Giaris Kemiskinan (Rp) I Prosentase (%a) (jumlah datam juta jiwa)
. Kota | Desa Kota .D'C'SH | -K{:rm + Desa
- SR | - e ,.
1976 4522 | 289 | w0 | @az | 542
i I U879 | @o3n | @os |
1980 | 6831 | 4449 | o8 | 328 | 4323
- . L. =
U001 | (2842 (28.56)
o l | —_—
|87 | 17T 381 | | () 204 | 03 M) 3 | 3.0
i i | Y2004 1 (640 ; T (1742) .
(O '|'" 0614 | 13295 | 94 | 178 [ 15 0
I. .__i,_ ——1— - i S
(16.75) | u-i 13) ‘ (15,08)
LOu3 29905 | 18344 %7 | 172 259 |
l | T (03as) | (5.9 T (13.67) =T

Sumber - Biro Pusat Statistik Indunu;s.m tahun 1991

Selain menggunakan versi dari BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan bisa
Juga mengpunakan ukuran Savogya vaitu kebutuhan makanan sebanyak 2100 kalon
per hart dun dissmping it keperluan bukan makanan vakmi perumahan, sandang,
pendidikan, keschatan dan transpor, muka kemiskinan disini masih diukur secara fisik
yaitu orang tidak kekurangan makanan, pakaian. Tetapi melihat kondisi di kota-kota
besar, kita bisa melihat bahwa kemiskinan sudah berubah bentuk dari kemiskinan
absolut menjadi kemiskinan relatil, artinya orang bisa makan, berpakatan dengan
eukup tetapr di bandingkan orang-orang kaya di kota perbedaan kepemilikannya atas
maten dan sumber-sumber sangat mencolok

Sedangkan untuk mengukur rumah langga miskin dr perkotaan, Proyek
Penanggulangan Kemiskinan D Perkotaan (P2ZKP) menggunakan ukuran umum
standar dan Badan Koordinas) Keluarga Berencana Nasiongl (BKKBN) pada tahun
2000, Adapun indikator ukuran yang dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga
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Berencana Nasional (BKKBN) untuk suatu keluarga dikatakan prasejahtera ataupun

sejahtera antara lain -

I. Keluarga Prasejahtera

adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebth dan lima

kebutuhan dasarnya (basic nevds) secara mimimal yaitu kebutuhan akan pangan,

sandang, papan dan keschatan serta belum melaksanakan ibadah menurut agama

yang dianutnya secara leratur,

1

Keluarga Sejahtera Tahap |

yitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasamya secara

rumimal antara lam

i

b

C.

Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-
mastng

Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
Scluruh anggota keluarga memiliki pakaian vang berbeda untuk di rumah,
beker ataw sekolah dan bepergian

Bagian yang terluas dan lantar rumah bukan dan tanah.

Bilu anak sakit dan atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke
sarana atau petugas Kesehatan serta diben obat atau cara modern

3. Keluarga Sejahtera Tahap 11

vartu heluarga-keluarga vang disamping telah dapat memenutn kriteria keluarga

sejahtera 1, jupa telah dapat memenuh seluruh kebutuhan sebapar berikit

i

h

Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang
dinnut masing-masing,

Paling kurang sekalr sermngpu keluarga menyediakan daging, ikan atau telur
sebagan lauk pauk.

Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru
setahun terakhir,

I.uas lantai rumah paling hurang 8 meter untuk tiap penghuni rumak,

Seluruh anpgota keluarga 3 bulan wmkhir dalam keadaan sehat sehingga
dapat melaksanakan tupas atau fungsi masing-masing

- Paling Kurang satu orang anggota keluarga vang berumur 15 tahun keatas

mempunyae penghasilan tetap

Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 sampai dengan 60 tahun bisa baca
tulisan latin

Selurub anak berusia 7 sampar dengan |5 tahun bersekolah pada saat in.

i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I

Bila anak dua wtau lebih keluarga yang masih Pasangan Usia Subur (PUS) saat
i memakai kontrasepsi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap 111

yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kntena keluarga sejahtera

dapat | dan tahap 1l juga telah dapat memenuhi kebutuhan sebagar berikut |

.

b.

Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisthkan untuk tabungan
keluarga,

Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehan dan
kesempatan 1t dimanfaatkan untuk berkomunikast antar angpota keluarga,
Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakal di lingkungan
lempat tinggalnya.

Keluarga mengadakan rekreas: bersama atau penyegaran di luar rumah paling
kurang sekali dalam 6 bulan

Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar awu radio atau televisi
atau majalah.

Anggola keluarga mampu menggunakan sarana transportasi atau yang sesuai
denpan kondisi dacrah setempat

5  Keluarga Sejahtera Tahap 11 Plus

vaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kritenia keluarga sejahtera tahap |,

tuhap 11, dan tahap 11 serta

i,

Keluarga atau anggota keluarga secara teratur {pada waktu tertentu dengan
sukarcly membenkan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakal dalam
bentuk maternl)

Kepala keluarga awu anggota keluarga, aktif sebagal pengurus perkumpulan
atau yayasan ataw institusi masyarakat.

Untuk  mengetabwr rumab aogega muskin dan tidak miskin yang ada d

Indonesia burk yang berada di kota maupun di desa, dapat dilihat pada 1abel di bawah

ini

i
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Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2 Indonesia : Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Menurut Wilayah
dan Daerah, 1990 (dalam persentase)

| Wilayah | Daerah s Status Jumiah |
| et - ‘ Miskin .! Tidak Miskin i
Jawa+ Babh | Kota | 26.82 | 2038 | 2136 |
| Desa 29 80 4222 40,32
| . Ko+ Desa | 56,61 62,60 L 6168
 Luar Jawa + Kota ! 10.46 T BeS 893 |
Bali : Desa l 32,93 28,75 | 2939
Kota + Desa 4339 | 37.40 3832 |
Kawasan Barat | Kota W20 | 2667 | 282 1
Indunesiu | Diesa | 50.42 60,72 59.15
Kota + Desa 84,63 87,39 86,97 ‘
Kawasan CKols | 3,07 L 236 I 247 |
Timur Desa 12,30 10,25 10,56
fndonesia | Kot + Desa 1537 12,61 13,03 ‘
| INDONESIA | Kow | 3728 | 2003 T A2 |
' ' Desa ' 62,72 70,97 6971 |
Kata © [esa L0 ' 100 | 100 I
i .

i . o, e 4 J== SR |
Sumber : Susenas tahun 1990 yang dikutip oleh Anwar, dkk (1995:164)

Pada tubel di atas menunjukkan bahwa bagran terbesar dan penduduk miskin
berada di Jawa-Bali, terutama di dacrah perkotaan. Sebaliknya kemiskinan i luar
Jawa ' Bali terutama & dacrah pedesaan. Bukt-bukti i menunjukkan  bahwa
perbaikan kondist kehdupan masyarakat di luar Jawa-Bali, terutama dv daerah

pedesaannya  masih - jauh  aertinggal  dibandingkan  di Jawa-Bali  Hal  ini
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L]

mengisvaratkan pula bahwa kemiskinan di desa di luar Jawa-Bali telah sama
seriusnya dengan di Jawa-Bali. Pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak penduduk
miskin berada  di pedesaan Jaws-Bali dibanding pedesaan luar Jawa-Bali
(Chermichovsky dan Meesook, 1984) Kecenderungan dapat dijadikan indikator
“heberhasilan” program transmigrast dalam mengurang kemiskinan di pedesaan
Jawa. Bila knta pilah Indonesia menjadi kawasan Barat dan kawasan Timur maka
terlthat bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di Kawasan Barat Indonesia. Di
Kedua kawasan, domisili penduduk miskin lebih banyak di dacrah pedesaan.

Program  penanggulangan  kemiskinan dimulai sgjak PJP | sudah
menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, terlihat menjelang pelaksanaan Repelita 111
(1979/1980 - 1983-1984), pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan
pembangunan yaitu

1) Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan,

2) Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputt : pemerataan
pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah,
kesempatan  memperoleh  pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja,
berusaha, berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan, kesempatan
memperoleh keadilan (Singanmbun, 1996:151),

Upaya untuk menanggulangi Kemiskinan belum berjalan sesuai yang
diharaphan, Kenyataannya di lapangan, kemiskinan belum berkurang dan isu-isu
ketimpangan semakin deras mencuat ke permukasan Memang ada scjumlah pakar
yang menyatakan bahwa apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa negara di
Asia, masyarakat kita memasuki kategon moderate inguahity, atinya perbedaan
tingkat kemakmuran antar berbagai golongan dalam masyarakat mulai mendekat
Buktinya jumlah golongan miskin masih besar dan terus membengkak

Krisis moneter dan krisis ckonomi pada satu sist menimbulkan lonjakan
pengangeuran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan di-
perkotaan. Karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan vang di
pilih dalum penanggulungan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya

untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya
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upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendin oleh masyarakat secara
mandin dan berkelanjutan, Meskipun pada Repelita V1 dalam rngka upaya
penanggulangan kemiskinan diperluas yaitu dilaksanakannya program IDT (Inpres
Desa Tertinggal) pada bulan Apnl 1994 sebaga program yang menggantikan
program schelumova vaitu (PKT) Pengembangan Kawasan Terpadu (Manual Proyek
Buku Satu, 1999:1)

Sejak awal Pelita V pemerintah telah melaksanakan PKT yang merupakan
“upi coba” sechuah program anti kemiskinan, dengan kecamatan sebagai unmit kenja,
Sampail dengan akhir Pelita V program tersebut telah menjangkau 850 kawasan tiap
kecamatan 23% dar seluruh kecamatan yang ada 3 680 dan sudah merata pada 4,100
desa di semua propinsi. Program 10T diarahkan  untuk mempercepat upaya
mengurang jumlah penduduk miskin dan jumlah-jumiah desa-desa miskin, dengan
alokasi dana schesar Rp. 20 juta untuk satu desa tertinggal. Ruang lingkupnya adalah
kegiatan sostal, ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin ( Singarimbun,
1996:153-154).

Sehun IDT ada juga program PPK (Program Pengembangan Kecamatan)
yang sasarannya di pedesaan, dan JPS (Jaringan Penpaman Sosial) untuk
penanggulangan bagt masyarakat yang terkena hantaman knsis sudah benalan,
dimana  program lersebut menjadi  gerakan moral yang memben  Kesempatan
partisipast pada semua prhak terutama penduduk miskin itu sendin

Sepertt yang dikemukakan oleh Hasan (dalam Noenjaya, 1996:9) bahwa

Berbagar  program  pemenntah  melalui  proyek  schagai  upaya
penanggulangan kemiskinan seperti Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit
Bimas atau Imas, Kredit Usaha Kecl (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT),
Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit Pengadaan Pangan maupun
Inpres Desa Tertinggal (1IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara
menyeluruh di tingkat masyarakat sebagm kelompok sasaran

Hal i terjadi antara lain karena aspek kelembagaan dalam program proyek

dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai, seperti program DT (Inpres
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Desa  Tertinggal) dan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dalam pelaksanaan
kegratannya mendapat sorotan kntis terutama dari 1L.SM (Lembaga  Swadaya
Masyarakat) Karena Kemuskinan struktural di Indonesia menjadi masalah yang
hangat. Penyebabnya adalah semakin tumbuh suburnya kolonialisme intemal, adanya
peluang kelompok kaya memeras kelompok muskin dan disknminast dalam pola
pemngkatan sumber daya manusia (SDM), Penanggulangan kemiskinan bukan
semata-mata membagi bantuan uang yang melibatkan aparat pemerintah melainkan
harus ada penataan kembali atas struktur sosial yang selama ini membelenggu
kehidupan kelompok miskin

Masalah kemiskinan di perkotaan saat im membutuhkan suatu program
penanggulangan kemiskinan vang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk
dapat hidup dan berkembang dimasa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di
perkotaan dan sebagar pendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan
yang telah begalan seperti 1DT (Inpres Desa Tertinggal) atau yang baru bergalan
seperi PPKC (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan,
Pemerintah telah merancang suatu proyek yang diharapkan dapat lebih terjamin
kelanjutannya yaitu Proyek  Penanpgulangan Kemiskiman D1 Perkotaan (P2KP)
Hrban Praverty Project (Manual Proyek Buku Satu, 1999:1),

Program Penanggulingan Kemskinan D Perkotaan (P2KP) mempunyai visi
dap mist yaru suatu program penanggulangan kemiskinan vang didasarkan pada
kesadaran tentang Kelemahan program  sejenis scbelumnya, yaitu mengabaikan
kelembagaan komunitas sehingpa keberlamyutannya udak terjamin. Dalam konteks
i, keiskinan™ bukanlah sckedar persoalan vang dan harta benda, tetapi juga
persoalan keadilan. Scbagai persoalan uang dan harta benda, maka akar persoalannya
hanyalah penghasilan yang kecil dan  penyelesaiannys cukup apabila  kepada
masyarakal diberikon uang dan harta sesual dengan kebutuhan dasar mereka.
Sementara, sebagat persoalan keadilan, penanggulangan kemiskinan hanya dapat
dilakukan jika sumber-sember ketidakadilan diberantas yaitu  melalui kelembagaan

lokul Ginsutusi lokal) dalam wadah organisasi tertentu

ly =1
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Dengan pengertian di atas, maka jelaslah terdapatl perbedaan amat mendasar
antara P2KP dengan program sejenis sebelumnva, baik yang telah selesai maupun
vang saat (nt tengah beralan. Perbedaan itu terletak pada skema program dan
pendekatan yang digunakan. Pertama, skema program penanggulangan kemiskinan
terdirt atas penyelamatan (rescumsg ). pemulihan (recovering), stabihsas) (stubdizing),
dan  pengembanpan (developing)  Jika  program  JPS lainnya  (sebelumnya)
menggunakan skema  program  penyelamatan, yailu memben tindakan kepada
masyarakat agar tdak muti kelaparan akibat krisis, sehingga cukup dengan
membenhan ikan kepada masyarakat miskin, maka P2KP mengpunakan shema
program  pemulihan, yaitu memberikan kail  kepada masyarakal agar mampu
memantaathannya untuk mencan kun.

Kedua, dilihat dan sisi pendekatan, P2ZKP juga berbeda dengan program JPS
lain. Dalam P2KP, yang menjadi ttik tumpu dan fokus perhatian utama adalah
pemberdayaan kelembagaan komunitas. Jadi tidak langsung pada rumah tangea
apalagl individu-individu, Alasan mendasar dibalik pilihan pendekatan im 1alah Jika
kelembagaan komunitas berhasil diberdayakan, maka individu dan rumah tangga di
komunitas sasaran akan mempunyai pengayom, yaitu kelembagaan komunitas
mercka sendint i sim yany dimaksudkan dengan kelembagaan adalah gabungan dan
Aturan main, orgamsast yang menjulankan aturan main, kesadaran seluruh warga
komunitas untuk menjaga, menegakkan dan mengawas: pelaksanaan aturan main.
Jiku ada kelembagaan semacam int maka wiarga komunitas, baik di tingkat rumah
tanges maupun pada tingkat individu, akan merasa terlindung) kepentingannya
(Modul No 01/BKM, 2000-1)

Menurut Firmansyah (1998 97) bahwa, * Peningkatkan pendapatan apalag
Kesejahteraan tidak akan terjadi apabila telah kritis pemberdayaan tdak akan
diarahkan pada perspekof sistem misalnya pranata ekonomi rakyat, institusi dan yang
lain™

Maksudnya bahwa dalam rangha memenuhi kebutuhan hidup dan agar

rumah tangga tidak dalam kondisi vang miskin sceara terus menerus lagi, maka dalam
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hal ini P2KP sebagai institusi atau lembaga berupaya untuk memberdayakan kembali
kepada para anggota masyarakat supaya mereka bangun kembali dan bersemangat
untuk berusaha supaya keluar dari kemiskinan. Institust atau lembaga yang sudah ada
dalam masyarakat, berjalan tidaknya aturan main yang berlaku dalam sistem lembaga
sangal tergantung pada anggota masyarakatmya. Untuk itulah P2KP mengharapkan
adanya kerkutsertaan yang akul' dan para anggota yang terhimpun dalam Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM).

Akibat penanggulangan kemiskinan mengalami kepagalan, karcna pada
program sebelum adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
seperti Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Bimas atau Imas, Kredit Usaha Kecil
(KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit
Pengadaan  Pangan maupun Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) tidak melibatkan lembaga komunitas lokal, Dengan
kata lain keberadaan lembaga tidak begitu diperhatikan dalam upaya membantu untuk
mengelola menyalurkan dana dan proyek tersebut agar bantuan dana tepat sasaran
yailu diterima oleh mereka yang termasuk golongan miskin atau golongan ekonomi
lemah, Padahal dalam penanggulangan kermskinan berhasil tidaknya tujuan yang
hendak dicapat tergantung pada berfungsinya lembaga dalam menjalankan peran dan
tugasnya scbagai lembaga vang mendapal kepercayaan dari anggola masyarakat.
Sebab lembaga merupakan tempat sepala aktivitas yang berhubungan dengan
pengelolaan dana untuk kebutuhan warpa.

Sepert vang dikemukakan oleh Rahardjo (1999:158) bahwa

Lembaga merupakan fenomena yang sanpat penting dalam kehidupan
masyarakat, bukan  sma  karena  fungsinya untuk  menjaga dan
memperahankan  nila-nilai yang  sangat ungg dalam  masyarakat,
melainkan juga berkaitan erat dengan pencapaian pelbagai kebutuhan
manusia.
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Sedangkan menurut Paul B. Horten dan Chester L. Hunt (dalam Rahardjo,
1999:159) bahwa Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan
atau kegratan yang oleh masyarakat dipandang penting.

Selain itu lungsi lembaga sebagai wahana atau sarana perantara untuk
menampung segala aspirasi, keluh kesah, saran maupun kntik dari para anggota
masyarakat sehingga dari keberfungsinva sebagai lembaga maka dapat diketahw
permasalahan yang timbul dari kelangsungan jalannya program tersebut, Adanya
permasalahan yang diketahui maka pemecahan masalah akan segera feratasi, Dengan
cepatnya permasalahan yang teratasi dapat menunjang sekali pada proses
penanggulangan kemiskinan. Untuk itu peran dan lembaga harus diupayakan secara
maksimal yaitu melalw bentuk kinega maupun model kelembagaannya harus
berorientasi pada anggota. Apabila kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan baik
maka kemiskinan dapat tenanggulangi.

Menurut Rahardjo (1999:211) bahwa :

Kelembagaan adalah tindakan bersama (collective action) vang memiliki
pola aturan yang jelas dalam upaya untuk mencapai twuan atau
kebutuhan tertentu. Ini berarti bahwa kelembagaan yang ada dalam suatu
masyarakat eksistensinya ditentukan oleh sifat dan ragam kebutuhan yang
ada dalam suatu masyarakat.

(Neh sebab itu agar tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dapat tercapai
sesual yang diharapkan maka dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di
Perkotaan (P2KP) memberdayakan secara maksimal atau mengaktifkan suatu
lembaga yang keberadaannya sangat membantu dalam penyaluran dana dan mendapat
dukungan dan anggota masyarakat untuk dibentuk dan didirikan secara syah yaitu
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dengan adanya lembaga im agar dalam
upaya penanggulangan kemiskinan melalui Provek Penanggulangan Kemiskinan Di
Perkotaan (P2KP) membawa hasil yang memuaskan dan tidak seperti program

penanggulangan kemiskinan sebelumnya yang sepenuhnya belum berhasil dalam
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mencapai tujuan yang dikehendaki atau selalu gagal dalam usaha membantu

menanggulang: kemiskinan,

Seperti yang dikemukakan oleh Sopater | dkk (1998:32) bahwa

Lembaga yang berdaya adalah lembaga yang memiliki tingkat kualitas
kerja yang tinggr, yaitu berorientasi pada pertama partisipasi dalam
pengambilan keputusan, kedua program penanganan kerja, ketiga model
Kepemimpinan, keempat tingkat pengalaman kerja, kelima budaya
Organisasi,

Selain itu menurut Modul No.01/BKM (2000:2) bahwa -

“Upaya melakukan pemberdayaan kelembagaan komunitas sebagaimana
yang dimaksud di atas, temyata penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan sebelumnya batk oleh pemerintah maupun lembaga non
pemerintah atau non goverment orgamization (NGO) menghadapi 3
hambatan, karena kemiskinan merupakan lingkaran terbesar dalam

li

2

o

ngkaran setan, antara lain
Hambatan yang melekat pada individu (ketrampilan, pengetahuan dan
motivast yang rendah, dan lain-lain):

. Hambatan yang terjadi pada sisi ckonomi atau usaha (kekurangan

modal, kekurangan peralatan, kemampuan usaha rendah, tidak memiliki
akses ke pasar, dan sebagainya).

Hambatan yang terkait dengan tidak memadainya kondisi lingkungan
(samtast Jelek, tempat unggal rusak, sarana dan prasarang  untuk
berusaha tidak mendukung. dan lain-dain)™.

1.2 Perumusan Masalah

Berbicara tentang perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di

dalam suatu penelitian untuk memudahkan dalam pembahasan masalah dan

menghindari terjadinya generalisasi yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang

akan diambil memiliki validitas yang rendah Berdasarkan pertimbangan di atas

maka didalam penulisan ini perlu adanya perumusan masalah agar pembahasan

masalah yang diajukan menjadi lebih terarah dan spesifik

Sebelum adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).

pemerintah
Candak Ku

sudah menggalakkan program penanpgulangan kemiskinan seperti Kredit

lak (KCK ), Kredit Bimas atau lmas. Kredit Usaha Keeil (KUK}, Kredit

32
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Usabu Tami (KUT), Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit Pengadaan Pangan
maupun Inpres Desa Tedinggal (IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
letapr - program  lersebut selama  pelaksanaan dalam mangka untuk  mengatasi
kemiskinan belum dapat mencapai tujuan sesuar yang diharapkan yaitu pelaksanaan
program belum dapal membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi
oleh masyarakat miskin

Hal tersebut dapat terjadi. karena disebabkan didalam pelaksanaan program
penangpulangan kemiskinan tidak terdapat lembaga komunitas lokal yang berperan
schapar pengelola dana untuk membantu  mercka  yang menghadapt  masalah
kemiskinan agar bantuan terschut ditenma oleh mereka yang benar-benar berhak
memperoleh dana tersebut yaitu masvarakat miskin, Dengan kata lain bantuan dana
lepat pada sasaran. Ada juga, meskipun didalam program penanggulangan
kemiskinan sudah dibentuk lembaga komunitas lokal atas dasar kepentingan bersama
(masvarakat bawah), keberadaan dari lembaga komunitas lokal tidak difungsikan
sebagaimana mestinya. Bahkan lembaga terscbut dianggap tidak begitu penting
dalam upaya membantu mengatasi masyarakat vang mengalami kemiskinan,

Padahal program penanggulangan kemiskinan tujuannya dapal tercapai
apabila lembaga komunitas lokal yang telah dibentuk berfungsi dengan baik sesuai
perannya dan scbaliknya anggota masyarakat baik yang menjadi tokoh masyarakat
maupun yang terhimpun dalam KSM (Kelompok Swadava Masyarakat) telah
memfungsikan lembaga komunitas loka! yang ada. Artinya lembaga komunitas lokal
vang ada diberdayakan sesuai dengan perannya dan tugasnya masing-masing dalam
rangka untuk membantu kelancaran dalam penyaluran dana sehingpa dana bantuan
akan tepal sasaran dan ditenima oleh mereka yang berhak menerimanya akhirnya
masalah yang muncul relanl kecil

Sehubungan dengan adanya fenomena di atas maka penulis merasa tertarik
untuk mengadakan penclitian yaitu tentang Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas
lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Dengan

demikian penulis dapal merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

berikut - Apakah Provek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Mampu Memberdayakan Kelembagaan Komunitas Lokal ?

L3 Tujuan duan Kegunaan

1.3.1 Tujuan
Didalam mengadakan  suatu penclitian maka scorang peneliti  harus
mempunyar tujuan yang ingin dicapai sehingga maksud dan kegiatan penelitiannya
dirpant dhiketahu secara jelas
Adapun twuan yang penulis ingin capai dalam melakukan suatu penelitian
adalah unluk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan kelembagaan

komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

1.3.2 Kegunaan
Dengan adanya penelittan ini mungkin akan besar manfaatnya baik bagi
obyek yang ditehit, penubis maupun pihak-pihak yang terkait sehingga ada hubungan
timbal balik dan suatu Kegiatan penelitian yang kita laksanakan,
Adapun kegunaan dan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebaga
benkut
I Hasil penehitian in diharapkan dapat menambah khasanah itmu-ilmu pengetahuan

terutama Himu Kesejahteraan Sosial,

(e

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya maupun

masyarakat pada umumnya tentang proses pemberdayaan kelembagaan komunitas

lokal melalu Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

3. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagar bahan acuan dan bahan referensi biagi
peneliti lain yang mengadakan penelitian pada obyek vang sama.

4. Hasil penchtan dapat memberikan informasi atay masukan kepada Proyek

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), pemenintah setempat maupun
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prhak-prhak yang terkait untuk mencruskan citacitanya dalam memberantas

kemiskinan di perkotaan.

1.4 Pokok Bahasan

Dalam scuap penelitian ilmiah harus ditetapkan adanya pokok bahasan, hal
i dimaksudkan untuk menghindari adanya kekacauan dalam pembahasan masalah
nantinya. Schingga dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan
penelitian-penchitian tentang Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui
Proyek Penanggulangan Kenmiskinan Di Perkotaan (P2KP).

Proyek 1ni menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) masyarakat
melalui penguatan kelembagaan masyarakat yang menjadi sebagal embrio atau
fondasi bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagal lembaga
perantara untuk  dapat menjangkau lembaga formal, Dengan memberdayakan
masyarakal  merupakan syarat menuju  terbentuknya masyarakal yang mampu
mengatast  persoalan  yang  dihadapinya  secara  berkelanjutan  (sustamable
development),  baik kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis
ckonomi sehingga pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat miskin di perkowan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di
Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif techadap keadaan darurat
yang saat ini dialami, tetap juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan
landasan berupa institust masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat
drmasa mendatang

Berbicars mengenin pemberdayaan  tidak  terlepas  dan masalah
pengembangan  komunitas  (community  development).  Sebab pemberdayaan
komunitas lokal merupakan twuan dan pendekatan  pengembangan komunitas
(eommunity  development), Menurut World  Bank  (2000) berpendapat  bahwa,
“Pemberdayaan  adalah  suatu  kegiatan membangun  masyarakatnya  sendini

(empowerment ) dan mampu membangun kondisi yang kondusil (enable)”

.-.‘1.'1
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Sedangkan menurut Parwoto (dalam Modul No. 04/BKM, 2000:4),
“Pengembangan komunitas (community development) dijabarkan bahwa masyarakat
yang berdaya adalah masyarakat yang telah mampu membentuk dirinya, memelihara
dirinya dan mempertahankan dari ancaman terhadap eksistensi dirinya serta mampu
menularkan kemampuannya itu kepada komunitas yang lain”,

Didalam pemberdayaan kelembagaan komunitas  lokal membutuhkan
kegiatan membangun institusi lokal, Sebagai titik fokus penclian ini terletak pada
Institusi atau lembaganya bukan organisasinya. Organisasi disini berperan sebagai
wadah dan institusi atau lembaga yang bertupas membicarakan dan memberikan
petunjuk tentang keanggotaannya. Sedangkan institusi atau lembaga menerangkan
lata cara atau sistem peralatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapail tujuan,
Seseorang bisa masuk untuk menjadi angpota suatu organisasi tetapi belum tentu bisa
memasuki lembaga atau institusi (Ardaniah, 1997:32).

Menurut Bernes dalam Ardaniah ( 1997:31 )y bahwa !

l.embaga dimaksudkan sebagai institusi, maksudnya adalah suatu susunan
lala  kemasyarakatan dimana didalamnya manusia mengatur  dan
melaksanakan berbagai macam kegiatan dan usaha vang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan atau persekutuan, pertama-tama merencanakan
pembuatan peraturan-peraturan dan tata cara (prosedur untuk melakukan
usaha-usaha dalam perjalanan mencapai tujuannya, misalnya membentuk
Anggaran Dasarnya (AD), Angparan Rumah Tangga (ART), peraturan-
peraturan, dan sebagainya.

Dalam proses pemberdayaan membutuhkan bangunan institusi lokal maka
didalam membangun institusi lokal berarti harus membangun ketiga hal apar tujuan
untuk menanggulangi kemiskinan dapat tercapai. Berdasarkan dari uraian di atas
maka pokok bahasan pada penelitian ini ditekankan pada ketiga hal tersebut antara
lain
I Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama.

2. Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakal untuk menjalankan

aturan main secara jujur dan terbuka.

ie
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3. Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas untuk bersama-sama
menjaga, mencgakkan dan mengawasi pelaksanaan aturan main serta mengadakan
perubahan jika dianggap perlu.

4. Kelayakan peran lembaga komunitas lokal dan tingkat kinerja lembaga komunitas
lokal yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM),

1.5 Tinjavan Pustaka

Untuk mendapatkan (eori-teori yang dianggap relevan dengan masalah-
masalah yang ditampilkan dalam suatu penehitian maka dilakukan kajian pustaka.
Oleh sebab itu teori mengenai  kemiskinan, pemberdayaan, pengembangan
masyarakat, masyarakat miskin dan konsep yang mendukung tentang pemberdayaan
kelembagaan komunitas lokal maka akan diuraikan dalam tulisan ini. Dari tcori-teori
tersebut  diharapkan nantinya akan dapat membantu untuk memperjclas arah
pembahasan permasalahan yang ada.

Kehidupan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di
dalam masyarakat juga terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan dan golongan. Ada
golongan kelas atas, polongan sedang dan golongan rendah. Golongan rendah inilah
yang disebut masyarakat miskin. Kemiskinan menyebabkan hidup masyarakat
menjadi sengsara. Kenyataan demikian ndak bisa dibiarkan begitu saja. Namun
diperlukan upaya-upaya tertentu agar kermiskinan dapat diatasi,

Membahas  masalah  kemiskinan, cukup banyak pengertian tentang
kemiskinan. Namun demikian, para ilmuwan mempunyar dasar vang sama, permikiran
yang sama mengenat kenmiskinan Persamaan dasar kemiskinan tersebut adalah
pemahaman kemiskian yang dipandang dan seg kekuatan ekonomi, hubungan sosial
hak atas kekayaan dan kekuasaan

Warsito (dalam Prayitno, 1993 48-49) mengatakan

Kemiskinan  sendini diartikan  sebagai  suatu  kondist  kehidupan
masyarakat (penduduknya) berada pada standar hidup yang rendah
dimunifestasikan secara kuantitatif dalam bentuk pendapatan rendah,
kesehatan buruk, perumahan kurang layak, angka kematian tinggi,
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pendidikan tidak memenuhi dunia pendidikan dan lain-lain. Keadaan ini
dapat disebabkan oleh 2 hal. Pertama. keterbatasan sumber daya alam
(SDA) atau resowrces endowment, rendahnya sumber daya manusia
(SDM), terbatasnya penguassan teknologi. Kedua, pertumbuhan
penduduk relatif tinggi, penyebaran penduduk tidak merata dan sistem
kelembagaan tidak mendukung adanya pemecrataan pendapatan.
Sedangkan kemiskinan seeara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu
kemiskinan absolutl dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut bercirikan
pada pendapatan penduduk rendah, kekurangan pangan dan gz,
kesehatan buruk, pendidikan rendah, kurang kesempatan kerja dan
perumahan tidak layak huni. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan
keadaan dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu
memelithara dirinya sendini pada arah yang sesuai dengan taraf kehidupan
kelompoknya. '

Secara ninci, John Fnedman (dalam Ala 1979:4) mendefinisikan kemiskinan

sebagal ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial

yang melipufi :

2

-

Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan
dan lain-lain.

Sumber keuangan seperti income dan kredit yang memadai.

Organisasi sosial politik yang dapat dipunakan untuk mencapai kepentingan
bersama.

Network atau jaminan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang,
pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

Infomasi-intormasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Sebab-sebab Kemiskinan

Pembahasan  masalah kemiskinan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan

untuk pengentasan kemiskinan menjadi pembicaraan yang sangat hangat disemua

lapisan masyarakat, Untuk dapat memberikan analisa dan solusi upaya mempercepat

pengentasan kemuskinan tersebut, maka harus terlebih dahulu diketahui penyebab

terjadinya kemiskinan itu sendimn.

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan dalam 3 pengertian

yattu


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

7

Pertama, Kemiskinan natural atau alamiah yaitu kemiskinan yang di
sebabkan olch kualitas sumber daya alam yang kurang memadai sehingga peluang
produkst relaul’ kecil ataupun jika ikut serta pada kegiatan produksi dan
pembangunan umumnya dengan tingkat efisiens yang relatif rendah.

Kedua, Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang secara langsung atau
tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Maksudnya dalam pengertian
vang paling luas yaitu tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup
aturan permainan yang ditetapkan (Sayogya, 1996:51), g

Kemiskinan struktural ing terjadi karena kondisi struktural atay tatanan
kehidupan yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena
tatanan itu tidak hanya menciptakan tetapi juga melanggengkan kemiskinan didalam
masyarakat. Dalam kondisi struktur yang demikian, kemiskinan menggejala
disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak adil yang pada akhirnya banyak warga

masyarakat yang pagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan
dirinva serta meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mereka yang miskin ini
menjadi serba kekurangan, tidak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan
bermartabat sebapai manusia (Suyanto, 1995:59).

Ketiga, Kemiskinan kultural yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau
masyarakat yang disebabkan oleh taya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya,
dimana mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok
masyarakat i tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak
mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan dan
fidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat
pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai umum. Dengan ukuran
absolut mercka dapat dikatakan miskin tetapi kelompok masyarakat ini tidak merasa
dan tidak mau disebut miskin Dengan keadaan seperti ini. berbagai macam kebijakan

pembangunan akan sulit untuk menjangkau mercka (Sumodiningrat, 1998:28),
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Selain ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, faktor yang paling
mendominasi penycbab masalah kemiskinan adalah migrasi. Jaenuri (1993:11)
berpendapat :

Migrasi merupakan perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah
perkotaan yang disebabkan karena adanya faktor pendorong dari daerah
asal yaitu kurang memiliki lahan pertamian, lapangan kerja terbatas dan
rendahnya pendapatan di desa, serta adanya faktor penarik dari kota yaitu
ardtara lain karena pembangunan dan pertumbuhan lebih tersentral di kota
schingga menawarkan berbagai kesempatan kerja dan kesempatan
mengembangkan ketrampilan maupun keahliannya.

Masalah kemiskinan yang terjadi akibat faklor migrasi discbabkan penduduk
vang pindah ke kota (para urbanis) tidak mempunyal keahhan (skill), tidak memilik;
pendidikan cukup, lebih-lebih pendidikan di desa cenderung rendah kuahtasnya. Jadi
mereka adalah penerasi pekerja kasar yang tidak mempunyai keahlian apa-apa
kecuali tenaganya yang sudah terbiasa melayani sektor ekonomis organis dan
tradisional, Generasi demikian rentan terhadap gejolak ekonomi karena mercka Juga
tidak mempunyai modal dan simpanan. Padahal di kota kemampuan kerja yang tingpi
diutamakan bukan mengandalkan kekuatan Dengan banyaknya penduduk yang
berdatangan ke kota membawa dampak pada kondisi kota yaitu mereka yang tidak
mempunyal keahlian jatuh miskin di kota-kota, karena mereka tidak mampu bersaing
dalam bekerja dan akhirnya menjadi pengangpuran,

Karena kebiasaan mengangpur dan bermalas-malasan berpengaruh pada
kualitas sumber daya manusia menjadi rendah, Akibat kualitas sumber daya manusia
rendah akhimya tidak mempunyai pendapatan untuk modal usaha. Disamping itu
sarana dan prasarana yang ada di masyarakat kurang mendukung.

Penduduk yang pindah ke kota bertujuan untuk memperbaiki kehidupan
menjadi lebih baik. Untuk itulah sebelum mengadakan migrasi haruslah menyiapkan
dirinya maupun pikirannya dalam menghadapi dumia kera dan persaingan agar
penduduk apabila memang benar-benar pindah ke kota tidak merasa terkejul dengan

kondisi kota yang berbeda dengan daerah asal atau desa.
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Berarti penduduk vang mengadakan migrasi ke kota pada intinya untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow (dalam

Sumamonugroho, 1991:6) yang mengelompokkan kebutuhan dasar manusia, antara

lain :

=

1. Kebutuhan-kebutuhan fisik ( udara, air, makan, dan sebagainya ).

Kebutuhan rasa aman ( jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan
dan  kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasammya  secara
berkesinambungan),

Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi.

Kebutuhan penghargaan ( dari dirinya dan pthak lain ).

Kebutuhan mengaktualisasikan dirinya dan bertumbuh™,

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui Proyek Penangpulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) vaitu

dengan cara mengadukan pengembangan masyarakat vang mendasarkan diri pada

kelembagaan komunitas lokal, Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada
lahun 1956 (dalam Ndraha. 1990:72) berpendapat :

Pembangunan Masyarakat atau Community Development adalah suatu
proses. Baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil
berdasarkan prakarsa sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka
memperbaiki  kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai
komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam kehidupan
bangsa dan memampukan mercka untuk memberi sumbangan sepenuhnya
demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam
proses tersebut.

Proses tersebut meliputi 2 elemen dasar yaitu pertama, partisipasi masyarakat

itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taral hidup mereka,

sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Dan kedua, bantuan dan

pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong

dini sendin dan kesediaan membantu orang lain dan pemerintah. Proses tersebut

dinyatakan di dalam program yang dirancang untuk melancarkan perbaikan terhadap

berbagai proyek-proyek khusus.

o
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Menurut Dahrendorf (dalam Nasikun, 1995:22-23), membangun  institusi
lokal berarti harus membangun -
L. Aturan main yang adil dan disepakati bersama.

Maksudnya : bahwa setiap kelompok yang terlibat harus mematuhi aturan-aturan
permainan tertentu yang menjamin kelangsungan hidup kelompok-
kelompok it sendin,

Konsep yang berkaitan dengan aturan main yang adil dan disepakati bersama

menurut |
Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:121) mengatakan bahwa dalam kegiatan
operasi sehari-hari terutama dalam menjalankan usaha, pengambilan keputusan harus
dilakukan bersama-sama (seluruh anggola masyarakat) dan konsisten dalam
menjalankan tugas,
2. Institus atau lembaga yang di percaya masyarakat untuk menjalankan aturan main
secara jujur dan terbuka.

Maksudnya ;

* Bahwa institusi atau lembaga tersebut harus merupakan lembaga-lembaga
yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-
keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya.

* Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di  dalam masyarakat vang
bersangkutan harus bersifat monopolistis dalam arti hanya lembaga-
lembaga itulah yang berfungsi,

* Peranan lembaga-lembaga haruslah sedemikian rupa schingga berbagai
kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat
kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya
mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya,
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* Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, dalam mana setiap
pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan
pendapat-pendapatnya schelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Konsep yang berkaitan dengan institusi atau lembaga yang dipercaya
masyarakat untuk menjalankan aturan main secara Jujur dan terbuka dikemukakan
oleh :

Harris (dalam Dasuki, 1999:120) bahwa -

Orientasi kepemimpinan yang partisipatif (the participative leader)
adalah pemimpin mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari para
bawahan tentang keputusan yang diambil, disamping mengadakan
konsultasi dengan orang lain. Pikiran bawahan sangat diperhatikan
sehingga pemimipin lebih sportif dan terbuka

Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:117) mengatakan °

Model kepemimpinan yang bersifat  demokratis biasanya senang
membimbing secara efisien kepada anak buahnya dan menginginkan
partispasi aktif' dan bawahan sehingga ia sangal menghargai potensi
setiap individu pengikutnya, la sclalu mendengarkan saran serta nasihat
dari para pengikutnya sehingga koordinasi pekerja (bawahan) sangai
menonjol dan kerjasama diantara mercka dapat berlangsung dengan baik,
Selain 1tu, kepada para bawahannya selalu diberikan kesempatan yang
besar untuk ambil bagian dalam kepemimpinan.

Menurut Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:120) bahwa :

Dalam pengambilan keputusan pada rapat anggota harus berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keputusan yang diambil
tidak dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dapat
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Davis dan Newstrom (1996-179) mengemukakan

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam
sttuast kelmpok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi
kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan
Hu.
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Menurut Davis (dalam Dasuki, 1999:146) bahwa

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada
orang lain, Proses komunikasi akan efektif jika pesan telah diterima dan
dimengerti oleh yang dimaksud serta menjadi lengkap apabila ada umpan
balik atau tanda jawaban telah diterima (komunikasi dua arah).

Sedangkan menurut Anoraga (1995:170) bahwa -

Komunikasi Dialogis adalah komunikasi dua arah yang sifatnya timbal
balik. Penyampaian pesan adalah juga menerima pesan. Disamping itu
masing-masing pihak akan bergantian menyampaikan dan menerima
pesan.

3. Kesadaran kolektif seluruh warga komunitas.

Maksudnya © setiap kelompok harus menyadari akan adanya aturan main di dalam
lembaga tersebut schingga perlu  dilaksanakan Prinsip-prinsip
keadilan secara jujur bagi semua pihak.

Konsep yang berkaitan dengan kesadaran kolektif seluruh warga komunitas dalam
menjaga, menegakkan, mengawasi aturan main dan mengadakam perubahan jika
aturan main dianggap perlu diubah menurut -

Anoraga dan Suyati (1995:170) mengatakan ;

Dalam manajemen konflik disini jika masalah muncul maka diselesaikan
secara bersama-sama. Berarti konflik tersebut sifatnya integratif. Seperti
yang dikemukakan olch Anoraga bahwa penyelesaian konflik integratif
ada 3 macam pemeeahan yaitu melalui konsensus, konfrontasi dan tujuan
bersama,  Konsensus  adalah  dimana pihak-pihak yang sedang
bertentangan bertemu sccara bersama-sama untuk mencari penyelesaian
terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak,
Konfronrasi - adalah  dimana pihak-pihak  yang saling berhadapan
menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan
kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima
penyclesaian dari konflik yang rasional sering dapat diketemukan, Tupuan
hersama adalah penggunaan fujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga
menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui
bersama.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam lembaga Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) apabila ada konflik diselesaikan secara bersama-sama dan sejauh
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mungkin menguntungkan kedua belah pthak, maka konsep yang mendukung terhadap
terjadinya konflik maka penyelesaiannya malalui konsensus,

Davis dan Newstrom ( 1996:202) mengemukakan :

Apabila ada konflik yang timbul dilakukan melalyi pendekatan menanp-
menang. Dalam situasi ini, dicari pemecahan kreatif yang menguntungkan
kedua belah pihak. Yang tujuannya adalah memadukan kebutuhan kedua
belah pihak melalui pemecahan masalah, kolaborasi dan kompromi yang
membangun.

Sedangkan Davis dan Newstrom Juga berpendapat (1996:202) tentang
pentingnya umpan balik untuk memberikan informas guna memahami dan bersiap-
siap untuk kelancaran pekerjaan berikutnya.

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah sebagai targel penerima bantuan dari
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang sesungguhnya dan
merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan
bersama. Dengan kata lain, kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu alat
yang dapal menggerakkan sumber daya lokal guna mempertinggi pencapaian
kesejahteraan bersama dan sebagai wahana bagi terselenggaranya proses belajar
mengajar dalam proses pengambilan keputusan.

Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam P2KP
ditujukan dalam upaya pemampuan lembaga-lembaga vang ada dalam masyarakat
melalul peningkatan peran-perannya. BKM beranggotakan warga komunitas yang
diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan KSM-KSM,
perwakilan orpanisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK),
tokoh masyarakat atau tokoh agama. Unsur aparatur dacrah, misalnya anggota
LKMD dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM
harus dipilih dari dan oleh anggotanya

Shadily (1984:47) mengemukakan -

Masyarakat adalah individu atau manusia yang hidup bersama di suaty
tempat yang didalamnya terdapat kelompok-kelompok kelas, mungkin
Juga ada sedikit kasta, dimana terdapat reaksi-reaksi antara individu yang
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saty dengan individu yang lain, Selain itu terdapat pula interaksi antar
individu yang berada didalamnya
Sedanghkan lver dan Page (dalam Soekanto, 1990:26) mengemukakan :

Masyarakal ialah suatu sistem dan kebiasaan dan tata cara dar wewenang
dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan
pengawasan  lingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
Keseluruhan yang selalu berubah kita namakan masyarakat. Masyarakat
merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat berubah.

Begitu juga Linton {dalam Soekanto, 1990:26) mengemukakan :

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidop dan
bekerjasama cukup lama schingga mercka dapat mengatur diri mereka
dan menpganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-
hatas yang dirumuskan dengan jelas.

Walaupun definisi tentang masyarakat yang telah disebutkan di atas saling
berlainan tetam pada dasarnya isinya sama yailu masyarakat yang mencakup
beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manusia vang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang lama

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Upaya untuk memahami potensi masyarakat membentuk Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) dilaksanakan dengan melihat persepsi masyarakat
mengenal pengertian kelompok dan manfaat adanya suatu kelompok. Sedangkan
prioritas utama dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan,
pengembangan peluang kerja dan berusaha mengembangkan kelembagaan kelompok
miskin,

Masyarakat miskin adalah sebagai subyek dari upaya pembangunan bukan

semata-mata menjadi obyek darni berbagai proyek pembangunan. Hal im mengandung
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arti bahwa masyarakat miskin ikut mengambil peranan aktif dalam pengambilan

keputusan apabila yang menyangkut kepentingan mercka. Maka dari itu dalam

pelaksanaan  program  Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Moedjiono (dalam Soetrisno, 1998:171)
bahwa, “Pemberdayaan sebagai kegiatan usaha yang mandiri, maksudnya upaya-
upaya untuk peningkatan ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan™

Pemberdayaan menurut konsep Kamus Besar Indonesia adalah upaya
membuat sesuatu herkemampuan atau berkekuatan (Depdikbud, 1982).

Dengan adanya pemberdayaan sebagai salah satu wujud pengembangan
kelembagaan. Selain itu pengembangan kelembagaan bisa berupa :

I. Peningkatan kualitas keahlian dibidang tertentu dan pemahaman terhadap kinerja
organisasi melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
berorganisasi maupun pelibatan secara langsung terhadap pemecahan masalah-
masalah keorgamsasian yang muncul,

2. Pengembangan secara struktural dengan menambah unit atau sub unit baru untuk
menangani masalah yang muncul sebagai akibat dari adanya tekanan atau kegiatan
adaptast terhadap suatu kondisi atau mengurangi jumiah unit kerja sebagai bagian
dart pendampingan dengan lujuan meningkatkan efisiensi dan feksibilitas
organisast (Hall dalam Poerwanto, 1996:38).

Maka dart itu didalam pemberdayaan dibutuhkan adanya pengembangan
sumber daya bersifat totalitas dan holistik. Arah pengembangan tidak hanya
dipusatkan pada dimensi ekonomi tetapi perlu memperhatikan dimensi sosial, politik,
budaya dan keagamaan Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk
meningkatkan kualitas manusia serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Di
sini manusia diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai perencana, pelaku dan

pemkmat pembangunan.
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UNDP atau [United Nations Development Programme (dalam Effendi,
1993:6) merumuskan pengertian sumber daya manusia sebagai upaya untuk
pengembangan manusia yang didefinisikan sebagai berikut :

Pengembangan manusia (sumber daya manusia) adalah proses
meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan (a
process of enlarging people’s choices).  Pengertian ini memusatkan
perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia
(melalu investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan
kemampuan 1tu (melalur penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk
mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja produkif).

Pengertian di atas mengandung makna bahwa pengembangan sumber daya
manusia tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut
pemanfaatan kemampuan manusia supaya kemampuan yang terbentuk tidak sia-sia.
Ini berarti pengembangan sumber daya manusia merupakan amanab untuk
memberikan peluang partisipasi yang lebih riil pada warganegara melalui perluasan
kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, peluang kerja dan berusaha

Sayogya membedakan desa dan kota Mereka disebut miskin baik dalam
masyarakal desa maupun masyarakat kota, jika penghasilannya kurang dari 320 kg
beras yang bertempat tinggal di desa dan kurang dari 480 kg beras yang bertempat
tinggal di kota, tiap tahun tiap jiwa Beliau juga membedakan golongan
berpenghasilan rendah itu menjadi 3 yaitu miskin, miskin sekali dan sangat miskin
{Sayogya dalam Suparlan, 1984;13-14),

Kemiskinan merupakan tanggung jawab dan kewajiban masyarakat secama
keseluruhan  untuk  mengatasinya, dan  kebijaksanaan  pemerintah  untuk
menanggulangi kemiskinan (dengan berbagai program atau proyek pembangunan)
merupakan suatu kebyjaksanaan yang sangal bermoral, Sehingga dalam hubungan itu
pendekatan kelembagaan dibutuhkan.

Oleh Abustam (dalam Sarman 1997:35) dikemukakan bahwa :

Pendekatan kelembagaan itu seyogyanya lebih menekankan pada
semangat “'solidaritas sosial” dapatl ditumbuhkembangkan pada golongan
masyarakat menengah Ke atas agar mereka mau membantu golongan
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masyarakat bawah atau massa miskin. Atau dengan kaia lain muncul
Suatu gerakan masyarakal untuk menangpgulangi kemiskinan penduduk.
Sedangkan sebagai tolok ukur, perubahan kelembagaan vang diharapkan
adalah perubahan yang dapat meningkatkan pendapatan massa miskin.
Berarti dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan, masyarakat yang
tergolong sebagai kelas menengah ke atas mempunyai suatu tugas untuk membantu
Kepada saudaranya yang berada pada kondisi miskin. Mengandung maksud bahwa
mereka yang serba kecukupan harus memberi sesuatu secara ikhlash terhadap mercka
yang miskin. Maka prinsip saling memberi dan menerima harus diterapkan. Bisa saja
yang kecukupan mempunyai kelemahan dibidang apa, sedangkan vang miskin
mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka yang kecukupan. Begitu Juga
sebaliknya, yang miskin mempunyai kekurangan dibidang ekonomi sedangkan yang
kaya mempunyai kelebihan hartanya, maka sebagian dari harta yang dimiliki oleh si
kaya harus diberikan kepada mereka yang kekurangan,
Jelas bahwa manusia dilahirkan di muka bumi ini tidak ada yang sempurna.
Ada yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu antara orang yang
satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan hidup serta
kebutuhan hidup dapat terpenuhi sehingga kemiskinan menurun.
Carvalho dan White (dalam Sarman 1997:34) mengatakan, secara konseptual
ada 2 strategi yang disarankan oleh Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan
penduduk yaitu

“1. Menyangkut peningkatan  wilayah pertumbuhan  (ekonomi) yang
memungkinkan dapat digunakannya secara efisien, asset tenaga kerja
vang mehmpah pada kelompok masyarakat paling miskin,

2. Menyangkul pengadaan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok
mskin. Dalam hubungan itu kriteria untuk suatu intervensi seyogyanya
mengacu pada pemahaman tentang
a, adanya svatu mekanisme khusus untuk mengidentifikasikan dan

menemukan kelompok miskin,
b. membangkitkan partisipasi aktif kelompok miskin vang seharusnya
terlibat dalam proyek penanggulangan kemiskinan”,
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Pada masyarakat negara-negara berkembang untuk menuju suatu kondisi
masyarakat atau keluarga madani, sclalu dihadapkan pada kendala-kendala klasik
seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak memadainya sarana dan
prasarana penunjang usaha produkst (infrastruktur) dan kurangnya modal usaha.
Ketiga faktor terscbut ternyata juga menjadi kendala masyarakat Indonesia untuk
mewujudkan suatu masyarakal atau keluarga yang madami. Konsekuensi dan
kendala-kendala tersebut, suatu masyarakat akhimya dihadapkan pada persoalan-
persoalan lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan yang sulit
dirdentifikasikan penyebabnya (Modul No.06/BKM, 2000:8).

Denis Goulet (dalam Todaro, 1983:124) menyatakan :

Keterbelakangan adalah sesuatu yang sangal tidak pantas, kekotoran
penyakit, kematian yang lidak seharusnya dan keputusasaan dan semua
yang serupa. Tidak ada orang yang mengerti bahwa keterbelakangan yang
ada padanya merupakan refleksi statistik pendapatan vang rendah,
perumahan yang tidak memenuhi syarat, kematian prematur atau
pcngangguran.

Poerwanto (1996:36) mengatakan :

Secara ideal. masalah-masalah kemiskinan akan bisa dikurangi atau
mungkin bisa diselesaikan dengan melalui berbagai program terpadu dari
berbagal institust atau lembaga-lembaga pemerintah maupun non
pemerintah dalam jangka waktu yang panmjang. Masalah kemiskinan
adalah complicated vang udak bisa ditinjau dan satu aspek  saja,
melainkan harus dikaji secara simultan. Untuk itu maka setiap lembaga
pemerintah terkait perlu melakukan pengembangan kelembagaan baik
dart aspek internal maupun interorgamsasional.

Maksudnya pengembangan kelembagaan internal adalah pemberdayaan
terhadap sumber daya yang dimiliki baik melalui struktural maupun yang non
struktural seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menangani masalah-
masalah organisasi dan bersifat pembaharuan, Sedangkan pengembangan
kelembagaan interorganisasional adalah kerjasama antar lembaga-lembapa baik
yang mempunyal kattan sccara langsung terhadap eksistensi lembaga tersebut

maupun tidak,
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Kerjasama antar lembaga sebagai seluruh pengembangan merupakan proses
kehidupan organisasi. Kerjasama ini bisa reguler maupun ireguler, tergantung dari
masalah yang dihadapi dan mengharuskan adanya kerjasama antar lembaga.
Logikanya, tidak ada sebuah lembaga bisa berdiri sendiri tanpa terlibat dalam suatu
sistem sosial. Karena pada kf::nyataannya sebuah lembaga maupun organisasi adalah
scbuah umit sosial yang hidup dalam suatu sistem sosial,

Masalah ~ kemiskinan  yang kompleks sifatnya, penyelesaiannya
mengharuskan adanya kerjasama antar lembaga secara terpadu sckalipun di masing-
masing lembaga sudah memiliki program yang mungkin menggunakan pendekatan
yang berbeda. Bentuk kerjasama dapat berupa sebuah koordinasi dari kegiatan yang
sedang berlangsung atau membentuk badan baru yang terdiri dari berbagai lembaga
terkait dengan desain organisasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya
yang dimiliki oleh masing-masing.

Pada dasarmya proses pengembangan kelembagaan baik internal maupun
interorganisasional harus diawali dengan pengenalan persoalan yang mencakup
identifikasi permasalahan dan diagnosa mengarahkan organisasi untuk melakukan
analisis keorganisasian, yaitu melakukan analisis terhadap kemampuan organisasi
yang mencakup pemantauan terhadap sumber daya, fungsi serta misi yang dimiliki.

Setelah  melakukan analisis terhadap kemampuan organisasi, tahap
berikutnya adalah pengembangan strateg vaitu pilihan-pilihan yang mencakup model
kelembagaan atau organisasi dan teknik-teknik pemecahan masalah yang akan
digunakan. Setelah dipilih model untuk dijadikan acuan yang sesuai dengan apa yang
ingin dihasilkan, tindakan selanjutnya adalah intervensi terhadap hal-hal yang telah
dipilih untuk dilakukan dalam pengembangan yang dikehendaki, Intervensi tersebut
mencakup pengarahan dan pengawasan yang dijadikan dasar untuk evaluasi dan

sebagal umpan balik pada tahap berikutnya
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Skema PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pengenalan Persoalan

Amnalisis Kelembagaan
v :
—» Pengembangan Stratepi

Evaluasi

A4
+—— Intervensi

Sumber : Poerwanto (1996 : 38 - 40)

1.6 Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1986:23), Definisi Operasional tidak lain
daripada mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk-konstruk denpan kata-kata
yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dan diuji serta
ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi variabel atau definisi operasional
dalam pengertian sangat diperlukan sebagai petunjuk tentang pengukuran suatu
variabel.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penclitian 11, maka penulis
mengoperasionalkan konsep yang dapat diukur dan tidak lerlepas dan pokok bahasan,
Konsep yang akan dioperasionalkan berasal dari variabel yang bersifat abstrak. Dari
variabel tersebut dapat dibagi ke dalam indikator-indikator. Maka dalam hal ini yang
menjadi kniteria untuk ukuran pada penelitian ini yang sesuat dengan permasalahan
adalah:
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1.6.1 Adanya aturan main yang adil dan discpakati bersama, maksudnya bahwa sctiap
kelompok harus mematuhi aturan-aturan permainan lertentu yang menjamin
kelangsungan hidup kelompok-kelompok 1tu sendirn.

ltemnya mehiputy

a. Pengambilan Keputusan

Aspek Penilaian

1) Twuan dan Proses Pengambilan Keputusan
o Kondist kinerja yang diharapkan © BKM secara konsisten menjalankan
kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh
masyarakat
Adapun krtena pengokuran tentang tujuan dan proses pengambilan keputusan
didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila

Jawaban

]

Bark sekalt atau skor 5 © jika twuan dan proses pengambilan keputusan sama
dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan hampir
suma atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan

- Cukup atau skor 3 ~ jika tujuan dan proses pengambilan keputusan telah
mengarah pada kondisi Kinerja yang diharapkan,

- Buruk atau skor 2 . pika tujuan dan proses pengambilan keputusan masih
jauh dan kondisi Kinena yang diharapkan.

- Buruk sekali atau skor 1 jika tujuan dan proses pengambilan keputusan bertolak
belakang dengan kondisi Kinerja yang diharapkan.

2) Mekanisme Pengambilan Keputusan
e Kandisi kinerja yang diharapkan © Anggota terhbat langsung dalam proses
pengambilan keputusan.
Adapun kriteria pengukuran tentang mekanisme pengambilan keputusan didasarkan
pada jawaban responden dan diben skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :
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- Baik sekali atauskor 5 - jika mekanisme pengambilan keputusan sama dengan
kondisi kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 - Jika mekanisme pengambilan keputusan hampir sama
atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 - Jika  mekamsme pengambilan  keputusan telah
mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 - Jika mekanisme pengambilan keputusan masih jauh
dani kondisi kinerja yang diharapkan,

- Buruk sekali atau skor 1 © jika mekanisme pengambilan  keputusan bertolak
belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

b. Pembagian Tugas

Aspek Penilaian -

1) Distribusi Kekuasaan
* Kondisi kinerja yang diharapkan - Aktivitas dan kewenangan tersebar
secara proporsional pada pihak-pihak yang terlibat scbagai anggota BKM.

Adapun kriteria pengukuran tentang distribusi kekuasaan didasarkan pada jawaban

responden dan diberi skor sesuai Jawaban yang ada, bila jawaban

- Baik sekali atau skor § Jika distribusi kekuasaan sama dengan kondisi
kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 : Jika  distribusi  kekuasaan hampir sama atau
mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 . Jika distribusi kekuasaan telah mengarah pada
kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 - Jika distnbusi kekuasaan masih jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan.

- Buruk sekali atau skor 1 - Jika distribusi kekuasaan bertolak belakang dengan
kondisi kinerja yang diharapkan.
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2) Corak Kepemimpinan
o Kondisi kinerja yang diharapkan : Anggota BKM mampu berperan sebagai
fasilitator yaitu pihak yang memfasilitasi warga, khususnya anggota KSM
agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik.
Adapun kriteria pengukuran tentang corak kepemimpinan didasarkan pada jawaban

responden dan diben skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

Baik sekali atauskor 5 jika corak kepemimpinan sama dengan kondisi
kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 . 1ka corak kepemimpinan hampir sama atau

mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 . jika corak kepemimpinan telah mengarah pada
kondisi kinerja vang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 . Jika corak kepemimpinan masih jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan,

- Buruk sekali atau skor 1 : jika corak kepemimpinan bertolak belakang dengan
kondisi kinerja yang diharapkan,
3) Peran Anggota BKM
* Kondisi kinerja yvang diharapkan ;. Anggota BKM sebagai pengambil
inisiatif perencanaan dan pelaksanaan.
Adapun kriternia pengukuran tentang peran anggota BKM didasarkan pada jawaban
responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban |
- Baik sekah atauskor 5 :  jika peran anggota BKM sama denpan kondisi kinerja
yang diharapkan,
- Baik atau skor 4 : Jika peran anggota BKM hampir sama atau mendekati
kondisi Kincrja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 ©jika peran anggota BKM telah mengarah pada kondisi
kKinerja yang diharapkan

i
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- Buruk atau skor 2 © Jika peran anggota BKM masih jauh dari kondisi
Kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 jika peran anggota BKM bertolak belakang dengan

kondisi kinenja yang diharapkan.

1.6.2 Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan
aturan main secara jujur dan terbuka, maksudnya bahwa Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) telah mendapat kepercayaan dari masyarakal untuk
membangun kembali kehidupan masyarakal madani yang mampu mengatasi
secara  mandin  tentang  masalah  kemiskinan  dan permasalahan
kemasyarakalan lainnya.

ltemnya adalah :

a. Proses Pembentukan BKM

Aspek Penilaian :
1) Proses Pembentukan BKM
* Kondisi kinerja yang diharapkan : Dibentuk dari “bawah” dan atas
kepentingan warga, jika tidak dikehendaki. pembentukan BKM harus
dibatalkan dan program tidak dilaksanakan di kelurahan ini, proses
pembentukan menggunakan pendekatan dan teknik partisipatif.
Adapun kriteria pengukuran temtang proses pembentukan BKM didasarkan pada
Jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban -

- Baik sekali atau skor 5 ;| jika proses pembentukan BKM sama dengan kondisi

kinerja yang diharapkan,

- Baik atau skor 4 - Jika proses pembentukan BKM hampir sama atay

mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 - Jika proses pembentukan BKM telah mengarah pada

kondisi kinerja yang diharapkan.
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Buruk atau skor 2

Buruk sckali atau skor 1

2) Pengaruh dan Luar

N4

Jika proses pembentukan BKM masih jauh dan
kondisi kinerja yang diharapkan.

. Jika proses pembentukan BKM bertolak belakang

dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

e Kondist kinerja yang diharapkan ;. Relatif rendah, BKM terbentuk mutni

atas kehendak warga, oleh karena itu bersifat relatif otonom.

Adapun kriteria pengukuran tentang pengaruh dari luar didasarkan pada jawaban

responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

Baik sekali atau skor 5

Baik atau skor 4

Cukup atau skor 3

Buruk atau skor 2

Buruk sekali atau skor |

. Kelembagaan BKM

Aspek Penilaian

- Jika pengaruh dan luar sama dengan kondisi kinerja

yang diharapkan.

. Jika pengaruh dari luar hampir sama atau mendekati

kondisi kinerja yang diharapkan.

© Jika pengaruh dan luar telah mengarah pada kondisi

kinerja yang diharapkan.
nka pengaruh dan luar masth jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan.
1ka pengaruh dari lovar bertolak belakang dengan

kondisi kinerja yang diharapkan.

1} Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anpgota

o Kondisi kinerja yang diharapkarn - Angpgota BKM berorientasi ke bawah

serta mengabdi penuh pada kepentingan masyarakat.

Adapun Kritenia pengukuran tentang orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota

didasarkan pada jawaban responden dan diben skor sesuai jawaban yang ada, bila

Jawaban :
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- Baik sekaliatauskor 5 jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota

sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 - Jika onentast kepemimpinan dan loyalitas anggota
hampir sama alau mendekat kondisi kinerja yang
diharapkan.

- Cukup atau skor 3 © pka onentasi kepemimpiman dan loyalitas anggota

telah  mengarah pada kondisi kinerja vang
diharapkan

- Buruk atau skor 2 1ka onentasi kepemimpinan dan loyalitas anggota
masih jauh dan kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk sckali atau skor | : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota
bertolak belakang dengan  kondisi kinerja yang
diharapkan,

2) Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
¢ Kondsi kinerpa yang diharapkan . Kepemimpinan kolektif, tidak ada
individu menonjol, keputusan diambil atas dasar musyawarah atau dengan
suara terbanyak
Adapun  kntena  pengukuran tentang model kepemimpinan dan  pengambilan
Keputusan didasarkan pada jawaban responden kemudian diberni skor, bila jawaban -
Baik sckali atau skor 5+ jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan

sama dengan kondist kinerja yang diharapkan

- Baik atau skor 4 - atau mendekati kondisi kinenja yang diharapkan. jika
model kepemimpinan dan  pengambilan  keputusan
hampir sama

= Cukup atav skor 3 jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan

telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 Jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan
masth jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
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- Buruk sekali atau skor | : jika mode! kepemimpinan dan pengambilan keputusan
bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang
diharapkan.

c. Tujuan BEM

Aspek Penilaian :

1) Tipe dan Tingkat Partisipasi
o Kondisi kinerja yang diharapkan : Diharapkan partsipasi penuh, konsisten,
pengelompokan lerjadi atas dasar kesadaran akan kepentingan bersama,
berpihak pada masalah orang miskin.
Adapun kriteria pengukuran tentang tipe dan tingkal partisipasi didasarkan pada
jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :
- Baik sekali atau skor 5 : jika tipe dan tingkat partisipasi sama dengan kondisi
kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 . jika tipe dan tingkat partisipasi hampir sama atau
mendekati kondisi kinerja vang diharapkan,
- Cukup atau skor 3 - jika tipe dan tingkat partisipasi telah mengarah pada
kondist kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 © jika tipe dan tingkat partisipasi masth jauh dari
kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sckali atau skor 1 - jika tipe dan tingkat partisipasi bertolak beclakang
dengan kondist kinerja yang diharapkan.
2) Kondisi Komunikasi
o Kondisi kinerja yang diharapkan : Terjadi dua arah, semua anggota
memiliki hak sama untuk menyampaikan pendapatnya.
Adapun kriteria pengukuran tentang kondisi komunikasi didasarkan pada jawaban
responden dan diben skor sesual jawaban yang ada, bila jawaban :
- Baik sekal atau skor 5 © jika kondisi komunikasi sama dengan kondisi kinerja

yang diharapkan.
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- Raik atau skor 4 - Jika kondisi komunikasi hampir sama atau mendekati
kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 : Jika kondisi komunikast telah mengarah pada kondisi
Kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 © jika kondist komunikasi masih jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan.

- Buruk sekali atauskor 1 jika kondisi komunikasi bertolak belakang dengan
kondisi kinerja yang diharapkan.

163 Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas, maksudnya bahwa
setiap kelompok harus menyadari akan adanya aturan main di dalam lembaga
tersebut sehingga perlu dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara Jujur bagi
semua pihak.

ltemnya meliput; -

4. Menjaga Aturan Main

Aspek Penilaian :
1) Perbedaan Pendapat dan Manejemen Konflik
* RKondisi kinerja yang diharapkan © Bila ada perbedaan pendapat dan
konflik disclesaikan bersama. sejauh mungkin diupayakan jalan keluar
yang menguntungkan semua pihak (win-win sofution).

Adapun kriteria pengukuran tentang perbedann pendapat dan manajemen konflik

didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila

Jawaban .

- Baik sekali atau skor 5 jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik sama

dengan kondisi kinerja yang diharapkan,

- Baik atau skor 4 © Jika perbedaan pendapat dan manajemen  konflik

hampir sama atau mendekati kondisi kinerja vang

diharapkan.
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- Cukup atau skor 3 © Jjika perbedaan pendapat dan manajemen konflik
telah  mengarah  pada  kondisi  kinerja yang
drharapkan.

- Buruk atau skor 2 . Jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik

masth jauh dari kondisi kinerja yang dharapkan.

- Buruk sekali atauskor | ;  jika perbedaan pendapat dan managjemen konflik
bertolak belakang dengan kondisi Kinerja yang
diharapkan.

2) Hubungan Kerja Anggota
* Kondisi kinerja vang diharapkan : \nformal dan tidak kaku, akrab dan
saling mendukung.

Adapun knteria pengukuran tentang hubungan kerja anggota BKM didasarkan pada

Jawaban responden dan diberi skor sesuai Jawaban yang ada, bila jawaban

- Baik sekali atau skor 5 : Jika hubungan kerja anggota BKM sama dengan

kondisi kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 . Jika hubungan kerja anggota BKM hampir sama

atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 © Jika hubungan kerja anggota BKM telah mengarah
pada kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 . Jika hubungan kerja anggota BKM masih jauh
dari kondisi kinerja yang diharapkan
- Buruk sekali atau skor ] - Jika hubungan kema anggota BKM bertolak
belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan,
b. Menegakkan Aturan Main
Aspek Penilaian :
1) Posisi Masyarakat

* Kondist kinerja yang diharapkan - Masyarakat menjadi subyck atau
penentu kebijakan,
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Adapun kriteria pengukuran tentang posisi masyarakat didasarkan pada jawaban
responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban
- Baik sekal atau skor 5 - Jika posisi masyarakal sama dengan kondisi
kinerja yang diharapkan,
- Baik atau skor 4 - Jtka  posisi masyarakat hamprr sama atau
mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
= Cukup stau skor 3 Jika posisi masyarakat telah mengarah pada
kondisi kinerja yang diharapkan
- Buruk atau skor 2 Jika posisi masyarakat masih jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor | . Jika posisi masyarakat bertolak belakang dengan
kondisi kinerja yang diharapkan.
2)  Model Penanganan Pekerjaan
¢ Kondist kinerpa yang diharapkan - Seluruh pekerjaan adalah tanggung
Jawab dan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota BKM.
Adapun kriteria pengukuran tentang model penanganan pekerjaan didasrkan pada
Jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban

Baik sekali atau skor § © Jika model penanganan pekerjsan sama dengan
kondisi kinerja yang diharapkan.

Baik atau skor 4 - Jika model penanganan pekerjaan hampir sama atay
mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

Cukup atau skor 3 - Jika model penanganan pekerjaan telah mengarah
pada kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 © )ika model penanganan pekerjaan masih jauh dari
kondisi kinerja yang diharapkan

Buruk sekali atau skor | . Jika model penanganan pekerjaan bertolak belakang

dengan kondisi kinerja yang diharapkan
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¢. Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main
Aspek Penilaian :
1) Mouf Keterlibatan Anggota
* Kondisi kinerja yang diharapkan : Sukarela dan tanpa pamrih.
Adapun kniteria pengukuran tentang motif keterlibatan didasarkan pada jawaban
responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor § Jika motif keterlibatan sama dengan kondisi kinerja
yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 :Jika motif keterlibatan hampir sama atau mendekati

kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 Jika mouf keterlibatan telah mengarah pada kondisi
kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 . Jika motf keterlibatan masih jauh dari kondisi
kinerja yang diharapkan

- Buruk sckaliatauskor 1  jika motil keterlibatan bertolak belakang dengan

kondisi kinerja yang diharapkan
- Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah
Aspek Penilatan |
1) Adanya Umpan Balik

(=5

* Nondisi kinerya yang diharapkan © Sangat dibutuhkan sebagai titik masuk
(entry point) bagi kelancaran pekerjaan berikutnya.

Adapun kriteria pengukuran tentang adanya umpan balik didasarkan pada jawaban

responden dan diben skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban -

- Baik sekali atau skor § Jika umpan balik sama dengan kondisi kinerja yang
diharapkan

- Baik atau skor 4 - Ika umpan balik hampir sama atau mendekati
kondisi kinerja yang diharapkan.
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- Cukup atau skor 3 © jika umpan balik telah mengarah pada kondisi kinerja
yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 - Jika umpan balik masth jauh dan kondisi kinega yang
diharapkan.

- Buruk sckali atau skor 1 jika umpan balik bertolak belakang dengan  kondisi

kinena yang diharapkan

Dan ketiga indikator yang telah discbutkan di atas, untuk mengukur tingkat
pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dapat dibitung melalw kelayakan peran BKM dan tingkat kinerja BKM.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelinan pada umumnya adalah menemukan suatu generalisasi dengan
meneranghan  fenomena  yang meliputi permasalahan  dalam penelitian. Untuk
menjelaskan fenomena yang ada diperlukan suatu metode, karena metode sangat
memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau bentuk teknik yang dipergunakan
oleh peneliti, baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data untuk
memperoleh data yang dapat di pertanggungiawabkan kebenarannya. Dengan metode
penelitian yang tepat maka dapat mempermudah dalam menjelaskan fenomena-
fenomena yang ditehitt.

Adapun metode-metode peneliian yang penulis gunakan pada penelinian o
adalah
1.7.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Di kota Pasuruan terdapat 2 kecamatan yang mendapat bantuan dari Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yaitu
| Keeamatan Purworejo yang terdiri dari 2 kelurahan meliputi Kelurahan Kebonsari

dan Kelurahan Pohjentrek.
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2. Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 3 kelurashan meliputi Kelurahan
Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar.

Karena banyaknya kelurahan yang harus dijangkau dan mengingat faktor
wakitu, tenaga dan biaya yang terbatas maka dalam hal ini penulis hanya membatasi
lokast penelitian yaitu di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan yang terdin dan
Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar,

Adapun alasan penulis menetapkan ketiga lokasi penelitian tersebut karena di
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan letaknya di tengah kota, strategis dan penulis
akan memperoleh data yang relevan berkaitan dengan obyek yang diteliti. Untuk ity
penulis mengambil alternatif yaitu menjadikan ketiga kelurahan yang ada di
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan meliputi Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan

Trajeng dan Kelurahan Karunganyar sebagai daerah sasaran untuk penelitian

1.7.2 Metode Penentuan Populasi

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, penulis harus menentukan populasi.
Seperti yang dikemukakan oleh Mantra dan Kasto (dalam Singarimbun, 1995:152)
bahwa, “Populasi/Universe adalah jumlah keseluruhan dan umit analisa yang ciri-
cirinya akan diduga”

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi populasi sampling dalam
penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Gadingrejo,
Kota Pasuruan. Scdangkan yang dijadikan populasi sasaran adalah seluruh populasi
sampling yang dikenai syarat-svarat sebagai bertkut -

I Bertempat unggal di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan

Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

rJ

Kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM), yaitu mercka yang mewakili KSM penerima bantuan atau pinjaman, tiap
kelurahan masing-masing sebanyak 7 orang;

3. Tokoh atau kelompok masyarakat umum, tiap kelurahan masing-masing sebanyak

7 orang,
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4. Fasilitator Kelurahan berjumlah 1 orang pada tiap-tiap kelurahan.

1.7.3 Metode Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah.
Menurut Hadi (1995:73), berkaitan dengan penentuan populasi bahwa, “Sebenamya
tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil
dan populasi™

Karena yang akan menjadi responden dikenai syaral-syarat seperti yang telah
disebutkan di atas maka penulis menentukan banyaknya sampel dalam penelitian ini
dengan menggunakan purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Marzuki
(2000:50), Purposive Sampling yaitu sampling dimana pengambilan elemen-clemen
yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa
sampel tersebut representatif atau mewakili populasi. Serta pemilihan sekelompok
subycknya didasarkan atas ciri-cin atau  sifat-sifat tertenty yang dipandang
mempunyai sangkul paut yang erat dengan ciri-giri atau sifat-sifat populasi vang
sudah diketahui sebelumnya,

Berkaitan dengan pendapat di atas, maka yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini sebanyak 45 orang yaitu berasal dari 3 kelurahan yang menjadi daerah
sasaran dalam penchtian ini, masing-masing 15 orang dart Kelurahan Gadingrejo,
Karanganyar dan Trajeng Dari 45 orang nanti akan menjadi peserta dalam rapat
pembentukan BKM dan kehadirannya sangat menentukan dalam proses pengambilan

keputusan.

*ﬁ#ﬁ;ﬁmewmpuun Data
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Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain
a. Metode Observasi

Melalui observasi, penulis langsung menggali data dan informasi mengenai
proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan
Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yartu dengan cara mengadakan pengamatan,
pencatatan secara langsung ke lokasi penelitian Dari hasil observasi tersebut, penulis
memperoleh informasi-informasi dan data dari kecamatan maupun lembaga yang
bersangkutan yaitu Proyek Penangpgulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2ZKP) yang
dapat digunakan sebagai landasan untuk mengakaji kegatan penelitian lebih lanjut.
b. Metode Kuesioner

Untuk memperoleh data primer dari responden yang mantap dan dijadikan
sumber data untuk dianalisa dalam penulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa
pertanyaan yang sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam metode kuesioner,
penulis memberikan pertanyaan vang berupa tulisan untuk dijawab oleh responden,
sehingga dari hasil jawaban kuesioner penulis klasifikasikan kedalam tabel frekuensi
dan diberi penjelasan yang didasarkan pada perhitungan dari data tabel. Di dalam
kuesioner, penulis menggunakan jenis pertanyaan terbuka (open ended questions) dan
pertanyaan tenutup (fixed alternative atau closed questioner)
¢. Metode Interview

Dalam metode interview im, penulis mengadakan wawancara dengan
bertatap muka atau berhadapan langsung dengan responden untuk menggali data dan

mendapatkan informasi secara lisan dari responden. Wawancara sangat berperan

42

sebagar penguat dari data hasil kuesioner atau sebagal tambahan masukan mt”nrliﬂuh'

yang belum didapatkan dari hasil kuesioner ataupun belum disebutkan atau dijawab
oleh responden dalam daftar pertanyaan

Dalarm hal ini pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis kepada
responden dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Artinya pedoman
wawancara hanya memual alau menanyakan tentang garis besarnya atau pokok-

pokok pemikiran yang dianggap penting dan sesuai dengan pokok permasalahan
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schingpa dari hasil wawancara tersebut membanty penulis untuk menjawab
permasalahan yang ada pada penelitian ini.
d. Informan

Informan disimi keberadaannya sangat memegang peranan penting dalam
membantu penulis untuk memperoleh data-data vang tidak diketahui dan belum
diperoleh olch penulis dan responden. Disamping itu informan juga scbagai
fasilitator yang menghubungkan dengan pihak-pihak yang tlerkait yaitu kelurahan
maupun Proyek Penanggulangan Kemiskiman Di Perkotaan (P2KP) itu sendini. Dan
disini informan akan memberikan penjclasan atay gambaran tentang lembaga tersebut
berdasarkan pengetahuan dan informan.
¢. Teknik Dokumentasi

Tekmk dokumentasi merupakan pelengkap atas data yang diambil langsung
selain dan responden, dengan cara mengumpulkan data-data vang didapatkan dari
buku-buku, literatur, majalah, brosur, data kelurahan, maupun data dan Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang berhubungan dengan
masalah dalam penelitian ini.

1.7.5 Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan
penelitian terutama bila diinginkan generalisasi untuk memperoleh kesimpulan yang
tegas dan hasil penelitan yang telah dilaksanakan Jenis penelinan yang digunakan
didalam pencliian ini adalah deskriptif Kualnauf, yaitu penulis menggambarkan
heseluruhan tentang proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) berdasarkan indikator-
indikator yang telah disebutkan pada defimsi operasional yang akan dijabarkan pada
pembahasan yaitu pada Bab V, yang diperoleh dari hasil data baik data primer
maupun data sekunder. Disamping itu penulis dibanty dengan data kuantitatif yiitu
berupa tabel-tabel untuk menghitung persentase. Kemudian dari keterangan angka-
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angka yang diperoleh dari tabel tersebut, penulis jelaskan dengan kata-kata supaya
mudah dipaham| bagi orang yang membacanya.

Untuk mengetahui Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada ketiga BKM di
Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng maka penulis menentukan Skor
Kelayakan Peran BKM dan Skor Tingkat Kinerja BKM. Apabila Skor Kelayakan
Peran BKM diatas 51 berarti BKM di fap-tiap kelurahan tersebut dianggap
memenuhi ein-ciri sebagai lembaga komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat
(communitv-based organization) dan layak untuk menjalankan perannya. Apabila
kurang dan 51 maka BKM dikatakan Kurang atau belum layak sebagai lembaga
komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat dan belum dapat menjalankan
perannya. Dengan demikian untuk menghitung tentang skor kelayakan peran BKM
pada tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Gadingrejo menggunakan rumus sebagai
berikut

Rumus :
Skor Kelayakan Peran BKM = 24miah Skor Total Responden
Jumlah Responden
Cara menghitung

Jumlah skor total responden

a. hasil penilaian dart derajat pencapatan kinerja setiap responden terhadap 17 aspek
kinerja dijumlahkan, kemudian

b hasil penjumlahan pada point (a) di atas selanjutnya ditotalkan kembali untuk
seluruh Kuesioner yang dikembalikan oleh responden (Pramono, 2001:9)

Kemudian setelah diketahui Skor Kelayakan Peran BKM, maka dilanjutkan
dengan perhitunpan Skor Tingkat Kinenja BKM. Pada perhitungan ini, tingkat kinerja
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dilihat dari skor rata-rata per aspek vaitu membagi skor agrepat kelayakan peran di
atas dengan jumlah aspek kinerja yaitu sebanyak 17.

Rumus :

Skor Tingkat Kinerja BKM = Skor Kelayakan Peran BKM
17 (aspek)

Dengan besaran skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5, maka
norma kelayakan sesuar dengan derajat pencapaian kinerja 1-5 tersebut disusun
dengan range sebagar berikut |

(a) tingkat kincrja buruk sckali - skor pencapaian kinerja antara 1,00 hingga 1,80

(b) tingkat kinerja buruk skor pencapaian kinerja antara 1,81 hingga 2 .60
() tingkat Kinerja cukup - skor pencapaan kinerja antara 2,61 hingga 3 .40
(d) tingkat kinerja baik skor pencapaian kinerja antara 3,41 hingga 4,20

te) tingkat kinerja baik sekali  : skor pencapaian kinerja antara 4,21 hingga 5,00
Untuk itu setelah skor tingkat kinerja BKM diketahui maka dapat dilihat

bahwa BKM kelurzhan mana yang sudah menunjukkan tingkat kelayakan. Apabila

tingkat kelayakan sudah menyatakan baik maka BKM tersebut sudah berhasil dalam

mewwjudkan pemberdayaan di lembagaanya (Pramono, 2001:10),
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BAB Il
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITLAN

Dalam bab [ ini akan membenkan kerelasan dan urmian tentang gambaran
daerah penelitian yaitu Kecamatan Gadingreio, Kotamadya Daerah Tingkat 11
Pasuruan. Data-data diperoleh dan hasil observasi dan catatan lain dan kantor
Kecamatan Gadingrejo baik yang berupa monograli, profil desa atau kelurahan

maupun buku BPS (Biro Pusat Statistik) Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,

2.1 Keadaan Geografis dan Letak Wilayah

Kecamatan Gadingrejo Kotamadya Dacrah Tingkat |l Pasuruan dengan luas
10,46 km’ terletak antara 112" 45- 112”55 Bujur Timur dan 7°35 - 7° 45 Lintang
Selatan, Kecamatan Gadingrejo terbagi dalam 11 desa atau kelurahan, anara lain
Gadingrejo, Tamba’an, Trajeng. Kacanganyar, Karangketug, Gentong, Sebani,
Petahunan, Bukir, Randusari dan Krapvakrejo, Desa Karangketug merupakan daerah
vang paling luas wilavahnyu vaitu 1,88 km’ aau 17.99% dari luas Kecamatan
Gadingrejo dan Desa Randusan dengan luas 0,34 k™ atau 3,21% merupakan dacral
yang terkecil.

Tinggr dart permukaan air laut rata-vata pads masing-masing desa aau
kelurahan 4 m, sedang daerah vang paling rendah dengan ketinggian 2 m di atas
permukaan air laut adalah Kelurahan' Tamba’an, vang mana kelurahan ini berbatasan
langsung dengan laut. Begitu juga dengan Kelurahan Gadingrejo dengan ketinggian 3
m di atas permukaan air laut juga merupakan daerah pantai yang berbatasan dengan
selat Madura di wilayah bagian utara, Disebelah barat wilavah Kecamatan Gadingrejo
membenang Sungar Welang vang  merupakan batas dan wilayah  Kecamatan
Gadingrejo dengan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Sunga Welang ini
Juga merupakan batas wilayah amara Kotsmadys  Pasuruan  dengan  wilavah

Kabupaten Pasuruan

F,I;
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Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Gadingrejo adalah sebagai

berikut
* Schbelah Ltara hecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
e Schelah Timur Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

* OSebelah Selatan  © Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
s Sebelah Barat - Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

kKecamatan Gadingrc_iﬂ letaknya sangat strategis Karena wilavah tersebul
sebugai Jalur bus dari arah barat-timur maupua dari arah timur-barat, vty sehaga
Jalan besar ke Surabaya maupun dari Surabaya ke daerah Timur sepertt ke Kota
Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Probolinggo, Lunigjang, Jember maupun ke dacrah
timur lainnya.

Kecamatan Gadingrejo yang memiliki luas wilayah sekitar 1.046.498 ha.
Dimana scbagian besar wilayah vang ada digunakan untuk laban pertanian, Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini -
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Tabel 3. Penggunaan Tanah Pada Tuaptiap Desa/Kelurahan di  Kecamatan

Gadingrejo

No Desa/ I| _ Pengpunsan Tanah Frekuensi | Prosentase

Kelurahan | | ghan Ladang/ | Perumahan/ | gin-luin (ha) (%)

Sawah | Tegalan ' Pemukiman
1 |Gadingrejo | 67,173 | 21,020 | 32422 | 1239 I32f~lu_l-l_|r R .
2 |Tamba'an - 2469 | 20,851 12465 | 35785 342
. s, e

3 [Trajeng - 4,663 | 96466 12,358 | 113,487 |, 1084
4 |Karanganyar | 18,790 - 32512 4931 | 56233 | 537
5 |Karangketug | 79.790 - 77.670 30,743 | 188203 | 1799 |
6 |Gentong 24,400 - 42325 | 2991 | 69716 6,60 |
7 |Sebani 49,647 . 21,244 8213 | 79104 | 7.56
8 [Petahunan | 62,190 | 2301 | 20107 12621 | 97219 | 929 |
9 |Buki 35,239 - 29297 | 1278 | 65814 | 629 |
10 |Randusari 10,782 | 0.084 18.596 '_-j-m | 33.613 <|‘ 320 |
Il |Krapyakrejo | 128,936 | 4115 36,697 4562 174310 | 1056

Jumlbah 476947 | 340652 | 428187 106,712 | 1046,498 | 100,00

Sumber data - BPS Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Berdasarkan wbel di atas dapat dikewhui bahwa pemanfaatan anah di
wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagian besar berupa lahan sawah vaitu seluas
476,947 hekiar. Untuk arcal perumahan ateu pemukiman juga sangat banyak dan
menyebar yakni seluas 428.187 hektar baik yang dimanfaatkan atau ditempati oleh
penduduk ash maupun pendatang baru yang ingin menctap di wilayah tersebut,
Sedangkan ladang atau tegalan seluas 34,652 hektar dan luas tanah vang ada. Dan
untuk lain-lain seperti sekolah, pasar, wempat ibadah, kuburan gtau makam dan
sebagaimya mempunywi luas 106,712 hektar

Selain ttu terlibat bahwa taneh yang terluas di Kecamatan Gadingrejo adalah
Kelurahan Karanghetug vaiu seluas 188203 hekar atau 17.99%, dimana untuk lahan
sawah seluas 7979 hektar, perumahan atau pemukiman seluas 77,670 hektar.

Sedangkan untuk laim-lain sebayak 30,743 hektar. Untuk kelurahan Krapyakrejo
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menduduki wrutan kedua vaitu seluas 174,31 hektar (16,66%), dimana untuk laban
sawah sebesar 128 936 hektar, perumahan atay pemukiman seluas 36,697 hektar.
untuk ladang atau tepalan seluas 4,115 hekmar, dan untuk lain-lain 4,562 hektar
Sedangkan tanah yang paling sedikit luasnya adalah Kelurahan Randusan vaitu hanva
33,613 hektar (3,21%) yang meliputi lahan perumahan atau pemukiman secluas
18,596 hektar, lahan sawah sebesar 10,782 hekiar, ladang atau tegalun sebanyak
0,084 hektar dan untuk lain-lain 4,151 hekiar.

Karena di Kecamatan Gadingrejo penggunaan tanah yang paling banvak
digunakan adalah untuk lahan sawah, Berarti bahwa yvang kerja di pertanian juga
banyak, sehingga masyarakat akan terserap menjadi tenaga kerja (petani) Dengan
adanya lapangan pekerjaan di bidang pertanian dapat mengurangi pengangguran
Kecamatan Gadingrejo tergolong daerah agrans, dengan kesuburan dan kekavaan
alam dan hasil pertanian dapat menambah sumber pendapatan bag dacrah atau

wilayah tersebut schingga kesejahteraan hidup akan tercapai

2.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan dat monografi Kecamatan Gadingrejo pada tahun 2000 jumiah
penduduk Kecamatan Gadingrejo sebanyak 54155 jiwa dari seluruh desa/kelurahan di
kecamatan tersebut, dengan jumlah kepala keluarga 12077 KK Sedangkan

pembagian jumlah penduduk pada setiap desakelurahan terperinci dalam tbel di
bawah int;
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Tabel 4. Jumlah Penduduk di Seluruh Desa/Kelurahan pada
Kecamatan Gadingrejo

| No. [ Desa/Kelurahan | Jumiah Giwa) T Proseais |
B T N T GR
=5 (Tawte's | aB T tor
N S e T
R | Raregmiyn O T
-8 | Karangketup 5380 | 9 94 |
f Gentong: 3928 ! 1,25
T [Sebami . ] W T
8 [Pewhunan | 3466 R Iy
s TR T '—[ W a6 |
10, Randusari | 2315 ' 4,27
By e R n TN O
T o U —[ Tosass 00 ¥

ﬁmﬁ data _:gmﬁrdﬁ_faéﬁ_ainamn Gadingrejo Tahlﬁ(ﬁﬁ

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumiah penduduk terbesar jalah pada
Kelurahan Karanganyar sebanyak 9528 jiwa atau 17.60%. Urutan kedua dari jumlah
penduduk yang berjumlah banyak pada Kelurahan Gadingrejo yaitu berjumiah 8394
Jiwa (15,50%), Sedangkan urutan ketiga pada Kelurahan Trajeng sebanyak 7528 jiwa
atau 13,90%. Dari ketiga kelurahan berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
dengan memiliki jumlah penduduk terbanvak di Kecamatan Gadingrejo dibanding
kelurahan lainnya, maka P2KP memilih ketiga kelurahan tersebut sebagai sasaran
penenma dana P2KP,

Disamping ity dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak, peluang jumlah
angka kemiskinan atau kondisi rumah langga vang miskin jupa semakin besar
Karena dengan semakin banyak Jumlah penduduk tetapi jika tidak ditmbangi dengan
lapangan pekerjaan maka masyarakat akan semakin sedikit yang memperoleh
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pekerjaan akhimya mercka jatuh miskin Sedangkan desa atau kelurzhan lginnva
dianggap sudah berada pada tingkat sejahtera. Artinva jumlah penduduknva
meskipun sedikit tetapi mayoritas kondisi sosial ekonominva sudah mapan dan
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganva.

Sedangkan dani seluruh jumlah penduduk pada Kecamatan Gadingrejo vang
berjumlah 54155 jiwa terbagi dalam 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam wbel di bawah ini -

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Tap-tap Desa'Kelurahun pada
Kecamatan Gadingrejo

No DessiKelurabin Jems Kelanin Frekuens: Prosentase |
Laki=laki Perempuan {jrwa) 1)
I (Gadingrejo 408S 4309 8304 1§50 |
2_[Tamba'an 1615 1660 3275 0,05
3 |Trgeng " 306 4122 =l 7528 1380 |
4 | Karanganyar 4551 4977 0528 R =bEan -l
5 |Karangketuny 2669 271 | 5380 9,94
6 |Cientong E 1929 1999 Ju24 v - N
7 i{Sebam 1515 1411 2924 §.40
8 |Petalunan 1767 580 4 Jd6h L% LU
5| Bukir 1824 1736 3580 5,6
10 | Randusarn _ I137 1178 2315 427 |
11 Krapyakrejo 1924 1911 1835 ! 7.08
Jumilah 26422 27733 I 54155 100,00

Sumber data : Profil Desa/ Kelurahan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Pada tabel di aras dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut
didominasi oleh perempuan vaity sebanyak 27733 piwa Sedangkan laki-laki
beryumiah 26422 jiwa Ual i berart angha kelahiran dan penduduk vang berjenis
Kelamin perempuan relatif tingy Sedangkan juralah penduduk terbesar diduduki oleh
kelurahan Karanganyar vty berjumlah 9528 pwa wtau 17 60%. Untuk kelurahan
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Gadingrejo menempati urutan kedua sebesar 8394 fwa atau 15,50%. Dan untuk
Kelurahan Trajeng berjumlah 7528 Jwa atau 13.90% Maka dari ity alasan P2KP
memilth ketiga lokasi untuk menerima bantuan sebagar wilayah sasaran, karena
ketiga kelurahan tersebut penduduknya paling banyak dibanding kelurahan lainnya
Yang mana ketiga kelurahan tersebui penduduknya didominasi oleh kaum
perempuan. Selain i kelurahan yang jumlal penduduknya paling sedikit yaity
kelurahan Randusan sebanyak 2315 jiwa atau 4.27%

Sedangkan l-.nnmnhi_\u penduduk  dv - Kecamatan  Gadingrejo  menurut

kelompok umur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ( liat pada tabel 6 )
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Tabel 6
tumiah Pendoduk Menurut Golonsan Umur dr Tiap-Tiap Desa / Kelurahan pada Kecamatan Cadingreio

_.M..._ Desa | irig w Coinm_mn Limur % mEr.__n.u.uﬂ Prozentiss
L Kelurahan  |0-126y .ﬁ.;_ii Stn-aith | Tih-121h _E__x_.é____E_.;_,.___“._E.HE it 23ih| 36th-43th| aoth-5och| $Hb-soib| 6h-T3m) =750 | Giwa) 1)

| (adingrejo | 129 | 344 [4v2| 572 [ 661 | 720 | 976 | 937 | 921 | 923 | &5 | 529 | 130 | 8394 Tasso

I | Tanmba'an ikl [ 54 219 | 225 237 255 455 3 320 325 3337 213 [0 3275 05

3 jThyeng L .__JTm f23 | 4] HOE 433 2142 T2 286 134 293 177 118 7528 | 1390

- ?..hlm.na_n_,u_.__wm_ 174 672 o} 1581 562 M3 Q17 73 971 1193 LR 573 235 9524 | 17.60

3 (Raranghets in 343 233 736 52 304 G20 215 ] H T ti] 143 bt 3380 .94

s Gentone | 82 1 261 | ies | 567 | 239 | 263 | 390 | deo | 31 | sw | s12 | oo | 58 | 3vas | 728 i
7 |Sebani | 226 1275 315 | 78 | 3m | A | sz | a5t | 188 | 102 1 5 ot Vo ok

5 vaum.::__nn_” 73 233 185 ¥l _.. oy fo I 66 749 ¥35 354 313 1i7 Sk i3 3466 .44
[ lBukir 11| 2w [iea| 40 | 231 | 214 | ¢ 82 | 267 | 221 | 131 | 87 | 74 | 3580 | 66l

L x_,_.:_.._;r”E._ i3 F&th LK) ) 337 162 i 203 291 256 27 148 HI5 32 2315 4.27

|\ [Krapvakreio | Sk | 206 | 144 | 484 | 213 | 22 | 203 | o8 447 | 438 | 333 | tie | s3 | 343s | 7.08

fumlah [ 12 TR | 2903 | G188 | 3558 3471 BIRZ HR53 5132 5124 | #i3a | 2239 (048 | 34155 | 10000

Sumber data - Monogral Kecamatan Gadingreyo tahun 2000
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Dari tabel di atas diketahut bahwa penduduk vang paling banyak jumiahnya
vang ada di Kecamatan Gadingrejo adalah berumur amtara 19tahun - 25tahun
sebanyak 8182 orang Berarti mayoritas penduduknya dalam usia awal produktif.
Sedangkan vang berumur 26tahun - 35tahun sejumlah 6853 orang, Pada usia tersebut,
penduduk sudah banyak vang berkeluarga dan sekahigus mereka dituntut supayva
dapat mandin, bekena agar kehidupannya maupun seluruh anggota keluarganya layak
dimana semua kebutuhan hidup terpenuhi.

Untuk jumlah penduduk yuﬁg sedikit jumlahnya yaitu penduduk yang
berumur 0 - 12 bulan vaitu sebanyak 1024 orang. Hal im menandakan bahwa KB saat
ini cukup berhasil. Artinya jumlah kelahiran relatif berkurang. Karena dengan banvak
unak maka kebutuhan pun akan juga bertambah banyak. Padahal lapangan pekerjaan
semakin sempit sehingga sulit untuk memperoleh penghasilan vang  banvak.
Disamping itu penduduk yang berumur 75 tahun ke atas juga sedikit. Dari penjelasan
di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk vang hidup dan tinggal di wilavah
Kecamatan Gadingrejo merupakan vsia kerja. Yang mana tenaga, tubuh mereka

masih kuat dan mampu untuk melakukan suaru pekerjaan yang berat.

2.3 kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan mawa pencahanan dapat digunakan untuk
mengetahui jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk yang berada di Kecamatan
Gadingrejo serta dapat diketabwi jenis pekerjaan yang paling dormnan jumlahnya,
Secara ninci penulis sajikan semug jems pekerjaan yang dimihiki oleh penduduk

dalam tabel di bawah ini { lihat pada tabel 7 ) .

2]
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Tabel 7

Komposist Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Tiap-tiap Desa /

keluwrahan pada Kecamal

an Gadingrejo

P T w4 -|.|||.‘QE Pekerjaan |.|.
Mo Pesal Pegawm Y/ J Frekuensi | Prosenthse
Kelurahan | Swasta | Wiraswasta | Buruh | aggy | Tukang | Petam | Lain-lam (jrwa) (%)
— A8 =B T T RS—
1 [Gadingrejo 1437 761 137G ] 257 108 104 5 128 43875 15,73
2 | Tambu'an 13 1561 247 qu 13 - 134 3 2025 6.54
3 jTrajeng 2139 324 307 221 38 - 9 4 3112 1.4
4 |Karanganvar| 3018 | s90 | 270 | 713 | 110 | 48 7 125 4881 | 15,75
5 |kKarangketug | 1156 445 283 | 766 172 72 3 52 2099 968
& |Gentong 1642 117 265 059 40 95 ¥ 23 3155 10.18
T 1Scham 24 93 [098 | 230 32 05 300 23 1995 6,44
& [Petabunan Rd [ G44) 318 152 27 225 2 13 2761 8.91
9 |Buki 40 1429 1429 143 18 112 - 27 3198 10,32
10 | Randusari 42 197 |28 | 109 | 127 | 17 2 18 790 2,55
| |Krapyakrejo | 38 24 70 | 12 | 700 | 230 4 17 1195 3,86
— P P = I 7 00
| [Jumla [ 9633 | 7631 8 | 450 30986 _ 100

Sumber data

Monografi Kecamatan Gadingrejo tahun 2000
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk yang ada di
Kecamatan Gadingrejo bekerja sebagal pepawai swasta vaitu sebanyak 9633 orang
dari 30986 jumlah penduduk vang bekera. Ini berarti buhwa pekerjaan yang berstatus
negeri sermakin sempit bahkan persaingan bertambah ketat. Alasan mercka banyak
yang memilih bekerja di swasta, karena tidak terpancang oleh waktu dar tidak
memerlukan Tulusan sekolah yang tnggl seperti Perguruan Tinggi atau yang
sederajatnya. Disamping itu bekerja di swasta siupa boleh masuk, asalkan memenuhi
syarat dan jam kerja tidak seketat seperti kerja di negert, pagi-pagi harus sudah
datang dan pulang sesuai dengan jadwal pulang. Sedangkan di swasta, Jam kerja tetap
harus diperhatikan tetapi sifatnya agak bebas. Yang terpenting pekerjaan selesai dan
letap patuh pada setiap peraturan yang ada Selain itu di swasta penerimaan il
tinggr bahkan kalau ada lemburan maka penghasilan akan menmgkat  Dengan
penghasilan yang tinggi maka tingkat kesejahteraan hidup akan tercapai.

Disamping itu juga banvak penduduk yang bekera wiraswasta vaity
berjumlah 7631 orang. Maka dari itu P2KP memilih Kecamatan Gadingrejo sebaga
lokasi sasaran untuk menerima bantuan dana yang sifatnva kredit. Karena sudah lelas
berwiraswasta, pasti membuka usaha. Melihat jumlah penduduk vang bermata
pencahanan tersebut, maka juga akan banyak individu atau kelompok usaha vang
membutuhkan modal untuk usahanya. Dan prioritas vang diutamakan P2KP yang
sifatnya kredit adalah diberikan kepada mereka untuk usaha bukan untuk keperluan
atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan dari 30986 orang vangp bekerja,
jumlah yang paling sedikit adalah mereka vang sudah pensiunan, Biasanya seseorang
dikatakan pensiun, pasti dulunya bekerja sebagai PNS/ABR| maupun pegawal swasta
vailu berjumlah 460 orang Seseorang vang tergolong pensiun belum tentu dirinva
atau kondisinya tidak bisa sepenuhnya bekerja lagi. Tetapt ada sebagian mereka yvang
masih kuat bekerja, karena umurnya sudah mencapai batas ketentuan harus petsim,
Ada juga yang umurnya belum waktunya pensiun, tetapi kondisi tubuhnya sudah
tidak kuat lagi maka ia harus mengajukan pensiun. Pensiun di tingkat PNS/ABRI,

seumur hidup masih mendapat gaji tetapi dipotong berapa persen dari gaji semula
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Sedangkan kalau bekena sebagal pegawar swasta brasanya diberikan pada akhir
mereka akan keluar atau berhenti bekerja

Sedangkan jumlah penduduk yang banyak bekerja adalah pada Kelurahan
Karanganyar vaitu sebanvak 4881 orang (15,75%). Berarti kelurahan ini konsekuen.
Karena jumlah penduduk yang terbanyak juga berada di kelurahan ini. Dan jems
pekerjaan penduduknya terbesar bekera sebagai pegawai swasta vaitu berjumlah
3018 orang. Untuk Kelurahan Gadingrejo vang bekerja sebanvak 4875 orang atau
15,73%. Sama juga jumlah penduduk kebanyahan bekerja sebagai pegawm swasta
yang berjumlah 1437 orang. Sedangkan Kelurahan Trajeng yang bekena sebanyak
3112 orang (10,04%) dan yang terbanyak bekerja di pegawar swasta yaitu 2139
orang. Meskipun Kelurahan Bukir yang bekerja juga banyak yang berjumlah 3198
orang (10,32%). Namun dan data tersebut bahwa kelurahan Trajeng menduduki
urutan kedua penduduk yvang bekerja sebagar pegawail swasta. Maka dan i P2KP
memilih kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng sebagai daerah sasaran
Karena jumlah penduduk mereka banyak, disamping itu mayontas penduduknya
bekerja non negeri atau swasta, sehingga modal banyak dibutubkan oleh mercka
untuk usaha demi menghidupr dinnya maupun keluarganya.

Oleh sebab itu untuk mengetahur kondisi dan kebemdaan sebenarnva dan
penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo, maka disim penulis menvajikan
tentang tingkat Kesejahternan penduduk berdasarkan tap-tiap kepala keluarga vang
ada di wilayah tersebut. Suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera
atau tidak, tergantung pada masing-masing ndividu dalam mengerahkan segala
kemauan dan kemampuan vang dimiliki dalam mencapal tujuan hidup vaitu
terpenuhinya semua kebutuhan Untuk lebib jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut
int { lihat pada tabel 8 )
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Tabel 8
Tingknt Kesejahteraan Penduduk b Tiap-tiap Desa’Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo
) i Tinghal Kesejabteraan Y .
N Desa / Keluarga Keluarpa Keltinrga Keluarpa Keluurya Keluargs Keluarga | Kehurga | Frekvensi | Prosentase
Kelurahuan Pra-seyahiera Pra-sejaliter alosan seqihicrn | sejdhlera T almsan | sepahilera Il §oj _._.___Hnw._ﬂn iT§ejahiera 1§ (jumish KK) ")
D alnzan ehonomi o -chkonoi alasmm ckonomu mon-ckoooon  alasan TN ki plus
e ’ =
b |Gadingreio 32 143 48 nﬂu"n.ﬂ_u___l.- 205 242 K60 7 1953 617
<2 [ Tamba'm 0 7 I5d 138 160 A 103 15 44 f16
@ {Trajeny 37 | 26 43 A4 148 295 3 8 i THR 14 Xl
|.uPL K armuganyar g 4 iz7 d25 280 il> 169 27 1345 104
= [Karanuketug 8 37 33 207 150 164 (40 58 1337 | 1o7
& |Gentong 4 3 i3 122 211 : 541 19 943 7.81
7 |Sebani 3 7 4 127 ¢ 202 277 35 676 360
8| Petabunan B 42 33 106 64 : 494 33 917 7.60
o |Bukir pi 24 1 218 5 20 507 40 560 7.12
0 [Randusan 27 : 50 197 ° 124 : 140 2 368 470
_um Keapvakreio | 7 43 f4u = L 12 732 1] 446 783
_ Jumlah i ihd K] 2243 1461 1250 5tia _ s 12077 J0, 00 i

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo tahun 2000
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Dari tabel di atas dapat diketahut bahwa penduduk Kecamatan Gadingrejo
sudah berada pada kondist yang cukup, Sebab penduduknya sudah termasuk dalam
golongan keluarga sejahtera I11 yaitu berjumlah 5115 kepala keluarga. Beraru tHap-
tiap kepala keluarga pada saat ini mengarah pada kehidupan vang lebih baik Suaty
rumah tangga apabila berada pada polongan tersebut sudah dianggap sebagai
keluarga yang mapan baik lahir maupun batin. Tetapi ada sebagian penduduk yang
ada di wilayah tersebut juga masih berada pada golongan keluarga sejahtera | alasan
non-ekonomi sebanyak 2245 orang. Karena kondisi suatu keluarga tersebut bukan
dipengaruhi atau disebabkan oleh masalah ckonomi. Namun ada faktor lain, misalkan
keadaan di sekitar atau lingkungannya kurang mendukung baik sarana dan prasarana
tidak memadar sehingga menghambat tujuan dan kegiatan mereka maupun sifat
malas vang dimiliki untuk bekena, sehingea mereka tdak mempunyal penghasilan
untuk modal membuka usaha, Akibat kemalasan dalam berusaha ukhirnya kualitas
sumber daya manusianya menjadi rendah,

Untuk Kelurahan Gadingrejo dengan jumlah kepala keluarga yang berjumlah
1953 KK (16,17%) Kondisi anggota masyarakatnva banyak vang tergolong heluarga
sejahtera 111 yaitu sejumlah 869 kepala keluarga. Sedangkan 48 KK termusuk
keluarga sejahtera | alasan ckonomi. Berdasarkan data tersebut bahwa Kelurahan
Gadingrejo termasuk daerah yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Sedangkan untuk
Kelurahan Trajeng dengan kepala keluargn sebanvak 1788 KK (14.80%) vang
termasuk dalam keluarga sejahtera 111 berjumlah 643 KK, dan 488 KK tergolong
keluarga sejahtern 1 alasan non ekonomi. Dan untuk Kelurahan Karanganyar dengan
kepala keluarga sejumlah 1345 KK (11.14%), 315 KK termasuk keluarga sejahtera 1
alasan non-ekonomi. Dan 280 KK tergolong keluarga sejahtera 11 alasan ekonomi

Dengan kenyataan tersebut maka P2KP memilih Kecamatan Gadingrejo
terutama pada Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng dengan jumlah
penduduk yang banyak sebagar wilayah sasarun untuk menyalurkan dana bantuan
agar penduduk berubah keadaan hidupnya Tidak dapat dipungkiri meskipun wilavah

tersebut dinilai sudah tergolong maju, tetapr dalam hidup bermasyarakat it tidak
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lepas pada suatu keanekaragaman dari pola kehidupan angpota masyarakainva vailu
ada yang kaya dan ada yamg miskin, Tetap kedus kondisi tersebut saling
membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mencapa
tujuan hidup.

2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Pekerjaan yang dimiliki oleh setiap peaduduk tergantung juga pada tingkat
pendidikan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan didukung dengan
mempunyal ketrampilan, kemauan tinggi serta kepandaian maka pekerjaan akan
mudah atau datang dengan sendirinya. Disamping itu usaha mereka batk matenal
maupun spiritual juga benar-benar ditujukan pada pekerjaan. Dalam tabel di bawah
imi akan diketahui keadaan dan kondisi tingkat pendidikan penduduk vang ada di
Kecamatan Gadingrejo atau seberapa besar jumlah mereka yvang tamat atau sudah
menyelesatkan pendidikan dijenjang sckoluhnya adalah sebagal berikut ( lhat pada
tabel 9 )
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Tabel 9
Komposisi Penduduk Menurat Tingkat Pendidikan pada [ap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo
e = e e e
Desp / Tingkat Pendidikan Frekuens | Prosentasel
NoY Kelurahan anat SUTA{Tamat AkademikqTamat Universias{ Didak Tamat Tidak Helum | (pwa) | (%)
Sederagar SDiSederapa| Berpendidikon| Sekolah
| [Gadingroo 2046 673 8394 ll_..“.__._.f...P
2 amba'nn [ &0y 5 24 - 1386 285 3275 6,03
3 [Trajene 1574 04 48 173 1068 g82 | 7528 | 1390
4K ar 2484 g9 106 1] 147 By 9528 17,60
5 [Karangketug 109 s 93 T 190 441 | $380 | 9.0
& | Creniong 06 2 T2 58 | 86 343 1928 728
7 (Sebant fial . i 274 754 132 2926 5.40
8 |Petuhinan 602 - 45 672 26 328 1466 &40
97 |Bukir | 146 Ko 1120 ) 54 Pl 4 150 580 6,61
10| Randusari 1126 405 | 406 2 15 2) 2 202 | 215 | 427
11 [Krapvakrejo g52 1120 1325 24 .wn__ 54 |2 154 1835 7.08
Tumlah | 3689 13317 | 2598 409 662 1644 K00 4936 24155 | 100,00

Sumber data © Profil Desa/Kelurahan Pada Kecamatan Gadingrejo tahun 2000
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk vang ada di Kecamatan
Gadingrejo sebagian besar tamatan SD/sederajal vaitu sejumliah 13689 orang. Mereka
menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting. tetapt yang paling diniamakan
adalah kemauan untuk kerja masih ada. Maka dan itu mereka banyak yang terjun di
dunia kerja vang berstatus swasta. Karena tidak memerlukan ijjazah sagana atau
pendidikan yang lebih tnggi Disamping nu juga banyak penduduk  vang
menamatkan ditingkat SLTP/sederajat yaitu sebanyak 13317 orang Sedangkan yang
lulusan akademi/sederajat hanya sedikit jumlahnva sekitar 409 orang. Hal 1n1 sangat
memprihatinkan, Padahal saat ini apabila seseorang tidak melanjutkan scholah,
misalkan karena faktor biaya, maka sebaiknya mereka dupat memihh sekolah
akademi. Sebab sifatnya ikatan dinas, mendapat bea siswa dan pasti lulusannys
dijamin dapat bekerja semua Memang pendidikan di akadem berat, tetapi seimbang
dengan imbalannya vaitu adanva jaminan kerja untuk bekal masa depan.

Kelurahan Karanganyar dengan jumlah penduduk 9528 orang (17.60%),
yang tamatan SD/sederajat paling banyak yaitu 3900 orang, sedangkan yang tamatan
SLTA/sederajat sebanvak 2484 orang Dan untuk Kelurahan Gadingrejo dengan
jumlah penduduk 8394 orang (15,50%), penduduk banyak yang tidak berpendidikan
yaitu sebanyak 3105 orang. Sedangkan yang tamatan SLTA/sederajat berjumlah 2046
orang. Begitu juga untuk Kelurahan Trajeng, penduduk banyak yang tamatan
SLTP/sederajal yaitu berjumlah 1883 orang, untuk yang tamat SD/sederajat sejumlah
1766 orang dan 7528 orang (13.90%) atau seluruh penduduk vang ada di Kecamatan
Trajeng Maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan yang menjadi sasaran P2KP

mayoritas penduduknyva berpendidikan cukup tungg
1.5 Sarana dan Prasarana
2.5.1 Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah)

Untuk lebih memudabkan dalam suatu kegiatan harus ada suatu sarana dan

prasarana vaitu tempat untuk melakukan akuvitas dalam rangha mencapat suatu
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tyuan bersama. Maka dalam hal in1 sarana sekolah merupakan sesuatu vang paling
penting, Karena untuk keberhasilan dan kelarcaran dalam proses kegiatan belajar
mengajar. Apabila dalam memberikan suar maten atau pelajaran jika didukung
dengan sarana dan prasarana yang memadal maka seorang siswa akan cepat dan
mudah menerima pada materi atau pelajarannya, Oleh schab itu untuk menunjang
kegiatan belajar bagi anak didik maka di Kecamatan Gadingrejo menyediakan sarana
atau tempat sckolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SLTA. Secara

terperinci dijelaskan pada tabel di bawah ini

Tabel 10. Jumlah Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah) Di Tiap-tiap
Desa/Kelurahan Pada Kecamatan Gadingrejo

No.| Desa/Kelurahan Prasarana [.)"'“d"djkm‘ Formal Frekuensi i Prosentase
TK | SD | SLTP | SLTA (buah) (%)
| |Gadingrejo 2 7 1 - | 10 14,71
2 |Tmnba'an - ! - [ | 1,47 |
3 ITrajeng Bl 5 N T
4 |Karanganyar 4 I e 35 22.06
5 |Karangketug i L VR i o 10,3
6 |Gentong 2 2 - - 4 5.88 |
7 iSebani 1 2 ] l 5 TidBi
| 8 |Petahunan 1 3 N 4 588
9 |Bukir | 4 - . 5 7.35
10 |Randusari | 2 | - 4 5,58
11 |Krapyakrejo | 3 | o 5 7.35
L Jumlah g 19 | 39 6 4 68 100,00

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah paling banyak vang
mempunyai sarana dan prasarana maupun pemberian fasilitas untuk kegiatan belajar
mengajar adalah SD yaitu sebanyak 39 buah, Berarti mengandung maksud bahwa

jumlah SD yang banyak itu maka saingan urtuk masuk ke sekolah tersebut tidak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

fo

begitu ketat. Karena apabila scorang siswa tdak masuk atau tidak diterima di SD
yang satu bisa mencanri SD vang lainnva. Berbeda dengan jumlah SLTA yang begitu
sedikit yaitu hanya berjumlah 4 buah Hal ni menandakan, untuk memasuki jenjang
yang lebih tinggi seperti SLTA akan semakin sulit. Jadi apabila seseorang ndak
benar-benar pandai, maka ia tidak akan masuk SLTA negert. Sebab jumlahnya sangat
terbatas. Oleh sebab itu siapa saja vang akan masuk ke SLTA tersebut harus disaring,
baik yang memiliki kepandaian maupun prestasi yang pernah diraihnya,

Kelurahan Karanganyar mempunyar prasarana pendidikan formal (sekolah)
yang paling banyak vaitu berjumlah 15 buah (22,06%) vang terdiri dari 6 buah SD_4
buah TK, 3 buah SLTA dan 2 buah SLTP. Di kelurahan ini paling banyak dan
lengkap jumlah sekolahannya dibanding kelurahan lainnya. Untuk  kelurahan
Gadingrejo, jumlah prasarana pendidikan formal sebanyak 10 buah (14,71%) vaitu 7
buah 5D, 2 buah TK dan | buah SLTP, sedangkan prasarana ditingkat SLTA tidak
ada, Maka penduduk vang lulus dari SLTP bisa melanjutkan ke SLTA yang ada pada
Kelurahan Karanganyar maupun Kelurahan Sebani Dan untuk Kelurahan Trajeng
jumlah prasarana pendidikan formal ada 8 buah atay | 1,77% antara lain 5 bush SD
dan 3 buah TK

2.5.2 Prasarana Ibadah

Selain sarana sekolah maka di suaty wilayah juga terdapat sarana untuk
tempat 1badah. Dimana tempat 1badah tersebut sangat penting dan merupakan hal
yang sangat vital serta dibutuhkan bagi mercka yang beragama. Meskipun kita
bermacam-macam agama, namun kita harus letap menjaga agama masing-masing dan
menghonnati agama lain. Sarana ibadah memarng perlu untuk kelangsungan kegiatan
beribadah atau berdo'a dari seorang hamba kepada sang pencipta, Maka dan iy
dengan beranckaragam apama maka  disediaskan sendiri-sendini tempat  ibadah
menurut agama yang dianut. Untuk lebih jelasnya. penulis rinci dalam tabel di bawah
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Tabel 11. Jumlah Prasarana atay Tempat Ibadah Menurut Agama Yang Dianut Oleh
Masing-masing Penduduk Pada Dese/Kelurahan vang ada di Kecamatan

Gadingrejo
I‘.\En. Desa/Kelurahan < Tempat Ihﬂd’f‘h . _JI-‘reLu-:nm Pm:mnm:u:
Masjid| Langawr/Surau | Gereja| Wikaa | (buah) (%)
| |Gadingrejo 2 28 : : 30 | 135
2 |Tamba'an I Ve =N ] 10 450
3 [Trajeng 2 16 i I 20 | sar
4 |Karanganyar 2 25 P LA, 28 1261
5 |Karangketup 3 230 e . 26 Hag |
6 |Gentong 2 « 13 |- oo 15 66 |
7 [Sebani 2 14 : : 16 721
" 8 [Petuhunan | 16 SRy T
9 [Bukir 4 SRR a1 ap 9,01
| 10 |Randusari | 9 N e - 10 4,50 |
L1 [Krapyakrejo 2 28 S 30 ) 381
| Jumlah 22 197 2 I 222 | 100,00 |

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumiah sarana ibadah yang paling
banyak adalah langgar atau suray yaitu berjumlah 197 buah dan masd sebanyak 22
buah dibanding jumlah tempat 1badah lainnya. Dan penjelasan tersebut dapa
disimpulkan dengan banyaknya jumlah ibadan baik langgar atau surau maupun
masjid, menandakan bahwa mayoritas  perduduk vang hidup dan tinggal di
Kecamatan Gadingrejo adalah agama Islam. Meskipun jumlahnya banyak, tetapr kita
semua tetap bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Dan diharapkan dengan
banyaknya tempat ibadah uniuk agama Islam maka pemeluk agama tersebut harus
konsckuen vaitu lebih meningkatkan ibadahnya

Kelurahan Gadingrejo dan Krapyakrejo vang mempunyai jumlah prasarana
Mau tempat tbadah terbanyak yaitu berjumlah 30 buah ( 13.31%), masimg-masing 28

buah langgar atau suray dan 2 buah masjid. Dengan banyaknya tempat 1badah
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khususnya untuk umat Islam, diharapkan terutama unfuk masyarakat yang ada
disekitamya mempunyai kesadaran dan tergugah hatnya untuk menjalankan
ibadahnva secara baik. Sedangkan untuk Kelurahan Karanganyar ada 28 buah
(12,61%) prasarana atau tempat ibadah yang terdiri 25 buah langgar atau surau, 2
buah masjid dan | buah gereja. Berarti untuk agama Kristen yang tngegal di
Kelurahan lain dapat menjalankan ibadahnya di Kelurahan Karanganyar maupun
Kelurahan Trajeng. Sedangkan vang puling sedikit jumlah prasarana atau tempat
ibadah adalah pada Kelurahan Tamba'an dan Kelurahan Randusan yaitu hanya 10

buah (4,50%), masing-masing 9 buah untuk langgar atau surau dan | buah masjid.

2.5.3 Prasarana Kesehatan

Prasarana keschatan juga merupakan hal yang paling penting. Untuk
mengetahui tingkat kesehatan penduduk dan sebagai tempat untuk memeriksakan diri
apabila ada tanda-tanda pada tubuh sescorung yang kurang sehat supaya tidak
terlambat sampai menjadi penvakit. Oleh sebab itu dengan adanya sarana dan
prasarana keschatan yang ada di Kecamatan Gadingrejo maka penduduk akan dekat
apabila sewaktu-waktu dirinyn jatuh sakit. Untuk lebih jelasnya dapat dilthat pada
tabel di bawih i ( hhat pada tabel 12 )
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Tabel 12

Jumlah Prasarana Kesehatan Pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gadingrejo

Desa Prasarana Kesehatan Frekuensi | Prosentase
e} AN g m.:r: Puskesmas g Poliklimk | Posyandu | Apotik Ciamd N (%)
- = Bersalin Pembantu N Praktek { AT u__
1 |Gadingrejo I ! 10 - 1 15 15,31
2 | Tamba'an - - | . - - - | 1,02
3 [Trajeng - I - I 12 - ! 15 1531
|1 |Karanganyar - | | - 8 | 5 16 16,34
5 |Karmeketuy - | - - 3 - | 10 10.20
6 (Crentong - [ - - 4 - 2 7 7.14
T |Sebam - - . - 6 - - 6 6.12
8 |Petahunan - - | - 5 - - 6 6,12
9 |Bukir - - | - 8 - | 10 10,20
11} |Randusari - - | - 3 - » 5 5.10
|l |Krapvakrejo 7 7,14
fumiah

Sumber data - Monografi Kecamatan Gadingrejo tahun 2000
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Dan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Posyandu yang paling
banyak yaitu berjumlah 72 buah. Artinva jika dikaitkan dengan jumlah kelahiran bayi
pada Kecamatan Gadingrejo saal ini berkurang atau menjadi  sedikit, maka
menandakan bahwa kegiatan vang dilakukan yaitu berupa penyuluhan c':b kg
setempal maupun PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari BKKBN)
tentang KB telah berhasil. Di Posyandu para balita maupun ibu hamil diberikan
makanan yang bergizi supaya pertuiribuhan dan perkembangan bayi terus meningkat,
Bepitu juga pada ibu hamil agar tubuh si ibu kual dan bayi yang ada dalam
kandungannya akan lahir dengan sehat. Disamping itu di wilayah tersebut selain ada
Posyandu, juga ada dokter prakiek sebanvak 11 orang sehingga masvarakat vang
sakit dapat datang ke dokter tersebut sesua dengan jam prakicknya.

Misalkan pada malam hari, Puskesmas vang hanya berjumlah 4 buah tutup
maka orang yang sakit tersebut bisa langsung konsultasi tentang penyakitnya ke
dokter. Maka dari itu rasa sakit tersebut bisa segera diobati. Jadi tidak menunggu
besok paginya sampai puskesmas buka, Boleh jadi dokter praktek tersebut merupakan
dokter yang biasanya kerja di puskesmas. Apabila di puskesmas tutup atau hari libur
maka dokter tersebut membuka praktek untuk membantu masyarakat yang liba-tiba
Jatuh sakit dan berusaha segera diberi resep berupa obat agar cepat sembuh.

D1 Kelurahan Karanganyar mempunyai prasarana “eschatan lerbanyak yaitu
berjumlah 16 buah (16,34%) yang meliputt 8 buah posyandu, dokter prakiek
sebanyak 5 orang. sedangkan untuk puskesmas, puskesmas pembantu dan apotik
masing-masing | buah, Untuk Kelurahan Gadingrejo, jumlah prasarana keschatan
sebanyak 15 buah (15,31%) yang terdiri dari 10 buah posyandu, 2 buah puskesmas
pembantu, rumah sakit bersalin dan poliklinik masing-masing | buah, untuk dokter
prakiek hanya | orang. Disamping itu untuk Kelurahan Trajeng sama vaitu memiliki
15 buah (15.31%) dari prasarana kesehatan yang ada meliputi 12 buah posvandu,
puskesmas dan poliklinik masing-masing | buah untuk dokter prakiek hanya | orang.
Sedangkan yang paling sedikil jumlah prasarana keschatan terletak di Kelurahan

Tamba’an yaitu hanya 1 buah (1.02%) yang berupa puskesmas pembantu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.6 Lembaga-lembaga Informal

2.6.1 Lembaga Keagamaan

Sebagai umat yang beragama unmuk menyalurkan dan men; ngkatkan
keimanan dan ketakwaan menurut agama masing-masing selam dapat dilakukan pada
tempai-tempat ibadah maka dibutuhkan adanya lembaga keagamaan yang berfungsi
sebagai wadah untuk mengembangkan dan mencruskan perjuangan dari semua
agama. Disamping itu melalui lembaga keagamaan dapat meningkatkan solidaritas
dan menambah rasa kekel udargaan antara sesamg agama maupun antar agama. Pada
lembaga keagamaan tidak memandang jenis kelamin untuk menjadi anggotanya baik
laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua maupun muda semua mendapatkan kesempatan
untuk memanfaatkan dari prasarana atau lembaga keagamaan yang ada, Untuk lebih
jelasnya, penulis sajikan pada tabel di bawah ini ( lihat pada tabel 13 )

15
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label 13
lumlah Lembaga Keagamaan Pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Giadingrejo
_ Lembaga Keagamaan Frekuensi | Prosentase
No.| Desw/Kelurahan [ inein| Manakiban | Dibean| Remag | RU¥un |Maels| Al-tidayah| Asyigan | (1) 8
Kematian| Tahm .
| [Gadinerejo : ] 19 2 23 2] : . 65 | 39.63
2 |{Tamba'an 3 z ) } - - - - [} 6,10
3 |Trajeng - = 2 2 3 13 = - - 23 14.02
4 |Karanganyar 6 ; 12 - = : : g o W S 10,98
s qum:mwﬁﬁmr - 0 | | - - Sl - 2 1,22
6 [(rentong - | - ] - i 3 ] 3.66
7 |Sebani 3 - 4 2 - - - l - 10 a1
& |Petzhunan - - - I - i - - - 4 2.44
& | Bukr - - - l - - - - | .60
Iy |Randusan 8 s - 1 - | - = = 6 876
|| [Krapyakrejo - - 7 2 - - - - - g 5,49
Jumlah 20 8 48 I3 32 38 1 3

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000
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Pada tabel di atas dapat diiihat bahwa di Kecamatan Gadingrejo lembaga
Keagamaan yang paling menonjol adalah diba’an yaity sebanyak 48 buah. Sedangkan
majelis ta’lim berjumlah 38 buah Dar yang paling sedikit jumlahnya adalah tahil
dan Al-hidayah yaitu hanva 1 buah sgja. Lembaga keagamaan vang paling banvak
Jumlahnya berada pada Kelurahan Gadingrejo yang berjumlah 65 buah {39,63%)
yang terdin dari rukun kematian sebanyak 23 buah, majelis ta’'lim 21 buah dan
diba’an 19 buah. Untuk Kelurahan Trajeng schanvak 23 buah (14,02%) mehputi
majelis ta’lim sebanyak 13 buah. rukun kematian 8 buah dan lembaga remas 2 buah
Dan untuk Kelurahan Karanganyar bejumlah 18 buah (10.98%) yang meliputi
diba’an 12 buah dan yasinan 6 buah Sedangkan jumlah lembaga keagamaan yang
paling sedikit jumlahnya adalah Kelurahan Bular yaitu lembaga remas vang hanya
berjumlah 1 buah (0,60 %),

2.6.2 Lembaga Kegotongroyongan
Disamping lembaga yang berfungsi untuk peningkatan agama, ada juga
lembaga yang sifatnya gotong royong dalam rangka membuat fasiltas maupun sarana
umum yang belum ada menjadi ada, dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA)
maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk diberdayakan dan memperbaiki
yang rusak menjadi lebih baik Suatu pekenaan apabila dilakukan secara gotong
royong akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan gotong royong tidak ada
unsur pamrih, semuanya bekera semua Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada

tabel di bawah ni ( lihat pada tabel 14 ¥

ff
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Tabel 14, Kondisi Lembaga Kegotong-rovongan pada Masing -masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

I No. | Desa / Gotong-rovony delam | Gotong-rosong dali m Crotong-raving dalam Gotong-royong dalam |
T Kelurshan | membual rumah |  mengolah janah * menthangun lasililas wmum perbatkan Delitas umum
Ada/tidak | Aktiftidak | Adatidak | Akeiltidak | Adatidak Aktifftidak | Akiifindak | Akubudek |
i [Gadingreio ada aktif lidak tidak ada aktif nda aktir
2 [Tamba'an "~ ada aktif tidak tidak ada akuif ada aktif
T [Trajeng tidak ndak tidak tidak ada tidak ada tidak
4 |Karanganyar ada wktif ada akuf ada aktil ada aktif
s [Karangketug ada aktif tidak tidak ada aktif ada aktif |
o |Gentong | eda aktif odak nidak ada akiif “ada | skif -
7 |Sebam ncn aktif tidak thdak ada aktif ada | aknf
8 [Petahunan ada aktif tcak tidak addy akiif eda aktif ]
9 [Bukir ada Tidak tidak tickak tidak aknif ada aktif |
10 [Randusari ada aktif tidak tidak ada tidalk ada aknf
11 [Krapyakrejo | ads aktif tidak | ridak ada aktif ada aktif |

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas lembaga
kegotongroyongan yang ada pada Kecamatan Gadingrejo relatif ada dan cukup aktif
Kenyataannnya pada gotong royong dalam membuat rumah, membangun maupun
memperbaiki fasilitas umum. Sedangkan gotong royong dalam mengolah tanah
banyak vang tidak ada. Meskipun lahan pertanian di Kecamatan Gadingrejo paling
luas, Kemungkinan para pemilik sawah maupun petani dalam mengolah tanah
diupahkan atau dipekerjakan pada orang lain ataupun buruh. Kelurahan yang akuf
keglatan gotong royongnya adalah Kelurahan Karanganvar baik gotong 1ovong dalam
membuat rumah, mengolah tanah, membangun maupun perbaikan fasilitas umum
dibanding kelurahan lainnya.
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BAB I
GAMBARAN UMUM TENTANG
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

3.1 Latar Belakang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) memadukan
beberapa strategi yang pernah’ diterapkan pada program-program penanggulangan
kemiskinan terdahulu, khususnya yang diselenggarakan di kawasan perkotaan, seperti
KIP (Kampung Improvement Programme), VIP ( Village Impravement Project), KIP
MHT {(Muhammad Husni Thamrin) 1Il DKI dengan konsep Tribina, Peremajaan
Kampung Kumuh dengan pendekatan CBD (Community-Based Developmenr), dan
P2BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok). Termasuk pula disini
adalah pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan program IDT (Inpres Desa
Tertinggal), PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) dan P3DT {Pembangunan
Prasarana Pendukung Desa Tertinggal),

3.1.1 Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
Adapun tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui -
|. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan
pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan

yang secara langsung maupun tidak langsung.

L)

. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama
berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang
bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok,

4. Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat

kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakal dalam

melaksanakan program pembangunan.

&0
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3. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana

dan sarana dasar lingkungan,

3.1.2 Strategi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2ZKP)

Sebapai dasar Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
adalah penguatan pemberdayaan kelembagaan komunitas sebagai basis pengentasan
masyarakat dari kemiskinan. Dengan starategi dasar ini, sesudah program berakhir
masyarakat diharapkan mampu melakukan :

1. Mendefinisikan secara tepat kebutuhan dasar mercka,

2. Merumuskan secara tepat masalah pokok yang mereka hadapi.

3. Menemukan cara yang tepat, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan
mereka

4. Menemukan cara yang tepat, efektif dan efisien untuk memecahkan masalah
pokok yang mereka hadapi.

Pada tahap awal, instrumen utama P2KP dalam menjalankan strategi
dasarnya adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat miskin melalui
kelembagaan komunitas yang memang benar-benar dapat dipercaya, pembentukan
sepenuhnya melibatkan masyarakat, diawasi dan dikontrol langsung oleh masyarakat.
Bantuan dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir (untuk pengembangan
modal kerja usaha produktif) dan hibah (untuk pembangunan prasarana dan sarana
serta pelatihan).

Secara lebih terinci, P2ZKP dilaksanakan melalui strategi-strategi sebaga
berikut :

I. Penyelenggaraan konsep Tribina, vaitu : Bina Sosial, Bina Ekonomi dan Bina
Lingkungan,

2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana  dasar
lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif

3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru,
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4. Pemngkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mercka dapat ditumbuhkan
dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada KSM.

3.1.3 Struktur Organisasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan

(P2KP)

Untuk membantu proses penyaluran dana P2KP agar langsung diterima oleh
mereka yang berhak menerima yaitu KSM, maka dana yang berasal dari pusat supaya
menetes ke bawah (bottom-up) dilewatkan melalui personal-personal maupun badan-
badan yang bersangkutan. Dimana yang pada intinya merupakan satu kesatuan dari
sistem dalam P2KP itu sendiri. Dengan adanya personil maupun badan yang
terkoordinasi maka diharapkan bantuan vang berasal dari P2KP benar-benar dapat
mengentaskan kemiskinan terutama di wilayah perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam bagan struktur organisasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN P2KP

Menteri K_eua.ngan Project Konsultan
Menteri PPW _ Tim Koordinasi Pusat/ Manajemen Manajemen
Menteri Dalam Negen ""°| Sekretariat P2KP Pusat | Unit Pusat
Kepala Bappenas Dan Perimpin (KMP)
Gubernur Konsultan
Kepala Dati | — Manajemen
Wilavah
I ________________________ (KMW)
| 1
| i
Walikota/Bupati ! | Tim Koordinasi i.._| Forum Konsultasi !
KepalaDati il [~ - Dati 11 di Dati I E
[ | ; ' :
| * e N Ty .'
Camat dan : Penanggungjaweb i
aparatnys i Upe rm'oma? Kegiatan :
1I (PJOK) !
1 r'-“—---""-——-""j """""""""" J
Litrhidan W Fasilitator
ApAIRInYR- [ NS 1

‘ Kelurahan

Kader Masyarakat ‘I

Badan Keswadayaan | Unit Pengelola
Masyarakat (BKM) | Keuangan (UPK)

i
|
|
i

Frr s s e e s ==y

Kelompok Swadaya i Unit Pengelola :
Masyarakat (KSM) | Keuangan (UPK) | [

-----------------
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Keterangan

: Ganis Hubungan Komando/Struktural

———: Garis Hubungan Koordinasi, Pelaksanaan, Pembinaan Pendampingan.

: Garts Hubungan Kotraktual
: Garis Hubungan Kerja Administras
i ¢ Unsur vang dianjurkan untuk ada atau dibentuk

UPK adalah Bagian dari BKM, sedangkan TPK  adalah Bagian dari KSM

Penjelasan dari bapan di atas :
Dalam pelaksanaan P2ZKP, maka dibentuk tim koordinasi yang dibagi dalam

beberapa tingkatan vaitu sebagai berikut :

1.

Di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi P2KP Pusat yang terdin atas unsur-
unsur . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen
Keuangan (Depkeu), Dgpartemen Dalam Negen (Depdagn), Departemen
Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan departemen lainnya vang terkait,
Untuk keperluan operasional dan administrasi, Tim Koordinasi P2ZKP Pusat
membawahkan Sekretariat P2KP Pusat yvang terdini atas unsur-unsur departemen
terkait.

Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU), yang
dibentuk di  Instansi  Pelaksana, yaitu  Departemen  Permukiman  dan
Pengembangan Wilayah, Untuk admimstrasi proyek, PMU  dibantu  oleh
Pemimpin Proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan P2KP pada
tingkat Pusat, dipilih lembaga konsultan melalui suatu lelang terbuka, yang
disebut sebagar Konsultan Manajemen Pusal (KMP),

Pada tingkat Wilayah. ditempatkan KMW yang masing-masing menangani satu
SWK (Satuan Wilayah Kerja). KMW pun direkrut melalui proses lelang terbuka.
KMP dan KMW terkait secara kontraktual dengan Pemimpin Proyek.

Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
yang merupakan kelembagaan masyarakatl ynag beranggotakan tokoh i yaialiat
perwakilan masyarakat, perwakilan KSM dan warga kelurahan. BKM selanjutnva

membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) vang diketuai oleh Bendahara

&4
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BKM. Sangat dianjurkan, Ketua UPK adalak scorang perempuan yang dipilih dari
Organisasi Kerja Efektif (OKE) setempat, seperti kelompok PKK (Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga).

. Penerima bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok
Usaha Bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan atau keluarga miskin.

- Untuk membantu, mendorong dan mengaralkan kegiatan KSM di kelurahan
sasaran, disiapkan sejumlah pendampirg yang disebut sebagai fasilitator
Kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan
pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM,
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Bagan Alur Usulan Dalam PIK\“‘H‘

Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan
(PJOK )

Project Manjemen Linn
dan Permmpin Project

/

fvt{ﬁnsuhan Manajemen Pusat

(KMP)

| Konsultan Manajemen Wilayah
(KMW)

SIS e i i i e

-------------------------------------------------

Fasilitator _,

Badan Kcswadnyﬁan Mﬂsynmkal
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Lembaga Pelaksana Proyek

Keseluruhan tanggung jawab koordinasi dan manajemen provek berada di
Project Management Unit (PMU) di Departemen Permukiman dan Pengembangan
Wilayah. Sekretanat P2KP Pusat benisi staf dari instansi-instansi terkait. PMU akan
mendapat bantuan manajemen dari KMP untuk melaksanakan P2KP pada tingkat
Pusat dan dart KMW yang melaksanakan P2KP pada tingkat SWK.

Konsultan-konsultan  tersebut  diminta  umtuk  mengembangkan  dan
menjalankan suatu sistem informasi berbasis komputer. PMU, melalui Project
Implementation Unit Pembinaan Aparat Daerah di Direktorat Jendral Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri, juga akan menyebarluaskan informasi kepada
Pemda dan memberikan pelatihan pada aparat terkait, Pemda tingkat 11 akan memilih
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), yang akan menangani administrasi
keuangan proyek di setiap wilayah kecamatan,

3.1.4 Komponen Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
Komponen proyek dan subproyek yang didanai oleh P2KP dikelompokkan
menjadi 3 antara lain °
l. Komponen Fisik
Komponen ini meliputi pemeliharaan, perbaikan maupun pembangunan baru
prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat
kelurahan setempat, meliputi ;
d. prasarana dan sarana yang biasanya ditangani dalam proyek KIP, seperti jalan
dan lingkungan
b. ruang terbuka hijau atau taman
¢. prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ckonomi masyarakat
d. komponen-komponen lain vang disepukati bersama kecuali pembangunan
dan pembangunan rumah ibadah
2. Komponen Kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalak sebagai berikut -
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a. Kegatan ckonomi yang dimaksud adalah kegiatan industri rumah tanggs atau
kegiatan usaha skala kecil lainnya vang dilakukan oleh perseorangan atau
keluarga miskin vang menghimpun dini dalam KSM.

b. Urutan prioritas usulan kegiatan KSM ekonomi produkuf adalah

¢ Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan industri rumah tangga atau
kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan alau keluarpa
miskin yang menghimpun diri dalam KSM sccara bersama-sama, dikelola dengan
manajemen tunggal dan resikonya ditanggung seluruh anggota secara bersama-
sama.

* Usaha Sejenis, dengan ciri-ciri adanya satu jenis usaha yang dikelola dan dimiliki
oleh masing-masing anggota KSM, dan resikonya ditanggung oleh masing-masing
anggota KSM.

* Ancka Usaha, dengan ciri-ciri adanya lebih dari satu jenis usaha yang dikelola dan
dimiliki oleh masing-masing anggota KSM, manajemennya dilakukan oleh
masing-masing anggota KSM, dan resikonya ditanggung oleh masing-masing
anggota KSM.

c. Tidak ada batasan terhadap jenis usaha yang dapat memperoleh kredit modal
usaha, kecuali pembebasan lahan, deposito di lembaga keuangan, produksi
atau penjualan obal terlarang, senjaa, barang-barang berbahaya serta
pendanaan administrasi pemerintah

d. KSM yang mengajukan kredit harus berdomisili di kelurahan sasaran dan
memenuhi knteria sebagal KSM miskin.

¢. Penerima bantuan kredit wajib mengembalikan pinjaman modal usaha ini
beserta “bunga”nya (saat ini ditetapkan mimmal 1.5 % per bulan)

[, Pengembalian pinjaman harus dilakukan dalam masa wakw maksimal 18
bulan setelah dana mulai diterima.

g Dana yang dikembalikan merupakan dana bergulir vang menjadi hak KSM

miskin lainnya di kelurahan yang sama
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3. Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat dizdakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan
warga di kelurahan sasaran Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan
manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penciptaan peluang usaha bary
dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan lapangan
kega dan peningkatan pendapatan masyarakat. Termasuk disini adalah magang
(kredit mikro dapat diminta untuk membayar sebagian upah) dan pelatihan untuk
meningkatkan ketrampilan mengelola lembaga (misal : usulan penyelenggaraan
pelatthan tata buku).

3.1.5 Dana Proyck Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Biaya proyek secara keseluruhan diperkirakan sejurnlah US 100 000.000,00
Dana ini diperoleh sebagai pinjaman dari lembaga-lembaga donor, terutama 7he
World Bank kepada Pemerintah Indonesia. Dana di atas dibutuhkan untuk
pelaksanaan proyek sclama tiga twhun angparan, dimulai dari tahun anggaran
199972000,

Pemerintah Indonesia menyalurkan dana ini kepada KSM-KSM di kelurahan
sasaran, dengan syarat dana vang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan usaha harus
bersifat dana bergulir dan dikelola oleh Kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat
kelurahan itu sendin.

3.1.6 Tolok Ukur Kinerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan

(P2KP)

Dalam pelaksanaan P2KP, dikembangkan beberapa tolok ukur kinerja yang
digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara
dini. Tolok ukur kinerja P2KP didasarkan pada aspck-aspek masukan (impur), proses,
Keluaran (outpur) dan dampak
1. Tolok ukur aspek masukan meliputi antara lain -
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¢ jumlah kelurahan yang mendapatkan bantuan
* jumlah fasilitator menurut ukuran layanan terhadap jumlah penduduk penerima
barntuan
2. Tolok ukur aspek keluaran meliputi antara laim
¢ jumlah usulan yang diajukan
* persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai
* pengembalian pinjaman per tahapan
* modal awal (persentase dari kewnjiban)
* bunga (persentase dari kewajiban)
* persentase penyelesaian pekerjaan, dan
« audit, jumlah kelurahan terpilih
3. Tolok ukur aspek dampak, meliputi antara lain :
¢ tingkat kepuasan penerima bantuan
* persentase jJumlah orang yang diteliti, yang mengetahui keberadaan proyek
* persentase jumlah orang yang diteliti, vang merasa puas dengan keberadaan
proyek, dan
 adanya pertumbuban peningkatan jumalk modal yang berputar di kelurahan

Sasaran

3.2 Institusi Pemerintah
Tujuan pelibatan pemerintan dalam pelaksanaan P2KP antara lain, adalah
sebagai berikut :

1. Menyukseskan pelaksanaan P2KP, yang merupakan program pemerintah melalui
pendekatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan
komunitas.

2. Memberikan legitimasi kepada para pelaku antara lain - konsultan, fasilitator
kelurahan, KSM, kelompok sosial lainnya dan warga masyarakat penerima
bantuan.
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3. Menjadi wasit bila timbul persoalan-persoalan yang memerlukan fungsi
“penengah™.

4. Mendorong dan memampukan para pelakuy agar peran dan tugas-tugasnya dapat

dilaksanakan secara efekrif

5. Turut memberikan masukan dan mengendalikan, Khususnya fisik agar terintegrasi

dengan rencana-rencana dan program pembangunan lainnya yang ada di daerah.
Institusi Pemerintah dibagi menjadi 5 bagian, meliputi
3.2.1 Pemerintah Pusat
Secara terperinci, partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan P2KP menurut
tingkatan-tingkatannya, adalah sebagai berikut

I. Unsur pemerintah pusat, vaitu Tim Koordinasi atay Sekretariat P2KP Pusat vang

terdiri atas :

a. Tim Koordinasi Pusat

b. Sekretariat Pusat dengan unsur-unsur - Bappenas, Departemen Dalam Negeri,
Departemen  Permukiman  dan Pengembangan  Wilayah, Departemen
Keuangan serta departemen terkait lain, dan

¢.  Project Management Unit (PMLU) dan Pimpro (Pemimpin Proyek)

Peran Pokok Unsur Pemerintah Pusat adalah menjadi penanggungjawab pelaksanaan

P2KP, dengan tugas utama sebagai benkut |

. Memberikan legitimasi kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung
Jawab yang digariskan dalam P2KP.

b. Melakukan pemasyarakatan program kepada pemenntah  daecrah  menurut
tingkatan-tingkatannya, agar pelaksanaan kegiatan konsultan dan fasilitator di
dacrah sudah dapat diketahui maksud dan tujuannnya secara lebih awal

¢. Memberikan penjelasan tentang P2KP kepada uparat Pemda tingkat I dan 11

2 Unsur konsultan pada tingkat pusat yang terdirt atas -

a. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
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3.2.2 Daerah Tingkat [

Unsur yang terdapat pada Daerah Tingkat | dalam pelaksanaan P2KP adalah
sebagai berikut :
I. Unsur Pemda Tingkat I, vaitu Kepala Daerah dan Bappeda Tingkat |,
Peran Pokok Unsur Pemda Tingkat | adalah meimperhatikan dan menjaga kelancaran
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Tugas utama mereka adalah sebagai bertkut ;
8. Memberikan legitimasi kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung
Jawab yang digariskan dalam P2KP di wi layah kerjanya
b. Melakukan pemasyarakatan program kepada Pemda Tingkat 11 di wilayahnya
¢. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada beberapa Dati 1T memerlukan koordinasi
d. Membantu merealisasikan terbentuknya Forum Konsultasi Penanggulangan
Kemiskinan di Wilayah Dati | jika kelak dibutuhkan.
¢. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanzan program dengan penenma laporan
tahunan dan Pemda Tingkat 11,
£ Menyusun daftar kecamatan miskin, menetapkan kriteria penduduk  dan
kecamatan miskin, menetapkan dan menyeleksi kecamatan atau  kelurahan
miskin, dan menyampaikannya kepada Sekretanat P2KP Pusat sebagal masukan
untuk penetapan daerah penerima bantuan P2KP.
B Mengkaji ulang daftar kecamatan dan keiurahan miskin yang disusun oleh
Sekretanat P2KP Pusat.
h. Menyeleksi kecamatan dan kelurahan miskin vang tidak sedang menerima
bantuan PPK, PDM-DKE, atay program sejenisnya.
2. Unsur pelaksana di Daerah T'ingkar |, vang terdiri atay :
A Training providers (penyelenggarn pelatihan), yang melaksanakan pelatihan
bagi sebagian calon fasilitator kelurahan, dan
b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), yang mengelola pelaksanaan P2KP
di beberapa daerah tingkar 11, yang mungkin menempatkan satuan tugas atau
beberapa sub satuan tugas di daerah tingkat 11
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3.2.3 Daerah Tingkat 11
Unsur yang terdapat pada Dati 11 dalam pelaksanaan P2KP adalah sehagai
berikut
l. Unsur Pemda Tingkat 1 : Tim Koordmas: Date 1 (e.q. Kepula Dacrah, Bappedu
lingkat 1] dan dinas-dinas terka).
Peran Pokok Daerah Tingkat [l adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran
pelaksanaan P2ZKP di wilayah kerjanya. Tupas wtama tim ini adalah sebagal berikut
a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran
dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kenanya
b. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang  berduasarkan
pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagal penerima
bantuan P2KP, kemudian menginmkan Korcksi tersebut ke Sekretanat ring

Pusat, dengan tembusan ke Bappeda Tingkat |

[ ]

Melakukan pemasvarakatan program kepada aparat di kecamatan

=

Membantu pelaksanaan P2KP pada wilayah kecamatan, bila diperiukan,

o

Membantu merealisasikan Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan,

I© Melakukan momitoring kegiatan pelaksanaan program dengan menenma laporan

tahunan dari kecamatan.

2. lnsur konsultusi pada daerah ungkat 11, vaite tun dari KMW Mengingat
cakupan wilayah kega KMW cukup luas (mencakup beberapa Dati 11), mercka
dianjurkan untuk menempatkan satuan tugas atau beberapa sub satuan tugas pada
masing-masing sub-SWK

3.2.4 Kecamatan
Unsur yang terdapat pada tingkat kecamatan dalam pelaksanaan P2KP. adalah
sebagal benikut
Lo Unsur pemerintah tingkat kecamaran, vang tevdirs atas -

a.  camat dan aparatnya, dan
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b. PJOK

Peran Pokok Aparat Kecamatan adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP

di wilayah kerjanya, sedangkan tugas utamanva adalah sebagai berikut |

a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran
dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.

b, Melakukan kemasyarakatan program kepada kelurahan-kelurahan di wilayah
kerjanya.

¢. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada wilayah kelurahan memerlukan
koordinasi.

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan
dan atau fasilitator kelurahan.

¢. Membantu memberikan masukan kepada KMW dan fasilitator kelurahan
mengenai penduduk dan kelurahan miskin, baik berdasarkan kriteria yang
disusun sendiri maupun berdasarkan arahan dari Pemda tingkat 11 atau instansi
terkait lainnya.

f. Menyusun daftar lokasi kelurahan dalam kecamatan berdasarkan besarnya jumlah
penduduk miskin dalam kelurahan dan menvampaikannya kepada Pemda tingkat
Il {c.q Ketua Bappeda Tingkat 11).

B3

Unsur konsultun di daerah kecamaran, vauu bagiun KMW

3.2.5 Kelurahan
Pada tingkat kelurahan, setidaknya terdapat dua unsur sebagai berikut -
1. Unsur PemerintuhTingkat Kelurahan (lurah dan aparainya)
Peran Pokok mercka adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah
kerjanya dengan tugas utama sebagai berikut
a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan

tanggung jawab vang digariskan dalam P2K? di wilavah kenanva,
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L

Melakukan kemasyarakatan program kepaga warga masyarakat di kelurahan,
khususnya kepada kelompok-kelompok atau orpanisast sosial dan kemasyarakatan
vang ada.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan
dan atau fasilitator kelurahan serta membantu pelaksanaan peninjauan lapangan
Membantu menyusun kriteria kemiskinan untuk penctapan calon penerima
bantuan P2ZKP, Kriteria ini dapat dibuat berdasarkan ketentuan dari Pemda lingkat
| dan Tingkat Il. berdasarkan pembahasan bersama KMW atau fasilitator
kelurahan atau pembahasan bersama warpa masyarakat di kelurahan

Mengusulkan kepada KMW atau fasilitater kelurahan daftar keluarpa-keluarga
miskin dalam satu kelurahan untuk mendapat bantuan P2KP.

Membantu pembentukan BKM serta kegiatan-kegatannya

Membantu terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan
KMW atau fasilitator kelurahan dalam rangka penyebarluasan dan informasi
PZKP. .

Mendukung dan menghadini  pertemuan-pertemuan  KSM, BKM, KMW dan
fasilitator kelurahan dalam tahap perencanaan, seleksi dan penctapan usulan
program-program kegiatan

Mendukung usulan-usulan kegiatan KSM yang telah disetujui dan ditetapkan oleh
BKM, setelah mendapat penilaian kelayakan tekmis, lingkungan dan keuangan dary
KMW,

3.3 Unsur-unsur Pelaksana IKMW

3.3.1 Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat terdin atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. dengan

penjelasan sebagat berikut
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%
‘Tim Pengarah :
I. Membenikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenar  rencana  dan
kebijaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.
2. Menenma dan mengkaji ulang laporan Tim Pelaksana mengenai perkembangan
dan hasil pelaksanaan P2KP dan memberikan arah penyempurnaan lebih lanjut.
I'im Pelaksana :

Tim Pelaksana terdiri atas Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan
Anggaran, Kelompok Kerja bidang Pembinaan Teknis dan Kelompok Kerja Bidang
Pengembangan Peran Serta Masyarakat:Tiap kelompok kerja mempunyai lugas dan
tanggung jawab sebagai berikut

Kelompok Kerja Bidang Perencanaarni dan Anggaran

I. Melakukan koordinasi dan pemanduan dengan program pembangunan daerah
sektoral.

2. Melakukan koordinasi dalam penetapan alokasi dana dan cara penyaluran
anggaran,

3. Memberikan dukungan administratif bag: kegiatan penyusunan laporan
pelaksanaan yang dilakukan Pemda tingkat 11

4. Menyusun petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri
serta mengadministrasikan laporan keuangan, kemudian mengirimkannya kepada

lembaga donor

n

Menenma laporan keuangan dan melakukan evaluasi laporan. Jika membantu dan

meneruskan laporan akhir pelaksanaan program kepada instansi terkait.

I. Melakukan evaluasi terhadap dafiar usulan kebutuhan kegiatan dari segl teknis
berdasarkan petunjuk tekmis yang telah ditetapkan,

2. Melakukan pembinaan teknis atas perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan
pengelolaan pembangun bagi semua pihak vang terkait.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program,
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Kelompok Kerja Bidang Pengembanpan Peran Serta Masyarakat

I. Memngkatkan pembinaan aparat dan organisasi masyarakai schagal upava
pemulihan kemampuan lembaga dan pengembangan peran sertanya di dalam
penanganan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

2. Melakukan koordinas: aparat dan organisasi di tingkat pusat dan daerah serta ikut
mendukung pengembangan kemampuan dan peran serma masyarakal vang
dilaksanakan oleh tenaga pendamping masvarakat dan tenaga konsultan

3. Melakukan pembinaan terhadap upaya pemberdayaan masvarakal serta pemulihan
dan peningkatan kemampuan lembaga-lembaga di tingkat masyarakat

4. Mengkaji ulang laporan evaluasi kinerja pelaksanaan P2KP dan pemantauan
kegiatan dukungan aparat Pemda tingkat 1l, aparat kecamatan dan aparat
kelurahan di lapangan

3.3.2 Sekretariat P2KP Pusat
Sekretanat P2ZKP Pusat dan PMU (Project Managemen /i) sehan-han
bertugas membantu kegiatan Tim Koordinasi Pusat, dengan tugas-tugas sebagai
berikut

I Melakukan koordinasi mulai dari masa persiapan, pelaksanaan sampai dengan

pelaporan pelaksanaan P2KP

2. Memberikan dukungan pada kegistan pemantauan dan evaluasi terhadap kinena
pelaksanaan dan pengelolaan P2KP, Khususnya yang mengeunakun bantuan luar

negen (BLN)

3. Membenkan dukungan administratif dalarm kegiatan koordinasi antar denartemen
alau antar instanst dan Pemda terkait dalam rangka membantu kelancaran
program

4. Membantu Tim Pelaksana menyusun alokasi kebutuhan dana setiap kelurahan
vang dikelompokkan untuk setiap Dati | dan Dati 1| berdasarkan data kebutuhan
yang dikinmkan oleh PIOK dan KMW
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5. Membantu Tin Pelaksana melaporkan alokasi kebutuhan dana yang disusun
dalam format Surat Permintaan Pembayaran (SPP} ke Direktorat Jendral Tata
Usaha Anggaran (Dit-TUA) dan kemudian diteruskan ke Bank Indonesia dalam
format Surat Permtah Membayar (SPM),

6. Membantu Tim Pelaksana menyusun petunjuk Penatausahaan Pinjaman dan
Penyaluran Bantuan Luar'Negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan
kepada lembaga donor dari instansi terkait

7. Membantu Tim Pelaksana dalam memantau penetapan lokasi kelurahan terpihib
untuk tahap selanjutnya, sesuai usulan lokasi dari Pemda Tingkat | dan 11,

8. Membantu Tim Pelaksana dalam mekalukan koordinasi, sinkronisasi dan sinertgi
dengan program pembangunan daerah dan sektoral dalam upaya menunjang
P2KP.

9. Memasyarakatkan informasi mengenai P2KP kepada aparat Pemda Tmgkat | dan

IL

3.3.3 Project Management Unit dan Pemiinpin Proyek Pusat
Kepala Project Management Unit (PMU)  adalah penanggungjawab
operasional P2ZKP. Sedangkan Pimpinan Proyek (Pimpro) Pusat, selaku salah satu
unit di dalam organisasi PML, bertanggung jawab dalam admimstrasi provek,
khususnya kontrak kera dengan KMP, KMW, KME dan penganggaran P2KP.
Tugas-tugas Kepala Project Management Unit (PML) dan Pimpinan Proyek (Pimpro)
adalah sebagai berikut
|. Bersama Sckretariat P2ZKP Pusat, memfasilitasi pembentukan Forum Konsultasi
Penanggulangan Kemiskinan antara aparat pemeniniah dengan tokoh masyarakat.
L.SM, Perguruan Tinggi, individu atau kelompok lain.
2. Bersama Pimpro Pusat, melakukan supervisi kegialan pelayan yang dilakukan
aleh KMP, KMW dan KME.
3. Bersama Pimpro Pusat, melakukan kaji ulang terhadap urusan mobilisasi KMP,
KMW dan KME.
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Bersama Sekretariat P2KP Pusat, menyusun alokasi kebutuhan dana setiap
kelurahan yang dikelompokkan menurut Dati 1l dan Dati | berdasarkan data
kebutuhan yang dikirimkan oleh PJOK dan KMW,

Bersama Sekretariat P2KP Pusat, melaporkan alokast kebutuhan dana dalam
format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Dit-TUA vang kemudian akan
diteruskan ke Bank Indonesia dalam format Surat Perintah Membayar (51
Melakukan kaji ulang dan persetujuan terhadap penagihan oleh KMP, KMW,
KME dan meneruskan permohonan pembayaran ke KPKN dan Dit TUA
Memonitor pelaksanaan pembayaran oleh KPKN kepada para konsultan

Bersama Sekretariat Pusat, membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan P2KP serta
berkala kepada Tim Koordinasi Pusat dan lembaga donor

Bersama Sekretariat P2KP Pusat, membuat laporan konsolidasi keuangan dan
mengirimkannya ke lembaga donor dan instansi terkait

Membantu Sekretanat P2KP Pusat dalam memantay penetapan lokas) kelurahan

terpilih untuk tahap selanjutnya, sesuai usulan lokasi dari Pemda Tingkat 11

3.3.4 Tim Koordinasi Daerah Tingkat 11

Tim koordinasi daerah tingkat 11 adalah tim yang dibentuk oleh kepala deerah

tingkat [I. Tugas tim ini adalah sebagai berikut

1

Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kinerja P2KP dan program-program sejenis pada wilayah kerjanya

Memberikan dukungan administrasi dalarn kegiatan koordinas) dalam rangka
membantu kelancaran pelaksanaan P2KP.

Memberikan dukungan kepada KMP, KMW, KME, fasilitator kelurahan. BKM,
K5M dan pelaksana-pelaksana lainnya dalam implementasi P2KP

Membantu penyusunan kntena kemiskinan untuk penetapan calon kelurahan
sasaran dan mengusulkan kelurahan vang sebaiknya diprioritaskan. Termasuk
disini adalah bersama-sama KMW, menilai kesesuaian antara kelurahan yang

7
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dijadikan sasaran P2KP dengan knterin yang berlaku dan memutuskan
penggantian kelurahan sasaran jika perlu.
5. Melakukan monitoring pelaksanaan P2KP. meminta laporan tahunan dan

kecamatan dan meneruskan hasilnya pada instansi-instansi yang berkepentingan,

3.3.5 Penanggunglawab Operasional (PJOK)

Penanggung  Jawab Operasional (PJOK) adalah penanggungjawab
administratif proyek yang diangkat dan aparat Pemda F'ingkat I dan ditempatkan di
kecamatan, dengan tugas sebagai berikut -

I, Mendukung proses pu:rt::rhuan i forum kelurahan yang melibatkan BKM, KSM,
aparat kecamatan atau kelurahan dan RT/RW.

2. Memantau proses penentuan lokasi kelurahan priontas, sesuai dengan petunjuk
penentuan lokasi target P2KP yang dilakukan oleh aparat kelurahan, kecamatan
dan aparal Pemda Tingkat 11,

3. Memantau KMW dan fasilitator kelurahan dalam proses pengembangan lembaga-
lembaga masyarakat di tingkat paling baweh.

4 Membantu BKM dalam proses pembukaan rekening di bank yang dipilih oleh
BKM, untuk penyaluran dana keperluan P2KP

5. Mengelola dana admimstrasi proyek PIOK

6. Bersama BKM menandatangani SPPB (Surat Pernanpian Penyaluran Bantuan)
untuk pencairan dana,

7. Membuat laporan herkala kepada bupat atau walikota dan camat

3.4 Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Konsultan Manajemen Pusat (KMP) adalah suatu tim yang terdin atas ahli-
ahlt yang mempunyai kemampuan untuk membantu fungsi PMU dalam mengelola
proyek di tingkat pusat. KMP berkedudukan di Sekretariat P2KP Pusat di Jakarta
Untuk menjadikan KMP, sebuah lembaga konsultan harus melalus langkah-langkah
berikut
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I. Mengajukan pernyataan minat menjadi KMP kepada Sekretanat P2KP Pusat,
2. Mengikuti prakualifikasi.

3. Termasuk dalam daflar pendek.

Mendapat undangan mengikuti pelelangan.

Mengajukan usulan.

Lolos dalam evaluasi penentuan pemenang,

Disetujui oleh Panitia Pelelangan.

- TS

Mendapatkan NOL (nol objection letter — surat tidak berkeberatan) dan lembaga

donor.

3.4.1 Tugas, Fungsi, Peran dan Lingkup Kerja Konsultan Manajemen Pusat
(KMP), meliputi :
1. Membantu PMU dan Sckretanat P2KP dalam aspek teknis dan menagerial agar
implementasi proyek berjalan lancar dan mencapai tujuan serta sasarannya.
2. Memfasilitasi KMW, mengkoordinasikan kcgiatan berbagai KMW, dan melatih
KMW tentang prinsip-prinsip, teknik-teknik dan aspek-aspek pengelolaan tekms
proyek.

fad

Menyiapkan manajemen serta informasi yang berbasis komputer dan bersifat

responsif untuk mendeteksi permasalahan yang muncul di lapangan serta

sckaligus mengupayakan solusinya.

4 Memfasilitasi pelayanan konsultasi di tinglat pusat serta menjamin agar setiap
masukan dapat dintegrasikan ke dalam kegiatan proyek.

Secara umum, bantuan yang dibarapkan dan KMP meliputi  bantuan
perencanaan monitoring dan pelaporan. Secara khsus, tugas KMP adalah membantu
PMU dan Sekretariat P2KP Pusat dalam hal ;

1. Perencanaan

a. Mengembangkan sistem monitoning pelaksanaan proyek, bekerjasama dengan
program-program penanggulangan kemiskinan lain yang sedang berjalan
(PPK, PDM-DKE dan lain-lain).
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b. Membantu Sekretariat P2KP Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan

P2KP.
2. Monitoring

a. Mendukung kegiatan monitoring yang dipercavakan kepada KMW a1 witayah
kerjanya masing-masing

b. Memfasilitasi dan memantau kegiatan KMW.

¢. Mendorong KMW untuk mengembangkan forum konsultasi di masing-
masing Dat || sasaran_.

3. Pelaporan

a. Mengelola informasi dan melaporkannya ke PMU dan Sckretariat P2KP
Pusat.

b. Mengevaluasi pencapaian sasaran-sasaran utama proyek, bak dan seg
kelembagaan, keuangan maupun fisik melalui observasi lapangan yang
dilakukan secara berkala selama pelaksanaan provek

€. Mengembangkan sistem penghargaan maupun sanksi dalam pelaksanaan
kerja dan pengawasan kinerja KMW di wilayah kerjanya masing-masing

d. Turut serta mengembangkan sistem dan prosedur penyelesaian konflik vang
mungkin teradi dalam pelaksanaan provek

¢. Jika diperlukan, KMP dapat meminta masukan dan konsultan atau sumber-
sumber lain guna mendukung kegiatan KMP, misalnya dalam penyiapan
bahan-bahan pelatihan dan studi-studi lain yvang diperlukan. Selain 1ty KMP
Juga dapat meminta masukan dan melakukan koordinasi dengan program
sektor lainnya.

3.4.2 Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Pusat (KMP) antara lain :
I Setelah ada pelaksanaan proyck di tiap SWK oleh KMW-KMW, KMP dapat
segera melaksanakan fungsinys.
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2. Melalui sistem nformasi yang telah dikembangkan, secara periodik KMP
melakukan pengumpulan data dan menernima laporan perkembangan provek dan

KMW di iap SWK sesual dengan format laporan yang ditentukan.

Lard

Laporan yang berisi permasalahan akan menjadi bahan yang diutamakan untuk
segera ditangani melalut layanan tenaga ahli yang tersedia di KMP.
4, Laporan rutin akan dikonsolidasikan menjadi dokumen laporan ke Sekretariat

P2KP Pusat, baik laporan keuangan (penyerapan dana bantuan ke masyarakat).

L

Menerima masukan dan KME sebagal bahan untuk meningkatkan kinenja provek.

6. Atas dasar informas: di atas, KMP menyusun rencana penanganan masaluh dan

memantau perkembangan penanganan masalah tersebut dengan cara

a. menangani masalah secara langsung di lapangan

b. menyusun program penanganan masalah sebagai jawaban atas kebutuhan
layanan KMP.

3.5 Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

3.5.1 Tugas, Peran dan Lingkup Kerja Wilayah
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) adalah konsultan di Dati [l yang
melayam rata-rata 150 kelurahan, dengan jangka waktu kontrak selama dua tabun.
Pada SWK yang luas, KMW dapat membeniuk beberapa subtim KMW uniuk
mencapal daya kerja vang baik. Alamat kantor subtim disebarluaskan dan rumah ke
rumah pada kelurahan sasaran vang dibinanya. Untuk dapat menjadi KMW,
konsultan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut

. Mengajukan pemyataan minat menjadi KMW kepada Sekretanat P2KP Pusat.
2. Mengikuti prakualifikasi,

fad

Termasuk dalam daftar pendek (short list).

4. Mendapatl undangan mengikuti pelelangan.

L

Mengajukan usulan.

6. Lolos dalam evaluasi penentuan pemenang,
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7. Disetujui oleh Pamitia Pelefangan.,
8. Mendapatkan NOL (nol abjection letter — surat tidak berkeberatan) dari lembaga
donor.

Tim KMW terdiri atas berbagai ahli dari bidang-bidang yang relevan, yaitu
manajer proyek, ahli pengembangan usaha kecil, ahli pengorganisasian masyarakat,
ahli manajemen informasi, manajer pelatihan dan ahli-ahli lainnya yang dianpgap
perlu. Penggabungan berbagai ahli ini dilakukan agar KMW Mampu  menangan
berbagai aspek yang terkait dengan masalah pendampingan KSM.

KMW menugaskan para fasilitator untuk langsung terjun ke setiap kelurahan
binaannya. Meskipun dalam hal ini fasilitator kelurahan merupakan perwujudan
KMW pada tingkat kelurahan, namun KMW bertanggung jawab untuk secara acak,
memeriksa pelaksanaan pekerjuan KSM di bawah binaannya.

KMW juga menangani sistem informasi manajemen proyek dan menyusun
pelaporan di wilayah kerjanya KMW dapat diaudit. Karena ity KMW harus
mendokumentasikan catatan tentang kegiatan-kegiatannya. Catatan-catatan semacam

ini harus disimpan setidaknya selama tiga tahun

3.5.2 Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) antara lain -

I Menyusun program kerja sesuai dengan kerangka acuan yang ditentukan oleh
Sekretariat P2ZKP Pusat,

2. Menyusun strategi pelaksanaan P2KP di Satuan Wilayah Kerjanya.

3. Melaksanakan pengadaan kader masyarakat, termasuk pelatithannya

4. Menycebarluaskan informasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat
mengenal P2KP,

3 Bekerjasama dengan aparat, baik di Dau 1, Dati 11, kecamatan maupun kelurahan
dalam pengelolaan P2K P

6. Bersama pengurus RT/RW dan fasilitator kelurahan menytapkan dan mendorong

masyarakat dalam mengembangkan KSM dan BKM

2
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Bersama Pemda Tingkat 11, mengupayakan pembentukan Forum Konsultasi
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di vap Dan 11

Menmlal kelayakan usulan KSM dan scpi tekms, keuangan dan lingkungan
sebelum dibahas di forum BKM serta memberikan saran teknis dan non teknis
apabila sudah layak.

Memonitor dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fasilitator kelurahan

di lapangan

. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PZKP di Satuan Wilayah Kenanya.

. Menyusun laporan bulanan, tiwulan dan tahunan termasuk laporan pertengahan

dan laporan akhir proyek.

. Menyusun laporan pencairan dana i masyarakat sesual penggunaannya dan

disampaikan kepada Bappeda tingkat 11 dan Sekretariat P2KP Pusat dengan
tembusan ke Pemda tingkat | dan instansi terkait.

. Mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam

pelaksanaan proyek baik di masyarakat maupun BKM.

. Bersama-sama Pemda, meningkatkan kepercavaan dan semangat masvarakat

untuk berlomba menyukseskan pelaksanaan proyek dengan jalan menyediakan

bermacam penghargaan yang sesuai dengun keberhasilan yang dicapai.

. Mencan peluang-peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakal setempal.
16.

Mencari dan mengidentifikast lembaga-lembaga penyelenggaraan pelatihan

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

3.6 Bantuan Teknis, meliputi :

3.6.1 Faslitator Kelurahan
Fasilitator Kelurahan adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2ZKP di

lapangan. Pendampingan dibenkan kepada KSM dan BKM dalam proses

pembentukan kelompok dan penyiapan usulan-usulan, vang didahului dengan

pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi. Salah satu

05
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12.

}3:

14.

15.
16.

Bersama Pemda Tingkat 11, mengupayakan pembentukan Forum Konsultasi
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di tap Dan 11

Memlail kelayakan usulan KSM dan scgi tekms, keuangan dan lingkungan
sebelum dibahas di forum BKM serta memberikan saran teknis dan non teknis
apabila sudah layak,

Memonitor dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fasilitator kelurahan
di lapangan.

Memomitor dan mengevaluast pelaksanaan PZKP di Satuan Wilayah Kenanya.
Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan termasuk laporan pertengahan
dan laporan akhir proyek.

Menyusun laporan pencairan dana ¢i masyarakat sesuai penggunaannyva dan
disampaikan kepada Bappeda tingkat Il dan Sekretariat P2KP Pusat dengan
tembusan ke Pemda tingkat | dan instansi terkait.

Mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam
pelaksanaan proyek baik di masyarakat maupun BKM.

Bersama-sama Pemda, meningkatkan kepercavaan dan semangat masvarakat
untuk berlomba menyukseskan pelaksanaan proyek dengan jalan menyediakan
bermacam penghargaan yang sesuai dengun keberhasilan yang dicapai.

Mencan peluang-peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakal selempal.
Mencari dan mengidentifikasi lembaga-lembaga penyelenggaraan pelatihan

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

3.6 Bantuan Teknis, meliputi :

3.6.1 Faslitator Kelurahan

Fasihitator Kelurahan adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP di

lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dalam proses

pembentukan kelompok dan penyiapan usulan-usulan, yang didahului dengan

pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi. Salah salu
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misi fasilitator adalah memperkenalkan dan membantu masyarakat melaksanakan
suatu pendekatan baru dalam pembangunan, dengan mendorong peran serta
masyarakat secara aktif' dalam menangpulangi kemiskinan melalui usaha mereka
sendin.

Fastlitator mempunyar misi sebagai benkut -

|, Memngkatkan peran serta aktif anggota masyarakat, secara kelompok maupun
perorangan.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sitem kelembagaan sctempat,

(% ]

L

Mengenali peluang keglﬁtan usaha, pembanpunan prasarang dan  sarana

lingkungan serta membantu pembuatan usulan vang layak.

4. Mengenalkan cara dan menerapkan pelaksanaan pengelolaan kevangan, termasuk
tata buku dan pencatatan serta pembayaran kembali pinjaman yangditerima

Fasilitator kelurahan dipekerjakan oleh KMW selama 24 bulan. Fasilitator
kelurahan diutamakan yang berasal dar kabupaten atau kecamatan sekitar dan tinggal
di kabupaten atau kecamatan yang dibantu. Dengan demikian biaya transportasi
lasihtator kelurahan tetap kecil dan waktunya di tempat kerja tetap maksimal, tanpa
perlu mendapatkan tunjangan perumahan Fasilitator ini harus mempunyai latar
belakang kena sosial dan lathan melakukan fasilitas. Mereka dapat berasal dari
kalangan LSM, universitas atau yavasan lokal.

Pada awal proyek, disediakan satu fasilitator per kelurahan atau lebih bag
kelurahan yang lebih besar. Seorang fasilitator kelurahan dianjurkan  untuk
menangani tidak boleh lebih dai 12 KSM, atau disesuaikan dengan batas kemampuan
remtang kendali fasibtator. Seluruh lasilitator  kelurahan dan  diberi pelatihan
pelaksanaan P2KP sebelum diterjunkan ke lapangan
1. Dalam proses persiapan, fasilitator kelurahan mempunyai peran khusus sebagai
berikut -

4. Menyebarkan informasi mengenar P2KP kepada masvarakat dimana mereka
ditugaskan

ite
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Memfasilitasi diskusi dengan masyaraxat tentang kebutuhan, potensi dan
kendala yang ada dalam masyarakat serta membantu masyarakat menyeleksi
masalah-masalah utama serta mencan cara pemecahannya,

Mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam
rangka memanfaatkan bantuan P2KP.

Memfasilitas: pembentukan BKM dengan gugus tugas UPK dan gupus tugas
lainnya yang dibutuhkan, serta membantu memberikan pelathan  cara
mengelola administrasi. pencatatan, pelaporan dan lain-lain,

Membantu mengembangkan sistem  informasi yang sederhana untuk
mendorong  adanya keterbukaan dalam penggunaan dana. dan dapat

menampung saran-saran seria keluhan masyarakat,

Dalam proses pemberian bantuan teknis, fasilitator kelurahan mempunyal peran

khusus sebagai berikut

a.

Membantu KSM-KSM dalam menylapakan usulan berbagai kegiatan yang
dipilih baik itu berupa kegiatan usaha keail, pembangunan prasarana dan
sarana dasar lingkungan maupun permintaan pelatihan ketrampilan.
Membantu BKM dalam menghimpun dan menyeleksi usulan-usulan KSM.
Membantu KSM untuk mendapatkan TPK (bila diperlukan) dan membantu
penyusunan Pelaksana Hanan BKM, sctelah mengkonsultasikannya dengan
pihak-pihak terkait,

Membantu menyiapkan perencanaan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar
lingkungan dengan sumber daya dari masyarakat.

Membantu KSM menyiapkan usulan denpan format buku, untuk persetujuan
KMW, BEM dan PJOK,

Dalam proses pendayagunaan kelembagaan, fasilitator kelurahan MEmMpLUnyal

peran khusus sebagai berikut :

&

Membantu memfungsikan UPK sebagar tugas gugus BKM, dengan sistem

pembukuan yang mengikuti prinsip-prinsip pembukuan yang sederhana,
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b. Membanty mengembangkan cara pengelolaan keuangan yang transparan
dengan pelaporan bulanan yang dapat diperiksa oleh lembaga pemenksa
keuangan yang ditunjuk.

¢. Memantau dana bergulir yang dikelola nlch BKM

d Membantu KSM dan UPK-BKM. biia diperlukan dalam memahami dan
melaksanakan sistem pembuk uan

¢. Mengadakan pemantauan dan pelaporan kemajuan sebagaimana diminta oleh
KMW

f* Membantu mengembangkan partisipasi masyarakat di dalam momtoring dan
evaluasi kegiatan untuk mewujudkan keterbukazan vang lebih luas

g Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan keuangan oleh
lembaga pemeriksa keuangan,

3.6.2 Kader Masyarakat
Kader masyarakat adalah tenaga lokal yang dipilth dan dilath untuk
membantu  pelaksanaan tugas-tugas fasilitstor  kelurahan, sepert mendorang
pengembangan BKM dan KSM. Kader masyarakat i bekena selama enam bulan
dan digaji oleh KMW setiap bulannya. Sesudah masa tugasnya berakhir. kader
masyarakat diharapkan dapat menggantikan fungsi fasilitator kelurahan dalam
mendorong P2KP agar tetap berjalun

3.6.3 Tenaga Pembantu Kelompok (TPK)

Tenaga Pembantu Kelompok (TPK) diadakan hanva pka KSM merasa
membutuhkannya. TPK bertugas membanty KSM dalam menggali inisianf dan
membuka peluang usaha, menyusun, mengusulkan, melaksanakan kegiatan serta
merawal dan mengembangkan kegatan KSM.

Jika KSM membutuhkan TPK, maka fasilitator yang mendampingi KSM
tersebut akan mampu mengidentifikasi keahlian apa saja yang diperlukan KSM dari
TPK dan membantu penyeleksian TPK. agar KSM tersebut akan mendapatkan TPK
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vang scsual dengan kebutuhannya, Walaupun demikian, hak memilih TPK

sepenuhnya berada di tangan KSM. TPK akan melakukan kepiatan-kegiatan schagai

berikut

1. Bersama-sama fasilitator kelurahan, membantu KSM menyusun usulan dalam
bentuk : teknis, keuangan, pemikiran, terlibat dalam usaha secara penuh.

2. Terlibat langsung dalam kegiatan usaha KSM dengan prinsip pertanggung-
jawaban bersama karena TPK merupakan bagian darnt KSM.

3.7 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan perseiujuzs coriy
mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM baik yang berupa kelompok-
kelompok usaha bersama (Kube) maupun kelompok pengelola pembangunan
prasarana dan sarana dasar hingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk
mereahisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masvarakat wilayah penerima
bantuan,

Dalam penanganan tugas P2KP sehan-hari, BKM didampingi dan di bantu
oleh KMW dan fasilitator kelurahan yang bertugas di lapangan. Secara terperinci,
BKM bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut -

I Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam

pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan pengembangan usaha.

Id

Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan KSM  yang  diprioritaskan
pendanaannya, dan mengajukan pada PJOK sebagai lampiran SPPB yang ditanda
tangani eleh BKM dan PJOK.

3. Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan (pembangunan
prasarana dan sarana dasar atau pengembangan usaha), sesuai dengan tahapan-
tahapan pengerjaannya di lapangan (atas reckomendasi KMW)

4. Mengelola dana P2KP melalui UPK sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan

BRKM.
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Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran
akan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan
Menyadarkan dan menyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak
yang sama uniuk berperan serta.
Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkay dan
mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM
dan laporan keuangan BKM.
Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menvangkut pelaksanaan P2KP.
kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam
kotak saran tersebut
Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria
yang di sepakati bersama KSM-KSM sebeluim kegiatan dilaksanakan

3.8 Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Keberadaan Forum Konsultast hanva bersifat anjuran, bukan keharusan

Seandainya forum i dibentuk, anggota forum diharapkan terdini atas wakil badan-

badan pemerintah, non pemerintah, organisasi masyuarakat, badan keagamaan, dunia

usaha, LSM, perguruan tinggi serta perorangan vang mempunyai kepedulian terhadap
penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan mau melakukan kegiatan dengan resiko
biaya dan wakiu. Kedudukan peran konsultasi ini berada di Dati 11 dan pada suatu
saat, d wilayah Dati |

Peran forum disim adalah

I

14

Menjembatani hubungan antara pelaksana program dengan pihak-pihak yang
menjadi peserta forum, dan

Melindungi prakarsa P2KP dan intervensi imsiatif-inisiatif lain, baik dan
kalangan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, yang berperan pada
bidang yang sama namun tidak sejalan sifat dan twuannya dengan proyek ini

Untuk peran yang kedua ini, forum konsultasi diharapkan dapat menjadi semacam
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pintu gerbang yang menyaring dan menyarankan agar program sektoral lainnya

yang akan dilaksanakan dapat diselaraskan dengan prakarsa vang sedang berjalan.

3.8.1 Proses Pembentukan
Forum konsultast vang dimaksud disimi adalah forum konsultas: antar prhak
terkait (stakeholders) yang mempunyar sifat mendukung terhadap para pelaksana
proyek. Pembentukannya diprakarsai oleh Kepala Dati 1 dan KMW. beserta uniteunit
terkait.

3.8.2 Lingkup Tugas dan Mekanisme Kerja Forum Konsultasi
Forum Konsultasi dibentuk dan bekena untuk memperjuangkan kepentingan
bersama dalam menangani proyek sejenis ini. Dalam Jangka pendek, yang dimaksud
dengan kepentingan bersama diwakili oleh inisiatif program ini. Jru artinyu
1. Forum konsultasi berkepentingan mendukung pelaksanaan P2KP

2. Forum konsultasi bekerja dalam koridor peran-peran yang diwakili oleh peserta

forum,
Pembentukan mekamisme kerja forum konsultasi disusun bersama dan
discpakati olch seluruh peserta forum -

* Kesepakatan sejauh mungkin diambil berdasarkan azas musyawarah  untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakar fidak dapat dicapar, maka
kesepakatan dapat diambil secara parsial dan mengikat secara moral, hanya
kepada peserta yang  memberikan kesepakatannya.  Peserta  vang  udak
memberikan kesepakatan berada dalam posisi mengetahui kesepakatan dimaksud

* Periemuan-pertemuan forum konsultasi diadakan secara berkala dan insidenti)
Jadwal pertemuan berkala diatur dan disepakati oleh selurub peserta, namun
disarankan tidak kurang dari satu kali sebuian. Ini dimaksudkan agar irama kerja

forum tetap tenaga dan dapat terus mendukung intensitas kegiatan proyek yang
relatif tinggi  Jadwal peremuan insmdentil  diatur - berdasarkan  tingkat
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permasalahan vang perlu dibahas. Selanjutnya hal i diatur dan disepakati

tersendiri oleh seluruh peserta

3.9 Penetapan Lokasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan P2KP adaiah perorangan dan keluarga miskin vang berada
disatuan wilayah administrasi kelurahan alau desa perkotaan yang tersebar di seluruh
wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam P2KP, kedua status wilayah adiiiis i

pemerintah kota tersebut selanjutnya akan diistilahkan sebagai kelurahan,

3.9.1 Penentuan Status Perkotaan
1. Kelurahan dan Desa Perkotaan
* Status perkotaan sebuah wilayah kelurahan dan desa perkotaan diperoleh dari
data BPS (Biro Puast Statistik) yang telah diolah. Data status perkotan
tersebut merupakan olahan dari berbagai data yaitu data Desa Tertinggal,
Profil Desa, Propinst dalam angka, Potensi Desa dan data Susenas 1995,
2. Kecamatan Perkotaan
e Knteria kecamatan perkotaan ditentukan oleh jumlah kelurahan atau desa
perkotaan yang berada di dalam svatu wilayah administrasi pemerintahan
kecamatan. Bila terdapat separuh atau lebih kelurahan atau desa perkotaan di
dalam sebuah kecamatan, maka kecamatan itu dikategorikan sebagal
kecamatan perkotaan.
3. Daerah Tingkat Il Perkotaan
* Bila terdapat separuh atau lebih kecamatan perkotaan di dalam sebuah
wilayah administrasi pemerintahan daerah tingkat 11, maka daerah itu
dikategorikan sebagai Dati 1 perkotsan. Dati 11 yvang sclama ini memang
sudah berstatus kota, secara otomatis berstatus Dati 11 perkotaan.
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3.9.2 Penetapan di Tingkat Pusat
Penetapan lokasi penerima bantuan ditingkat pusat merupakan upava untuk
memperoleh angka perkiraan jumlah kelurahan yang dikutsertakan dalam
pelaksanaan P2KP. Hal ini dilakukan dengan prosedur sebagar berikut :

|. Data BPS diolah dan diseleksi berdasarkan status perkotaannya Termasuk
didalamnya adalah melakukan penetapan status perkotaan.

2. Dan proses tersebut diperoleh nama-nama Dati 1] heserta nama dan jumlah
kecamatan serta kelurahan didalamnya,

3. Tiga atau lebih Dati |l vang berdekatan kemudian dikelompokkan menjadi satu
Satuan Wilayah Kera (SWK). Setiap SWK dikelola oleh saty Konsultan
Manajemen Wilayah (KMW)

4. Data hasil olahan dalam bentuk daftar kelurnhan per wilavah admimstrasi yang
dicalonkan menerima bantuan P2KP, disampaikan kepada masing-masing Pemda

tingkat | maupun tingkat Il untuk mendapatkan umpun balik

3.9.3 Penetapan di Tingkat Ducrah
Setiap daerah mempunyai rencara pembangunan yang bersifat lokal Dengan
mempertimbangkan pemahaman i, sudah seharusnyalah duta pusat dikonfirmasikan
dan disesuaikan dengan usulan daerah. Meskipun demikian, prosedur penyusunan
lokasi P2KP di tingkat daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkar hehermng
laktor penting, antara lain sebugai berikut
I. Konsep Kawasan Andalan
* Pemilihan lokast sasaran  P2KP  harus dipadukan dengan program
pengembangan Kawasan Andalan pada masing-masing dacrah

2. Keterpaduan Pembangunan Wilayah Perdesaan dengan Perkotaan (rurad-urban

linkages)

* Lokasi yang sedang menerima  buntuan  PPK maupun  PDM-DKE
(Pemberdayaan Dacrah dalam Mengatusi Dampak Krisis Ekonomi) tidak
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boleh diusulkan menjadi lokasi sasaran P2KP. Namun demikian, dalam upava
mendukung pengembangan wilavah, lokasi vane diusulkan menjadi sasaran
PIKP sebatknya berdekatan dengan  wilayah kecamatan yang sedang
menenma  bantuan PPK. Dengan  demikian, keterpaduan pembangunan
wilayah perdesaan deng;n perkotaan dapat dimaksimalkan.

Dalam prosedur penctapan di dacrah, peran pihak Pemda sangal penting,
masing-masing Pemda Tingkat 1 dan (I diharapkan menjalankan peran sebagal
bernkut
I Pemda Tingkat |

* Pemda tingkat | perlu memiliki daflar peringkat kemiskinan Dau 11 Dafiar i
merupakan masukan dalam penentuan prionitas lokasi sasaran P2KP pada Dat

[I Daftar ini disusun berdasarkan dats jumlah penduduk dan rumah langga

miskin di masing-masing Dati 11
2. Pemda Tingkat 11

* Pemda tingkat [l perlu memiliki daftar peringkat kemiskinan kecamatan.
Daftar ini, juga berisi informasi mengenai jumlah penduduk dan rumah Langun
miskin dan merupakan masukan dalam penentuan prioritas lokasi sasaran
P2ZKP pada tingkat kecamatan Gilamana data kemiskinan di suatu dacrah
tidak dimiliki, maka Pemda yang bersangkutan dapat menggunakan Data
Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi yang diperoleh dari Kantor Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat

3.9.4 Pengusulan Nama-nama Kelurahan
Pengusulan nama-nama kelurahan yung akan ditkutsertakan dalam P2KP
merupakan bagian dari proses seleksi lokasi sasaran. Disam ping mcmpcrnmhd'\"!gkun
kritenia Kawasan Andalan. Pengusulan itu perlu dipadukan dengan pertimbangan dan
alasan-alasan lain yang bersifat kontekstual
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Pengusulan nama-nama kelurahan dilakukan secara hattom-up (dan tingkat
bawah ke tingkat atas) melalui koordinasi oleh. setidaknya tiga instansi vaity Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Tingkat 1l Dinas Pembinaan
Musvawarah Desa (PMD) Dati | dan Kecamatar. Proses seleksi ini dilakukan dengan
twuan untuk menjangkau kaﬁung~kantung kemiskinan yang secara umum tidak
termasuk dalam wilayah kelurahan miskin, Daftar kelurahan vanga ada selarjutnya

dikirimkan ke Sekretariat P2KP Pusat untuk mendapat persetujuan.

3.9.5 Lokasi
l.okasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman
kelurahan. Satuan permukiman mempunyal makna yang penting, karcna disinilah
akan muncul kebersamaan dan kescpakatan atas dasar kepentingan vang sama
Disamping itu adanva kegiatan sosial. ekonomi dan fisik dengan kepranataan
sosialnya sehingga satuan permukiman sebagai arcal vang memungkinkan adanva
integrasi berbagai kegiatan, termasuk ntegrasi kegiatan pembangunan sektoral,
Satucn hunian dipilih berdasarkan kriteria sehagai berikut
I Keberadaan satuan permukiman tidak lerlepas dart fungsi-fungsi sekitarnya serta
struktur fisik prasarana dan sarana yang merupakan bagan dan sistem struktur
vang lebih besar,
2. Seluruh kota (besar, sedang, kecil) dapat dyadikan lokasi sasaran P2KP
Penetapan lokasi sasaran P2KP didasarkan pada hasil pengolahan data dan

pemetaan kelurahan-kelurahan miskin vang verlokasi di kota.

3.9.6 Penctapan Wilayah P2KP Tahap |
Penentuan Kawasan Paniai Ulara (Pantura)
* P2KP Tahap | akan dilaksanakan di beberapa dacrah perkotaan yang meliputi
kota dan kabupaten yang tersebar di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulay

lawa, Kota dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).
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Daerah-daerah tersebut ditetapkan Karena dinilai merupakan dacrah perkotaan
vang padat penduduknya dan dihuni oleh masyarakat tergolong miskin, Di
wilayah-wilayah tersebut 1.305 kelurahan vang penduduknya diatas 7.500
jiwa akan dibantu terlebih dahulu. Secara ekologis, daerah-dagrah i dikenal
Juga memiliki persoalan lingkungan yvang sangat sensitif, Karena merupakan

kawasan yang padat industn, rawan bencana, kekeringan dan rawan banjir,

3.9.7 Penentuan Satuan Wilayah Kerja

Pengelompokan Satuan Wilayah Kerja (SWK) difakukan atas dasar beberapa
pertimbangan, antara lam :
1. Keterpaduan dengan kawasan pengembangan dacrah
2. Janpkauan geografis agar memudahkan koordinasi

e  Puda lTahap ! Pelaksanaan P2KP, ditetapkan Y SWK sebagai herikut -

I, SWK I(DKI Jakarta) meliputi : Jakarta Selatan, Jakarla Barat, Jakarta Pusat.

2. SWK I (DKI Jakarta dan Jawa Barat) meliputi - Jakarta 'Timor, Jakana Utara,
Kota Bekas dan Kabupaten Bekasi.

3. SWK I (Jawa Barat) meliputi : Kabupaten Pandenglang, Kabupaten Bogor,
Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
Kabupaten Serang dan Kota Depok.

4. SWK IV (Jawa Barat) meliput - Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

5. SWK V (Jawa Tengah) meliputi © Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang,
Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tepal dan
kabupaten Brebes.

6. SWK VI (Jawa Tengah) mehiputi : Kabupaten Blora, Kabupaten Pati,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara. Kabupaten Demak, Kabupaten

Semarang, kota Semarang dan Kota Salatiga,
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7. SWK VII (Daerah Istimewa Yogyakarta) meliputi © Kabupaten Kulon Progo.
Kabupaten Bantul. Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakana.

B AW VI (Jawa Timur) meliputn Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto,
Kota Maojokerto. Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.

8. SWK IX (lawa limur) meliputi  Habupaten Banyuwang, Kabupaten
Bondowoso,  Kabupaten  Situbondo,  Kabupaten  Probolinggo,  Kota
Probolinggo. Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang dan

Kota Malang.
J.10 Pendanaan

3.10.1 Alokasi dan Penggunaan Dana

Setiap kelurahan sasaran hanya akan mendapat alokasi dana satu kah selama
proyek berjalan. Alokasi dana merupakan hibah untuk kelurahan denpan jumlah
penduduk di kelurahannya. Untuk menjamin keterbukaan, kepada masvarakar di
lokasi sasaran akan diinformasikan jumlah maksimum alokasi bantuan untuk
kelurahan mereka. Namun dengan catatan, alokasi sesungguhnya akan disesuaikan
dengan usulan KSM yang disetujui dan alokasi per RW tidak melebihi Rp. 100 juta.
Masyarakat juga perlu dibentahu bahwa dana vang dialokasikan untuk kelurahan
mereka dapat saja dipindahkan ke kelurahan lain, jika
| Kelurahan tersebut menunjukkan kemajuan kegatan vang rendah selama satu

tahun setelah menerima dana, atau

2. BKM ndak terbentuk setelah enam bulan provek dimulai pada kelurahan it

3.10.2 Status Persyaratan Penggunaszn Dana
Dana proyck dapat digunakan sebagai pmjaman bergulir bagi kegiatan usaha

kecil, sebagai hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkunpan serta
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sebagar hibah untuk pelatihan bagi pengelola institusi-instijysi masyarakat. Berbagpa
subproyek tersebut harus diusulkan paling lambat dalam waktu enwm bulan sejak
proyek diluncurkan di kelurahan Yang dimaksud dengan subproyek adulah seliap
kegiatan KSM dalam rangka P2KP baik i berupa pengembangun wsaha kecil
Mmaupun pembangunan pnﬁmun'u dan sarana dasar Imgkungan Sementara katy provek
dimaksudkan sebagai kegratan P2KP secara keseliiruhan

Dana pimjaman berpulir yang diperoleh KSM harus dikembalikan dalam
Jangka waktu 18 bulan .ur:!q:fu]ln pembavaran pertama diterima oleh ST Masin g

KSM

3103 Ketentuan Mengenai Pinjaman

Ketentuan A fengenay | "inpamun adalah sehagar berkut -

L. Pijaman harus dikembalikan dalam wakiy 18 bulan
2. Tingkat bunga pinjaman adalah minimal |5 % per bulan

Jadwal pembavaran kembal di tentukan atas dasar kesepakatan antara KSM

peminjam dan BKM.

4. Dana pembavaran kembali harus dimasukkan ke dalam rekening BKM di Bank
pemenntah yang  ditunjuknya, Kemudin  digulirckan  kembal| dengan
menggunakan prinsip vanp sama. Rekering atay BKM disertal SVirat-syarat
berikut
@ [wdak boleh dilengkapy Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandin)

b Setengah dan bunga vang dibebankan kepada KSM peminjam dapat
gunakan untuk membiayai kegiatan administrasi BKM dan sisanya di
masukkan dalam kas BKM untuk brava pemeliharaan prasarana dan sarana
Iingkungan
Dalam hal KSM memanfaatkan dana bantuan P2KP untuk membangun bary

alau memperbaiki prasarana dan sarang hingkungan, pekenja yang terlibat dalam

pelaksanaan pembangunan 1ty akan dibavar scsuai hasilnya, dengan nilas yung
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sehanding dengan upah minimin setempat  Selain dikenakan secam swadunya,

beberapa pekerjaan lainnya dapat dikontrakkan wepada pihak ketipa

3.10.4 Tanggung Jawab Pengelolaan Dana
I. Pengelolaan Dana Di Tingkat Pusat
* Semua dana bantuan dan pinjaman Rank Dunia untuk keperluan P2KP

ditransfer ke Rekening Bantuan P2KP di Bank Indonesia

2. Pengelolaan Dana Di Tingkat Kelurahan
* Pengelolaan dana di 1ingkat kelurahan dilakukan di bawah koordinasi UPK
{(Unit Pengelola Keuangan) sebagal gugus tugas BKM
3. Pengelolaan Dana Di Tingkat KSM

* Pengelolaan dana di tingkar KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM,
Untuk orgamisasi KSM vang sederhana pengelolaan dana dapat dilakukan
sendiri oleh ketug KSM,
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BAB IV
IDENTITAS RESPONDEN

Pentingnya menyajikan identitas respanden it untuk mempermudah penulis
mengetahul  keseluruhan  kondisi  dari respenden.  Penulis memberikan  daftar
pertanyaan (kuesioner) secara langsung kepada sejumlah responden vang telah
ditentukan sebelumnya oleh penulis,

Sesual dengan permasalahan  dan judal  penelitian, maka untuk dapat
mengetahui identitas responden untuk memperoleh data vang diperlukan itu penulis
melihat dari latar belakang responden berdasarkan Jenis kelamin, tingkut umur,
agama, pendidikan. status perkawinan serta jabatan di dalam masyarakal pada
Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar maupun lrajeng. Sampai penelitian berakhir,
semua daftar pertanyaan yang berbentuk kuesioner telah  kembali  semuanya,
sSedangkan jumlah responden sebagai sampelnya sebanyak 45 orang,

Untuk lebih jelasnya berikut i akan dijabarkan data-data identtas dari
responden dengan judul penelitian adalah Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas
Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada Badan

Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sebagal berikut -

4.1 Jenis Kelamin Responden

Tabel 15 Jenis Kelamin dari Responden

'__N_{:-.——r_ Jenis Kelamin __, Jumlah {D_m_ngj e I';u_ﬁc:nm*-_ﬁ_f”u} _|
Y akidakt 1_ O |__ TETEY |
2 8 Pﬂl‘?ﬂpa TV e T j_ .__-'H‘I-l_— __|
B YETY - _]! y Yash | 0000 T

Shmbcr--_ﬁatiﬁﬁn-wr. ﬂhun_mu |
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Pada label di atas dapat dilihat balwa tokoh masyarakat, KSM, dan
fasilitator kelurahan (faskel) yang terpilih menjadi responden pada penehitian i,
mayoritas adalah laki-laki yaitu berumlah 3 orang (68.89%). Sedangkan untuk
perempuan hanya 14 orang (31,11%, Meskipun jumlah perempuannya sedikil tetapi
tidak berarti bahwa organisast yang ada di daiam masvarakat harus didor .0 otoh
aki-laks  Dalam hal i kaum pereimpuan - masth diben kesempatan - untuk
berkecimpung ke dalam orpanisasi Kemasyarakatan, sehingea kaum perempuan tidak
hanya mengurusi rumih tangea

Meskipun  kaum  perempuan  diberi wewenang  dan hak  umiuk
mengembangkan kadernva atau menerapkan disiplin ilmunya melalui organisass
kemasyarakatan maka mercka harus tetap tidak  melupakan kodratnya sebagai
perempuan. Artinya urusan tumah tangga tidak dikesampingkan, ketika mereka terjun
ke dalam organisasi, Maka dan 1tu sebagal perempuan yang mem punyai kelebihan,
dalam artian mempunvai kemampuan dalam berorganisasi maka harus Juga pandai
dalam membagi waktunya yaitu jam berapa harus menpurusi rumah tangganya dan
witktu mana vang baik atau waktu luang untuk d:gunakan vang bermanfaat

Dalam organisasi kemasyarakatan tidak ada unsur membeda-bedakan antara
laki-laki dan perempuan baik dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing
maupun tentang masalah pembagian tugas atau pekerjaan. Yang pada intinya untuk
mencapar tjuan organisast tersehut

Pengklasifikasian jumlah responden menurut Jems kelamin sangal penting
untuk mengetahui jumlah sesuugguhnya dari responden baik laki-laki maupun
perempuan yang berjumlah 45 orang. Artinya baik dari laki-laki Maupun perempuan
mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan atau tugasnya di organisasi tersebut,
dimana semua pekerjaan bisa dilakukan oleh mereka tanpa harus memandang jenis

kelaminnya.
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4.2 Umur Responden

Pengelompokan umur responden dengan tujuan untuk mengetahu umur
sebenarnya, responden tergolong muda atau sudah tua. Umur tidak menjadi jaminan
seseorang dalam berorganisasi, Tua maupun muda mereka dapat menjadi angeola
orgamsasi, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, maka tidak akan menjad
masalah. Dimana mercka yang tergolong muda harus berusaha untuk mencar tahu
dan bertanya kepada mereka yang sudah tua untuk berbagi pengalaman sehingea
apabila yang muda menjadi anggota dalam suatu organisasi akan mudah dan lancar
dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan basi vang tua harus mau dan bersedia
membantu mereka yang masih muda untuk memberi pengarahan schingga dalam
setiap pengambilan keputusan selalu sejalan dar sepakat. Artinya apabila aturan yang
ada dan berlaku di dalam organisasi kemasvarakatan sudah diketahui oleh vang, muda
maka yang muda akan menyesuaikan dengan aturan main yang ada dalam organisasi
tersebut sehingga kebulatan dan kesepakatan dalam berpendapat dapat tercapar.

Memang organisasi yang ada dalam masyarakat bagi orang vang tergolong
muda sebagai ajang untuk belajar mengembanghan ide-ide vang baru. Sebab orang
muda biasanya mempunyai banyak ide baru schingpa dart ide-ide baru tersebut
dibahas dalam sualu rapat. Apa ide tersebut disctujui atau tidak demi kemajuan suadtu
organisasi yang akan datang Dalam organisasi vang ada dalam masyarakat tidak ada
unsur perbedaan dalam mengeluarkan pendapat baik dan yang tua maunun vang
muda.

Boleh jadi mercka yang tergolong muda mempunyai banyak pengalaman dan
besar manfaatnya dari gagasan-gagasan vang diajukan tersehut dibanding mereka
yang lebih tua dan sudah lama ikut organisasi. Untuk ity antara yang tua dan muda
yang terhimpun dalam suatu organisasi harus saling bekerjasama, saling memberi dan
menerima masukan serta saling membantu demi terwujudnya suatu tujuan organisasi
Kemasyarakatan berdasarkan cita-cita yang diharapkan. Untuk lebih jelasnva penulis

sajikan dalam tabel benkut im
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Tabel 16, Kelompok Umur dan Responden

I_Nu_| Telﬁaﬁnkllaur t_tuEEmJ'_ .l_uml:ihiumny_h_ Fruuun_lusc{“iﬂ
o8 1 - wem LS o T %
Wl 34-40 4 ' 31,1 |
3 = g 2000
"4 4854 SR | 2666
[ 3 55 - 61, 3 \_ 6.67 |
Jumlah 45 10000

123

Sumber : Data Prinier. Tahun 2001

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihet bahwa kelompok umur responden
yang terbanyak berusia antara 34 tahun - 40 tahun yaitu sejumlah 14 orang (31.11%)
Sedangkan urutan kedua yang lerbanyak berusia antara 4% tahun - 54 tahun yaitu
sebanyak 12 orang (26.66%). Dan untuk vang berusia antara 41 tahun - 47 tahun
berjumlah 9 orang (20%) Untuk vang berumur antara 27 tahun - 33 tahun sebanyak 7
orang (15,56%), sedangkan yang berusia antara 55 tahun - 61 tahun sejumiah 3 orang
(6,67%).

Menjadi (ckoh masyarakat maupun KSM tidak memandang umur, berapa
saji umurnya bisa berperan seperti itu. Artinya inercka sudah dewasa Disamping ity
ketiga fasilitator kelurahan (faskel) memang masth muda. Karena mereka bary lulus
dari Perguruan Tingy;, sehingga dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakatl, KSM
maupun fasilitator kelurahan  (faskel) vang menjadi responden dan Kelurahan
Gadingrejo, Karanganyur dan ' rajeng tergolong masth muda

4.3 Agama yang Dipeluk Responden

Untuk agama. secara keseluruhan responden memeluk agama Istam Hal
menandakan bahwa Koty Pasuruan termasuk kota

Juga di kota ini pondok-pondok pesantren | Porpe

int
mmis. Disamping it terdapat

§). Oleh sebab ity masyarakat yang
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berada di lingkungan sckitar pondok bisa terbawa drus schingga batk segi akblakoya
maupun tingkat tbadahnya tingg, 1 kota Pasuruan. pandok pesantren yang terkenal
dan terbesar adalah Pondok Pesantren K.H Abdul Hamid yang beraliran Salafiyyah.
Dan melihat tempat tinggal responden kebanyvakan bermukim di sekitar pondok
tersebut, Terbukti juga bahwa di Kecamatan Gadingrejo khususnya, jumlah prasarana
atau tempat ibadah seperti langpar atau surau maupun masjid banyak sekali dibanding
sarana ibadah agama lain. Selain itu Kota Pasuruan Juga banyak terdapal orang
keturunan arab dan sudah lama menetap di wilayvah tersebut

Memang menganut suatu agama ity penting sekali bagi sctiap manusia,
Lebih-lebth memeluk agama Islam, maka orang tersebut sudah mendapat petunjuk
dan hidayah dari Allah SWT. Maka berbahagialah bag: orang yang memeluk agama
Islam. Karena agama Islam merupakan agama vang benar-benar diridhoi oleh Allah
SWT dan bagi pemeluknya akan mendapat jaminan hidup yang lebih baik di akhirat
kelak. Tetapi juga harus konsekuen dengan identitasnya memeluk agama Islam yaituy
dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Begitu
Juga berlaku pada agama lain. Berbeda dengan sescorang apabila tidak Menmpunyal
agama maka hidupnya akan mengambang, Artinva dalam berbuat dan bertingkah laku
tidak ada yang dianut

4.4 Pendidikan Responden

Menyelesaikan pendidikan ke jemang vang lebih tinggi. Dengan kata lain
menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua orang. Semakin tinggi pendidikan
sescorang maka akan mempermudah dan banyak peluang untuk memperoleh
pekerjaan. Tetapi juga harus dilandasi dengan semangat, usaha dan berdo’a yang
sungguh-sungguh. Pendidikan vang ditempuh semakin tinggi akan menambah dan
memperbanyak pengetahuan. wawasan sesecrang.  Karena mereka di bangku
pendidikan yang lebih tingg banyak leman-temannya, dimana pengetahuan mereka
sudah tinggi baik vang berasal dari pengalaman maupun informasi vang diperoleh

sebelum duduk dibangku SLTA ataupun yang lebih tinggi, Sescorang yang menjalani
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pendidikan yang lebih tinggn, pikiran mereka menjadi berkembang dan mulai menata
ke masa depan untuk kehidupan yang akan daang vaitu mencapai kesuksesan dan
keberhasilan sesuar dengan cita-cita yang dinginkan. Untuk mengetahut pendidikan
terakhir yang sudah diselesaikan oleh responden sebanyak 45 orang. dapat diketahui
pida tabel di bawah i adalah sebagai berikut
Tabel 17. Pendidikan Terakhir dan Responden

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi (orang) Prosentase (%q)
I. | TamatanSD i N 5 0|
2 | Tamatan SLTP | o 9 2000
...... _ el B AN el
3 Tamatan SLTA | 2| ' 46,67 |
4 | I‘erg.uﬂa.n Ting_g_l' i i e - & _24,44 '
B JTARey T — I PINSCE e . i
Jumlah i 45 100,00

Sumber .‘ Data ]’ri-ﬁﬁ:r, Tahun 20001

Pada tabel di atas dapat dilinat bahwa responden banyak yang tamatan SLTA
yaitu sejumlah 21 orang (46 67%). Hal mi menandakan bahwa pendidikan mercka
termasuk tinggr Sebab tngkat SL'TA dianggap sudah dewasa bark pikiran maupun
enaganya. Artinya mereka yang telah tamat dari SLTA mampu mengembangkan
dirinya melalui suatu pekerjaan baik pekerjaan yang sifatnya kasar maupun halus,
Berhubungan dengan wigas sebagai pengurus orpanisasi kemasyarakatan maka
apabila sescorang mempunvar pendidikan vang tinggr maks mereka akan mudah
melakukan semua tugas yang harus dikerjakan menurut jabatan yang disandangnya
Dengan pendidikan yang tinggi maka dalam mengerjakan tugas di organisasi tersebut.
setidak-tidaknya sudah pernah diperoleh atau Jd:dapatkan sewaktu belajar di SLTA,
Dengan kata luin sudah menjadi kebiasaan melakukan pekerjaan tersebut atau pernah
berpengalaman,

Ada juga yang tamatan Perguruan Tinggi sebanyak |1 orang atau 24,44%

Demikian juga untuk yang tamat SLTP sebanyak 9 orang (20%). Hal ini lergolong
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cukup baik. Karena pendidikan di Indonesis mimimal, seseorang harus menempuh
wajib belajar selama 9 tahun vaity setingkat SLTP. Untuk yang tamatan SD sejumlah
4 orang (8,89%) vaitu KSM-KSM vang bekerja wiraswasta. Alasan para KSM hanya
lamatan SD dikarenakan scjak kecil mereka dalam kehidupan vanp selalu
kekurangan. Untuk makan saja mereka kesulitan, lebth-lebih untuk biaya sekolah
akhirnya mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk ity mereka
berjualan (mracang). Karena modal hanya sedikit maka jualannya hanya kecil-kecilan
saja, Oleh sebab itu para KSM tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dana dari
P2KP untuk membuka usahanya agar lebih besar Maka dapat disimpulkan bahwa
responden yang ada di ketiga kelurahan mehput Kelurahan Gadingrejo, Karanganvar
dan Trajeng termasuk orang vang berpendidikan tinpai

4.5 Status Perkawinan Responden

Pengelompokan responden menurut status dianggap sangat penting untuk
mengetahur keadaan sesungpuhnya dan seluruh responden, sudah memihah atag
belum: Di dalam organisasi kemasyarakatan, sescorang vang sudah menikah atau
belum dalam pembagian tugas tidak ada unsur pembedaan. Boleh jadi yang belum
mentkah, pengalaman dan kepundaiannve melebihi mereka vang sudah memkah
Untuk mengetahui lebih Jelasnya penuhis rinct pada tabel di bawah ini adalah sebaga
berikut -

Tabel 18, Status Perkawinan dan Responden

No. T’Iulu&:—}_’crka—;inan— I _I-r:-ga&rm.("uranglr [ I"rll;t.'rllii\{'.lunl

’ I, [Kawin [ e S B0 |
e | Belum kawtn _'I 7 A ™Y 1556 |
3 Duda | | ! 222

| 4 Ljanda | i | 2,22 |

. . Jumlah d 45 l 10000

Sumber - Data Primer, Tahun 2001
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Pada tabel di alas dapat dilihat bahwa responden yang berstatus kawin
berjumlah 36 orang (80%). Hal ini berarti mereka pada umumnya sudah berkeluarea
dan mempunyai anak. Dalam pengertian bahwa mercka tergolong dapat mandiri,
Dengan status sudah kawin maka mereka setidak-tidaknya mempunyai pengalaman
selama hidupnya. Sedangkan responden vang belum kawin sebanyak 7 orang
(15,56%). Untuk duda dan janda masing-masing hanya 1 orang (2.22%).

Sedangkan bagi responden yang bersatus belum kawin dan mereka telah
berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kesempatan yang baik
untuk menunjukkan dirinya bahwa 1a juga mampu berorganisasi sehingea banyak
orang mengetahui keberadaannya. Dengan berorganisasi banyak manfaat vang
didapatkannya. Lebih-lebih ia menjabat di dalam organisasi kemasyarakatan paling
menonjol maka ia akan cepat dan mudah dikenal oleh banyak orang.

Disamping 1tu jika didukung dengan adanya sifat aktif, rajin dan Jujur maka
orang lain akan mengenangnya Meskipun suaty saal nanti sudah mengalami
pergantian pengurus. Seseorang yanyg telah berjasa atau mempunyai kelebthan dan
idenya bermanfaat bagi semua masyarakat, walaupun sudal diganti pengurusnya
tetapi masth sering dijadikan sebagar bahan pembicaraan oleh banyak orang

Tentunya mengarah kepada pembicaraan yang stfatnya baik

4.6 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat

Organisasi yang ada didalam masyarakat menjadikan berjalan tidaknva suatuy
aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada semua anggola
organisasi tersebut baik dari pengurus inti maupun anggota yang terhimpun
didalamnya. dimana tugasnva sudah dibagt menurut jabatan masing-masing.
Meskipun ada jabatan dari masing-masing pengurus, tetapt didalam menjalankan
tugas tidak membeda-bedakan pendapat antara ketua, sekretaris, bendahara maupun
dari anggota,

Semua pendapat ditenima. Karena belum tenty pendapatl dari seorang ketua

selamanya benar, Boleh jadi vang menjadi anppota, pendapatnya Iebih mengarah
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pada sasaran atau tujuan. Maka dan itu semua pengurus organisasi dan angpotanya
mendapal  kesempatan untuk  mengeluarkan  pendapat dan sctiagp  keputusan
berdasarkan hasil dan rapat tersebut. Pengurus crganisasi yang ada dalam masyarakat
seperti ditingkat RT/RW mempunyai tugas dan wewenang MAasIng-masing
berdasarkan jabatannva. Misalkan seorang ketua mempunyar peranan dan ftanggung
jawab yang besar serta menjadi panutan atau contoh anggota lamnva dalam
memimpin suatu organisasi tersebut, Begitu juga pengurns lain mempunyar tugas
yang harus dilaksanakan dengan baik Untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel
di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 19, Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat

| No. | Jabatan di_Daiam Mas-jg.'férukut " Frekuensi {nrar:gl ' Prosentase .{.@E}_...
i lkmuu RT i ' Rl VA A4 __-I
|“"2. [KewaRW i o 10 1 239 |
3 RsM | PR 46,67 |
.| 4, iFasiiitatur Kelurahan | i 5 b67 =
’ Jumlah 2 T A% T 100,00 |

Sumber : Data Pl‘im:‘:"r, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak adalah jumlah KSM
vaitu sebanyak 21 orang (46.67%) baik dari Kclurahan Gadingrejo, Karanganyar dan
Trajeng Berarti masing-masing kelurahan ada 7 orang, Untuk Ketua RT sgjumlah 11
orang (24.44%), Ketua RW berjumlah 10 orang (22,22%) Dan Fasilitator Kelurahan
(Faskel) berjumlak 3 orang (6.67%), dimana tiap-tiap kelurahan terdir dari | orang
fasilitator kelurahan (faskel). Untuk Ketua RT/RW diambil setiap RT yang daerahnya
berdekatan antara RT/RW yang satu dengan yang lamnnya di setiap kelurahan,

Responden yang menjadi perwakilan batk dan tokoh masyarakat, KSM
maupun fasilitator kelurahan (faskel) akan memberikan informasi yang benar tentang

kinerja BKM nya masing-masing. Karena sustu lembaga dapat dikatakan baik atau
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buruk yang dapat menilai adalah orang luar. Maksudnya, meskipun ketiga perwakilan
yang terpihh menjadi responden juga ikut terlibal dan menjadi bagian dan P2RP
Tetapi mereka tidak semuanva termasuk pengurus BKM. Jadi responden tersebut
akan menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kenvataan vang ada Sedangkan
apabila kinega BKM nya kurang baik, tetapi 1:ka dikatakan sudah baik maka akan
merugikan BKM tersebut dalam menjalankan perannya. Maka dari ity penulis
mengambil responden tersebut. Karena mercka nantinya akan menjawab dengan
sebatk-baiknva ‘

Untuk semua KSM mempunyai tugas dan peran yaitu sebagai kelompok yang
menjalankan dan memanfaatkan bantuan dang dari P2KP vang lebith berguna. KSM
vang benar-benar berusaha dengan baik dari pinjaman dana tersebut dan ia mendapat
keuntungan vang lebih besar dari hasil usahanys maka pada saat jatuh tempo wakiy
yang telah dientukan untuk mengangsur, mereka akan mudath untuk mengembalikan
pinjaman tersebut. Artinya angsuran dibayar tepat pada waktunya. Sedangkan untuk
fasilitator kelurahan (faskel), mercka JUER mempunyal tugas masing-masing yaitu
membantu KSM maupun BKM yang mempunyar kesulitan dalam menjalankan
perannya.

i
29
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BABY
ANALISA DATA

Setelah data dari hasil kuesioner maupun dan interview diperoleh, maka
disini penulis akan mengadakan penganalisaan data, Dalam menganalisa data, penulis
menggunakan metode deskripsi kualitatif dan dibantu dengan data kuantiatif seperti
yang sudah dijelaskan pada BAB 1 di bagian Metode Penelitian tentang Analisa Data.
Analisa data sangat penting untuk mengetahui hasil kinera dan BKM sebagai
jantungnya P2KP mampu atau tidak dalam memberdayakan kelembagaan komunitas
lokal melalui perannya dalam lembaga tersebut. Disamping itu adanya penganalisaan
data akan memudahkan pembaca dalam memahami keberadaan P2KP dan keadaan
sebenarnya yang terjadi di lapangan secara nincl.

Dalam menganalisa data ini, penulis menghitung derajat kinerja BKM tiap
kelurahan yang menjadi obyek sasaran dalam penelitian ini meliputi Kelurahan
Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Trajeng sehingga dapat diketahui
dari tabel tersebut, BKM pada kelurahan mana yang kinerjanya paling baik selama
ini. Untuk itu penulis akan menjabarkan tentang Pemberdayaan Kelembagaan
Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)
berdasarkan aspek penilaian yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut :

5.1 Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama,
Maksudnya bahwa aturan-aturan yang ada pada institust lokal itu sifatnya
mengatur dan memaksa setinp anggota yang terlibat sepenuhnya pada institusi

tersebut demi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan bersama,

5.1.1 Aturan Pengambilan Keputusan
a. Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan
Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam pengambilan keputusan
yang menyangkul tentang lembaga BKM yaitu diperoleh hasil keputusan yang adil

dan jujur serta keputusan berguna bagi keberlanjutan lembaga tersebut maka seluruh

50
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anggota BKM selain mematuhi aturan main dalam pengambilan keputusan tersebut
yang sudah ditetapkan juga harus konsisten dalam menjalankan kegiatan yang teiah
dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat dan hasil rapat tersebut.
Berarti apabila kedua hal tersebut diperhatikan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh
anggota dengan batk maka tujuan pengambilan keputusan di BKM tercapai, dimana
proses dan prinsip P2KP ditegakkan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam
bentuk tabel tentang kinerja BKM pada tiap-tiap kelurahan berkaitan dengan tujuan
dan proses pengambilan keputusan adalah sebagai benkut

Tabel 20. Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Perumusan Tujuan dan Proses

Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

s TINGRAT PENC APAIAN RINERIA
NO. | KELURAHAN Baik i Baik Cukup | Buruk Buruk | JUMLAH
Sekali | ] | Sekali
|| Gadingrejo 3 l? 24 g i jig E
(20 %) ‘ (46,66 %) | (20%) | (6,67 %) | (6,67 %) | (100 %)
2. | Karanganyar ' 3 ‘ WA i 2 | i =
| (20 %) (60 %) | (13,33 %) | (6,67 %) - (100 %) |
3 ':'rmjeng RS TR O I M F"
| L |eww|eswlean|enn] | )
- Jumlah _| 8 G N R |
Keseluruhan | (17,78 %) I. (53.33 %) ; ”{.2-[} %) | 16,67 %) 1223 %) | (100 %) |

Berdasarkan tabel di stas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar
menunjukkan kinerja yang paling baik terhadap tujuan proses pengambilan keputusan
yaitu dalam menjalankan kegatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama
oleh seluruh masyarakat secara konsisten yang didasarkan pada jawaban responden
sejumlah 9 orang (60%) dibanding BKM pada kelurahan lainnya. Artinya pada

P
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Kelurahan Karanganyar baik pengurus maupun anggotanya secara keseluruhan,
berpedoman sepenuhnya pada aturaan-aturan dalam pengambilan keputusan yang
berpegang pada prinsip demokrasi, parusipast, transparansi, akuntabilitas dan
desentralisasi sehingga keputusan yang diambil diperoleh suatu keputusan yang adil
dan nantinya akan berguna bagi kehidupan lembaga BKM dalam menjalankan
perannya untuk dimasa yang akan datang,

Dimana aturan tersebut dibuat sendiri, maka apabila tidak dipatuhi dan tidak
dilaksanakan oleh anggota BKM berarti mereka tidak konsekuen dengan aturan yang
telah dibuatnya. Karena sturan dibuat sendiri, misalkan yang membuainya saja tidak
mematuhi maka wajarlah kalau orang lain tidak mematuhi Juga. Lain halnya jika si
pembuat aturan  mematuhi  sepals  aturan yang ada maka orang lain akan
mencontohnya.

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan menyangkut tentang tata cara atau kinerja
dalam proses pengambilan keputusan di lembaga BKM sampai menghasilkan
keputusan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam mekanisme pengambilan
keputusan dibutuhkan keterlibatan langsung dari anggota BKM dan sekaligus scbagai
subyek yang menjalankan hasil keputusan yang diambil, Jika anggota BKM aktf dan
bark dalam menjalankan perannya dalam proses pengambilan keputusan beranti
mereka telah mematuhi aturan man yang berlaku. Untuk mengetahw lebih jelas
tentang kinerja BKM pada mekanisme pengambilan keputusan, penulis rinci pada
label di bawah ini adalah sebagai berikut -
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Tabel 21. Tanggapan Responden Tentang Kinena BKM Terhadap Mekanisme Pengambilan

Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

; I TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA ]
NO. | KELURAHAN i Baik | Baik | Cukup | Burok | Burak | JUMLAH
| Sekali Sekali
1 | Gadingrejo | 4 8 T3 =T - 778
| (26,67%) | (53,33%) | (20 %) (100 %)
2. | Karanganyar & 1 1 1 : 5 15 |
| (26,67 %) | (66,66%) | (6,67 %) (100 %)
3 11_'mj¢ng - . & G ' 3 | - " 15
e B [T 05 & @M S i
Jumlah TR 7. L = : 45
Keseluruhan (24,44 %) il (60 %) | (15,56 %) " (100 %) |

Sum

ber : Data I‘rimcr.'Tahun 2001

Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa BKM pada Kelurahan Karanganyar
Kinerjanys dalam mekanisme pengambilan keputusan menunjukkan kinerja paling
baik berdasarkan penilaian responden sebanyak 10 orang (66,66%). Maksudnya pada
Kelurahan Karanganyar, anggota BKM terlibat langsung dalam proses pengambilan
keputusan. Dengan kata lain anggota aktif (active member-based orgamization) mulai
dari awal akan diadakannya kegatan untuk mengambil  keputusan, Keputusan
tersebut menyangkut musyawarah tentang wakil masyarakat yang akan menjadi
anggota BKM, aturan-aturan tentang kerja yang harus dilaksanakan oleh anggota
BKM yang terpilih maupun yang harus dipatuhi olch anggota masyarakat yang
menjadi KSM  (Kelompok  Swadaya Masyarakat) yaitu suatu kelompok yang
menerima  bantuan  dana.  Sehingga dengan  keterlibatan dari semua Enggotn
masyarakal dalam mekanisme  pengambilan keputusan maka tujuan dalam
menanggulangi kemiskinan akan berhasil. karena semua pthak mengetahui aturan apa

saja yang harus dikerjukan dan wakil mereka yang terpilih sesuai dengan keinginan
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serta prestasi yang mereka milikit untuk berhak menjadi anggota BKM. Untuk 1tu
denpan adanya keikuisertaan dan scluruh anggota masyarakat maka mereka akan
mematuhi aturan yang berlaku didalam BKM nya demi kepentingan bersama.

5.1.2 Pembagian Tugas

a. Distribusi Kekuasaan
Dalam suatu lembaga pasti ada pembagian tugas terhadap anggotanya. Begitu
juga pada BKM merecka mendapatkan kewenangan untuk menjalankan tugas
berdasarkan perannya masing-masing serta aktivitas yang dilakukan oleh anggota.
Untuk itu keberadaan dan keterlibatan dan anggota BKM sangat membantu dalam
pelaksanaan program P2KP untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan tepat
sasaran. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan tentang distribusi kekuasaan untuk

angpeota BKM sebagal benkut

Tabel 22, Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Distribusi Kekuasaan di Tiap-
tinp Keluruhan, Kecamatan Gadingrejo

. i T TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA T Il
NO. | KELURAMAN | “gaik | Baik LI&WF“ Buruk | JUMLAH
! ' Sekah | | Sekali
1| Gadingrejo | 5 ma Al ~!> 3 a2 - 1 e
C(33,33%) | (46,67 %) I. (20 %) (100 %)
2 Karangunyur_+ 3.7 | | 2 - e 15
(20 %) (66,67 %) | (13,33 %) | (100 %)
"3 Trajeng 4 X W 2 e 1S
(26,67 %) | (53.33%) | (13,33 %) i (6,67 %) | (100 %)
T Jumlsh | 12 | 25§ Tt 45
Keseluruhan I (26,67 %) | (55,55 %) ‘ (15,56 %) li l (2,22 %) | (100 %)

Sumber - Data I‘rim_cr. Tahun 2001
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 orang (66,67%) responden dan
Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam memberikan penilaian
baik terhadap kinerja BKM nya dibanding responden dari kelurahan fain. Berarti
BKM di Kelurahan Karanganyar anggotanya sudah termasuk baik dalam
keterlibatannya untuk menjalankan aktivitas dan kewenangan sebagai lembaga yang
mendapat kepercayaan dan masyarakat.

Berarti pada kelurahan tersebut kekuasaan tidak bertumpu pada satu orang
saja (pemimpin) ataupun pada pengurusnya saja. Tetapi semua anggota yany terlibat
dalam BKM secara langsung melaksanakan aktivitasnya berdasarkan peran masing-
masing baik tentang tugas maupun pengambilan setiap keputusan dalam upaya
membantu menanggulangi kemiskinan, Ada | orang (6,67%) dari Kelurahan Trajeng
yang menlai “buruk sckali” terhadap kinerja BKM nya. Artinya pada BKM
Kelurahan Trajeng dalam kinerjanya ada anggota yang belum terlibat dalam
menjalankan aktivitas dan kewenangan berdasarkan perannya.

b. Corak Kepemimpinan

Corak kepemimpinan suatu lembaga sangat penting, scbab akan menentukan
keberhasilan terhadap lembaga tersebut. Apabila seorang pemimpinnya adil dan tegas
maka hasilnya akan baik dan apabila pemimpinnya tidak adil maka hasilnya tidak
baik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Begitu juga pada BKM itu sendin bahwa
anggota mempunyai peran scbagai fasilitator bagi KSM. Apabila anggota BKM
dalam memberikan fasilitas dan pelayanan baik maka KSM akan menjalankan
kegiatan dengan baik, sedangkan apabila anggota BKM dalam memfasilitasi dan
melayani tidak baik maka KSM tidak akan mematuhi aturan yang berlaku. Untuk itu
anggota BKM dalam hal ini harus mampu secara nyata memberikan pelayanan dan
membantu  warga masyarakat setempat (khususnya anggota  KSM)  didalam
menjalankan kegiatannya dengan baik. Untuk lebih mengetahui kineja BKM tentang

corak kepemimpinan, maka penulis sajikan dalam tabel berikut 1m :
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Tabel 23. Tangpapan Responden Terhadap Kineja BKM Tentang Corak Kepermmpinan di
Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

— s ——— e — e F e

|
NO. | KELURAHAN . Baik | Baik _Cukup Buruk Buruk | JUMLAH ‘
[, | Gadingrejo | 8 . fi ] - - 15 |
(53,33 %) i (40 %) (6.67 %) (100 %) ]
3. | Karanganyar - Sl 3 - : 15 |
(26,67 %) ‘ (53,33%) | (20 %) (100 %) k
3. | Trajeng 5 W, B 3 - D 5
(3333 %) | (46.67%) | (20%) (100 %)
~ Jumlah 7 B = R A 45
keseluruhan (37,77 %) | (46,67 ") | (15,56 %) i (100 %)

Sumber ; Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar anggota BKM
nya menunjukkan kinerja paling baik yaitu ternyata mereka mampu berperan sebagai
fasilitator (pthak yang memfasilitas: warga) kKhususnya anggota KSM agar dapat
menjalankan kegiatannya denpan baik vang didasarkan pada penilaian responden
schanyak 8 orang (53,33%). Berartr dalam hal i, BKM Kelurahan Karanganyar
kinena anggota BKM nya mampu memberikan fasilitas yang memadai baik berupa
fisik yang berupa dorongan umuk melakukan usaha yang modalnya diperoleh dan
pinjaman kredit dan cara pengembaliannya setiap bulan sekali diangsur sesuai dengan
perjanjian, memberikan nasthat apabila ada KSM yang bermalas-malasan dalam
menjalankan kegiatan usahanva, manampung segala keluh kesah dari KSM selama
berusaha, menyediakan kotak saran yang berpuna untuk kemajuan BKM sekaligus
penilaian kinerja BKM nya. Kemungkinan dalam kinerja BKM kurang baik dalam
memberikan pelayanan pada KSM yang berakibat buruk bagi masa depan KSM.

Sedangkan dalam bentuk maten dengan memberikan pinjaman uang secara kredit.
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Sebagar anggota BKM dalam menjalankan suatu tugas tidak akan lepas dari

perannya. Dalam memainkan perannya mereka dapat wujudkan melalui pelaksanaan

semua tugas yang telah dibagi secara adil. Maksudnya secara ideal anggota BKM

yang terpilih melalui proses yang demokrasi didalam Rembug Warga diharapkan

mampu berperan scbagat pengambil imisiatif baik dalam perencanaan maupun dalam

pelaksanaan program P2KP khususnya dan penanganan masalah-masalah kemiskinan

di kelurahan atau desa setempat. Untuk mengetahui lebih jelas tentang peran anggota
dari ketiga BKM maka penulis sajikan dalam tabel di bawah ini adalah sebagai

berikut -

Tabel 24 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Peran Anggota BKM di Tiap-

tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

| -
|

| TINGEAT PENCAPAIAN KINERJA

NO. | KELURAHAN Baik Baik --Cukup | Buruk Buruk | JUMLAH
Sekali | | Sekali
| L Gﬁﬁ?ﬂgrﬂjn F 3 =1 8 4 : - 15
! (20 %) ‘ (53,33 %) | (26,67 %) | (100 %)
2. |Karangah—yar 3 | 9 1 3 - i ] 15
| A | (20%) (60%) | (20%) | | (100 %)
3. | Trajeng Rl 2 =, 15
(33,34 %) | (53,33%) | (13,33 %) | (100 %)
[ Jumiah . | b b B e T p roim
Keseluruhan | (24,44 %) | (55,56 %) ‘ (20 %) ‘ | (100%)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) responden dari

Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam memberikan penilaian

baik terhadap kinerja BKM dibanding responden dari kelurahan lain, Berarti anggota
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BKM di Kelurahan Karanganvar sudah memenuhi perannya sebagai pengambil
inisiatif perencanaan dan pelaksanaan. Artinya setiap anggola yang berkecimpung
dalam BKM, mercka mempunyai wewenang dan hak untuk merencanakan suatu
kegiatan dengan mengupayakan scgala tenaga, pikiran maupun maten yang berguna
bag kemajuan BKM yang akan datang supaya kcberadaannya ditenma oleh
masyarakat sclamanya.

Disamping itu anggota BKM jugagus sebagai pelaksana untuk menjalankan
kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Untuk 1tu anlara anggota yang satu dengan
angpota yang lain dalam satu wadah yaitu BKM harus selalu mengadakan kerjasama
yang baik, keseragaman dalam Jangkah sehingga apabila ada inisiatif alau gagasan
cepat disepakat: bersama dan akhimya membuahkan hasil yang bermanfaat.

5.2 Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk
menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka.
Makswdnya bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah
mendapal kepercayaan dan masyarakal untuk membangun kembali kehidupan
masyarakal madani yang mampu mengatasi secara mandin tentang masalah

kemiskinan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya

S.2.1 Proses Pembentukan BKM
a. Proses Pembentukan BKM
Untuk menyalurkan dana P2KP agar sampai kepada KSM yang berhak
menerima bantuan tersebut maka P2ZKP harus membentuk lembaga BKM yang akan
dipandu oleh scorang fasilitator Kelurahan pada BKM masing-masing. BKM
merupakan model kelembagaan lokal ditingkat bawah, oleh sebab itu dalam proses
pembentukannya didasarkan atas kepentingan warga sehingga dengan adanya BKM,
KSM yang mempunyar kesulitan bark tentang kegiatan usaha maupun pengembalian
kredit semua masalah akan ditampung, setelah pada rapat BKM akan dibahas dan

dicarikan pemecahannya
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Maka dari itu dalam proses pembentukan BKM agar sesuai dengan azas dan
prinsip-prinsip P2KP serta menjadi lembaga yang mendapat kepercayaan dari
masyarakal, ada 2 aturan umum yang harus dipenuhi yaitu tahap persidangan (baik
persidangan untuk memilih delegasi atau wakil maupun persidangan untuk memilih
anggota BKM), dan rahap penctapan delegasi atau wakil yang berperan mengambil
keputusan-keputusan strategis. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap kinerja BKM
tentang proses pembentukan pada 3 BKM, penulis sajikan pada tabel di bawah ini |

Tabel 25. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Proses Pembentukan BKM di
Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

TINGKAT PENCAPATAN KINERJA
NO. | KELURAHAN Baik | Baik "1 Cukup | Buruk | Buruk | JUMLAH |
| Sekali | | Sckali |
1| Gadingrcjo | 1 IR e 417 = 15
| (5333%) | (40%) | (6.67 %) (100 %)
13, __ﬁé;eiﬁganyﬁf g W 4 . A . B - 1 15 ,
i~ | | (60 %) ‘ (26,67 %) | (1333 %) (100 %)
| 3. | Trajeng fi i | 7 ! 2 - | - 15
(40%) | (46,67 %) | (13,33%) | - (100 %)
e e Zed _._N_:..-__,_,_q‘_.__h._-ﬁ__-q_j,,__{
Keseluruhan ' (51,11 %) [{3'?,?3%} ‘ (11,11 %) 1 (100 %) |

Sumber - Data I’rimi:_r;_:l-‘ahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dan Kelurahan
Karanganyar, proses pembentukan BKM nya menunjukkan kinerja baik sekali
dimana prosesnya dibentuk dari “bawah™ dan atas kepenlingan warga, program PZKP
dijalankan serta pembentukannya menggunakan teknik pendekatan dan partisipatif
dibanding BKM lain. Artinya semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan

untuk memilih wakil mereka yang cocok dan layak menjadi pengurus BKM. Karena


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

140

anggota BKM diambil dari anggota masyarakat itu sendin yang mempunyai
kedudukan dan potensi yang lebih tinggi di dalam masyarakatnya dibanding anggota
yang lain, BKM yang dibentuk juga untuk kepentingan warga, dimana kehadirannya
sangat membantu masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan.

Jika proses pembentukan BKM tidak dikehendaki oleh masyarakat baik yang
menyangkut pengajuan calon yang akan menjadi wakil masyarakat hingga proses
pelaksanaan maka pembentukan BKM tidak dilanjutkan sampai membawa hasil
sehingga program yang direncanakan juga tidak berlaku untuk diterapkan pada
kelurahan tersebut dan masyarakat tidak berhak mematuhi aturan tersebut,

Untuk mencegah proses pembentukan BKM yang tidak disetujui masyarakat
maka harus digunakan pendekatan secara halus, berhadap-hadapan tanpa emosi agar
anggota masyarakat lain sepakat terhadap pendapal anggota lain dalam mencalonkan
wakil masyarakat untuk menjadi anggota BKM serta partisipasi dan keterlibatan akuif
seluruh warga masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin,

b, Pengaruh Dari Luar

Dalam proses pembentukan BKM, pengaruh luar tidak begitu penting.
Karena dibentuk atas kehendak dan warga atau masyarakat setempat saja dan BKM
harus otonom dalam menjalankan tugasnya, dimana bantuan dana P2KP itu diberikan
pada wilayah tersebut. Jadi pada waktu BKM dibentuk hanya masyarakat setempat
dan yang berkepentingan menghadin rapat tersebut. Keberadaan dari warga sctempat
sangat membantu dalam membenkan pendapat, usulan, masukan maupun saran yang
berguna bagi kelancaran proses pembentukan BKM hingga diketahui hasil keputusan
rapat, pengurus serta tugns masing-masing dari pengurus inti maupun untuk anggota
BEM. Untuk lebih jelasnya tentang pengarub dan luar di masing-masing BKM dapat
disimak pada tabel di bawah ini
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Tabel 26. Tanggapan Responden Terhadap Kinena BKM Tentang Pengaruh Dan Luar di Tiap-
tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

| TINGEAT PENCAPAIAN KINERJA
NO. | KELURAHAN ™ Raik 17 Baik Cukup Buruk Buruk | JUMLAH
' '! Sekali . ! Sekali

l. {]ﬂdingrcjﬁ 7 6 -3 T i 15
| (46,67 %) (40 %%) (13,33 %) (100 %)

2. | Karunganyar | w7 e reE : X 15
60%) | (3333%) | (667 %) ! (100 %)

3 | Trajeng 7 ! y I - - 15
(46,67 %) | (46,67 %) | (6,66 %) (100 %)

™ ah 23 I8 4 . (B = 45
Keselurwhan | (SL11%) | (40%) | (8.89%) : l (100 %)

Sumber ; Data "F:'ri'r'm:r, Tahun 2001

Dart data tabel di atas dapat dilihat, Kelurahan Karanganyar menunjukkan
jumlah responden terbanyak yang menilai baik sekali terhadap kinerja BKM nya
yaitu berjumlah 9 orang (60%). Berarti BKM pada kelurahan ini kinerjanya sudah
sesuai dengan kondisi yang diharapkan ymitu pengaruh dan luar relauf rendah
dibanding masyarakat setempat dimana bantuan dana P2KP diberikan pada wilayah
tersebut, BKM yang terbentuk atas kehendak warga dan relatif bersifat otonom,
Karena proses pembentukan BKM cenderung berorientasi pada masyarakat yang ada
di kelurahan itu sendirt maka tidak ada unsur cumpur tangan dari BKM kelurahan
lain, yang tujuannya untuk memberikan suar maupun membantu dalam pelaksanaan
kerja pembentukan BKM. Tetapi mercka percaya pada kemampuen yang dimiliki.
Sebab bigsanya pengaruh dan luar it ada yang sifatnya positip dan ada juga yang
negatip. Jika positip tidak menjodi masalah Tetapi dikhwatirkan Justru kearah
negatip yang ingin mempengaruhi kinens anggota BKM supaya tidak tercapai
twuannys sehingga BKM yang dipengaruhi kalah dalam sminpan
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3.2.2 Kelembagaan BKM
a. Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota
Untuk kelembagaan BKM sifat kepemimpinannys harus berorientasi ke

“bawah”. Maksudnya anggota BKM selalu mengutamakan masyarakat bawah
khususnya KSM schagai sasaran dalam melaksanakan kineganya schingga
keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu mereka dalam mengatas;
masalahnya terutama tentang penanganan masalah kemiskinan. Sedangkan loyalitas
anggota BKM  dapat diwujudkan dalam bentuk mengabdi pada kepentingan
masyarakat, Jadi seluruh tupas maupun pekerjaannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sehingpa masyarakat akan terkurangi beban penderitaannya.
Untuk lebih jelasnya tentang onentasi kepemimpinan dan loyalitas dari anggota BKM
dapat disimak pada tabel di bawah ini -

Tabel 27, Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Orientasi Kepemimpinan dan
Loyalitas Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

] ~ TINGKAT PENCAPATAN KINERGA !
NO. | KELURAHAN Baik [ Bak | Cukup | Bursk | Burak | JUMLAR
| Sekali | | Sekali

1. | Gadingrejo | § 7 3 - - 15
(3333%) | (46,67%) | (20 %) (100 %)

2. [Karunganyar |5 9 ] e g 15
(33,33%) | (60%) | (6.67%) | - (100 %)

N [Tega \ T . 1 i - 15
(33,33 %) | (5334 %) | (13,33 %) (100 %)

Jumlah 15 24 b = - 45
Keseluruhan | (33,33 %) | (5334%) | (1333 %) = —t el | (100 %)

Sumber . Data Primer, Tahun 2001
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Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar menunjukkan
jumlah terbanyak dalam menilai kinega BKM nya yaitu sebanyak 9 orang (60%)
maka BKM pada kelurahan im paling baik dalam kepemimpinannya yang selalu
berorientasi ke bawah dan mayoritas anggota BKM dalam menjalankan tugasnya
hatya untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian lembaga
BKM ada atau tidaknya tergantung sepenuhnya pada anggota masyarakat, mulai dari
awal pembentukan hingga pelaksanaan tugas tetap berorientasi pada masyarakat.
Karena keberadaan BKM tersebut atas inisitif masyarakat dan tujuannya kembali
pada masyarakat sendiri yaitu memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.
Dalam kelembagaan BKM loyalitas dan anggota BKM terhadap lembaga
BKM harus tinggi dan berpegang teguh untuk mengabdi kepada masyarakal. Artinya
terselenggaranya semua kepistan yang berhubungan dengan kinerja BKM maka
anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk terlibat didalam BKM tanpa
memandang kondisi sosial ckenomi, usia, jerus kelamin, status perkawinan, suku
bangsa maupun agama dan mereka harus terjun secara langsung ke lapangan untuk
membantu menanggulangi kemiskinan supaya tidak ada kesenjangan sosial di dalam
masyarakat,
b. Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Di BKM, model kepemimpinan yang diharapkan adalah bersifat kolekuf (atas
nama kelompok) atau tidak bertumpu pada satu orang saja atau yang paling menonjol
(one man show). Dan proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah
BKM atau setidak-tidaknya dilakukan dengan suara terbanyak. Maksudnya bahwa
hasil keputusan yang diambil berpedoman pada musyawarah atau suara lerbanyak
dan bukan merupakan pendapat dan satu orang saja sehingga dari hasil keputusan
tersebut berlaku bagi seluruh anggota BKM. Untuk lebih jelasnya tentang kinerja
BKM terhadap model kepemnimpinan dan pengambilan keputusan penulis sajikan

dalam tabel berikut ini ¢
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Tabel 28, Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Kepemimpinan dan
Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

lf = TINGKAT PENCAPAIAN KINERIA 1
ING | KELURAHAN Baik Baik | Cukup | Buruk | Buruk | JUMLAH
Sekali Sekali
I. | Gadingrejo S bl A R 15
(3333 %) | (5334%) | (1333 %) | (100 %)
3. | Karanganyar | 3 T SRR A 5
' (20 %) | (66,67 %) | (13,33 %) (100 %)
| 3. | Trajeng | 4 g 2 , - i | RS
(26.67%) | (60%) | (13.33%) | (100 %)
[ Jumlah 12 : iy F U E e : 45
| Kescluuhan | (26,67%) | (60%) | (1333%) | | 000 |

Sumber * Data Pri mcf Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 orang (66,67 %) responden dan
Kelurahan Karanganyar yang paling banyak menilai baik terhadap BKM nya
dibanding responden dan BKM pada kelurahan lain. Berarti BKM di kelurahan ini
kinerjanya sudah baik tentang model kepemimpinannya hersifat kolektit' dan tidak
berpedoman pada satu orang saja serta pengambilan keputusan dilakukan dengan
musyawarah atau suara terbanyak.

Karena lembaga BKM  berorientast pada  masyarakat maka
kepemimpinannya bersifat kelompok, tidak tergantung pada satu individu saja yang
berkuasa. Meskipun individu terscbut mempunyai kelebihan disegala bidang, tetapi
belum fentu menjadi wakil sebagai seorang pemimpin. Tetapi persamaan pendapat
dan tujuan bersama yang terhimpun dalam kelompok dintamakan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan di lembaga BKM baik itu untuk
pemilihan anggota BKM maupun hal-hal yang berhubungan dengan keputusan

tentang BKM maka dilakukan dengan cara bermusyawarah. Melalui musyawarah
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untuk mufakat akan dihasilkan keputusan yang adil dan sah yang berguna bag
kelancaran pekerjaan. Jika untuk pengambilan keputusan sudah melalui musyawarah
tetapi belum mencapal suatu kesepakatan dan kebulatan pendapat maka dapat
ditempuh dengan jalan suara terbanyak. Keputusan dapat dinyatakan sah dan
dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak ataupun memjadi aturan baru yang
mengikat seluruh anggota BKM agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, apabila

suara banyak yang menang atau dominan

5.2.3 Tujuan BKM
a. Tipe dan Tingkat Partisipasi
Dalam hal ini tentang kinerja BKM terhadap aspek tipe dan partisipasi maka

angegota BKM dituntut mempunyai partisipas: penuh, aktif’ dan konsisten dalam
pengambilan  keputusan maupun dalam menjulankan tugasnya sesua dengan
perannya  masing-masing  untuk  lercapainya  tujuan  program P2KP  serta
pengelompokan anggota BKM terjadi atas dasar kesadaran akan kepentingan bersama
sehingga mlai sohdaritas antarn sesama warga masyarakat tumbuh lagi dan selalu
berpihak pada masalah orang miskin. Jadi jelas tujuan BKM sebagai wadah berbagai
aktivitas dari warga masyarakat dan meningkatkan kekuatan untuk membantu
masyarakal miskin dalam menanggulangi persoalan yang dihadapi oleh mereka
Untuk mengetahu lebith jelas tentang kinena BKM terhadap upe dan tungkat
partisipasi dapat disimak pada tabel di bawah 1
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Tabel 29. Tanggapan Responden Terhadap Kine

di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan (adingrejo

14

ra BKM Tentang Tipe dan Tingkat Partisipasi

B
NO

{

TINGKAT PENCAPAIAN KINERIA
KELURAHAN " gaik Baik | Cukup | Buruk | Buruk | JUMLAH
Sekali | Sckali
Gadingrejo | 6 W 3 : : 15
(40%) | (46,67 %) | (13,33 %) (100 %)
[Kamnganyar | 90 | 4 | 35— : 15
(60 %) | (26,67 %) | (13,33 %) (100 %)
 Trajeng 7 5 3 Y & - > 15
| | 00m0er | a2 7 @08 | e
Jumlah 22 16 7 = 2 45
Keseluruhan (48,88 %) | r;s.sa %) |' (15,56 %) | (100 %) |

Sumber : Data Primer, Tabun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dan Kelurahan
Karanganyar paling banyak menilai baik sekali temtang kinerja BKM nya. Berarti
BKM di kelurahan ini tipe dan tingkat partisipasi dan anggotanya aktf, penuh dan
konsisten serta pengelompokan anggota BKM terjadi atas dasar kesadaran akan
kepentingan  bersama  sehingga berpihak pada masalah orang muskin Dengan
demikian anggota BKM mempunyal kemnginan  untuk  membanty  memecahkan
masalah yang dihadapi olch masyarakat miskin

Bentuk dari partisipasi anggota BKM adalah mereka menjalankan tugasnya
berdasarkan perannya masing-masing dan merupakan suaty kesadaran yang timbul
dani dalam individu yang sudah menjadi langgung jawabnys sebagai anggota BKM,
Apabila partisipasi muncul dari semua anggota BKM maka pencapaian tujuan akan
cepatl tercapar yaitu membantu menangani masalah kemiskinan Maka dan it
didalam mencapai tujuan, masyarakat miskinlah yang sclalu menjadi obyeknya.

Karena dengan berpihak pada masyarakat miskin (melihat ke bawah) maka hati kita
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akan tergugah secara sendirinya untuk segera ingin membantunya dani kenvataan
yang benar-benar terjadi yaitu muncul suatu usaha untuk merubah kehidupan mereka
menjadi lebih baik, dan mapan
b. Kondisi Komunikasi

Keberadaan BKM banyak menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sebab
sescorang yang dulunya tidak dikenal dengan yang lain, karena letak antara RT yang
satu dengan RT yang lainnya saling berjauhan. Tetapi dengan adanya BKM mereka
saling bertemu sehingga mereka sering mengadakan komunikasi dan komunikasi
yung terjadi adalah dua amh. Dimana mercka saling bertukar pendapat, saling
memberi dan saling menerima akhirnya antara pihak yang satu dengan pihak yang
lainnya saling melenghapi membicarakan lentang berbagai masalah yang berkaitan
dengan P2KP sehingga tujuan BKM didirikan untuk menumbuhkan kembali nilai-
nilai solidaritas dan kebersamaan sesama warga masyarakat dapat terwujud.

Disamping itu tujuan BKM sebagal lembaga forum musyawarah Juga
diterapkan, dimana pada waktu rapat BKM diadakan semua anggota memiliki hak
yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, Semua pendapat dart anggota diterima
dan tidak ada unsur perbedaan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengetahui
lebih jelas tentang kondisi komunikasi pada BKM di tiap-tiap kelurahan, penulis
sajikan dalam tabel di bawah ini
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Tabel 30. Tangapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Kondisi Komunikasi di Tiap-
tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

e T | ~ TINGKAT PENCAPAIAN KINERIA [
N, | KELURAHAN ['_Bﬁ_r “Baik | Cukup | Buruk Buruk | JUMLAH
| | Sekali | | Sekal
1. |Gadingrejo |4 | (T SRR T
(26,67 %) | (60 %) | (13,33 %) (100 %)
2, | Karanganvar | 9 ' 5 I - - 5 |
(60%) | (33,33 %) | (6,67 %) (100 %) ‘
% i'rmjeng T 8 35 - 3 5 ‘
(53,34%) | (33,33%) | (1333 %) | | (100 %) ‘
Jumlah | o -'|__ T e : [ - 45
ot | 6730 a0 o | |

Sumber : Dala_l"rfm_rr,_ﬂhun 2001

Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dar Kelurahan
Karanganyar terbanyak yang mentla baik sekali terhadap kincrja BKM nya. Berarti
BKM di Kelurahan Karanganyar komunikasi yang tenadi antara enggota yang saty
dengan anggota yang lain baik sekali. Dengan kata lain komunikasi terjadi dua arah
dan semua angpots mempunyal kesempatan vang sama untuk menyampaikan
pendapatnya,

Di dalam lembaga BKM. komunikasi yang terjadi antara pihak pengurus,
anggota maupun pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) harus ada hubungar_l
yang timbal balik (dua arah) schingga pengurus akan memaham dan mz:ngﬁtahdf '
segala  permasalahan, hambatan yang dialami oleh KSM baik dalam proses
pembentukan BKM hingga penyaluran dana. Maka dan 1y dengan adanya informasi
maupun keluhan yang diberikan oleh KSM, pengurus BKM akan Segera menanggapi
dan mencarikan solus; yang terbaik.

3
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Begitu juga apabila ada pengumuman dan pusat yang berkaitan dengan
KSM maka BKM segera memberitahukan kepada KSM agar segera diluksanakan dan
dipatuhi semua aturan yang berasal dan pusat tersebut. Disamping 1tu KSM, setiap 3
bulan sekali diberikan kuesioner (daftar pertanyaan) untuk mengadakan penilaian
(evaluasi) terhadap kinerja BKM, kemudian oleh pihak Konsultan Manajemen
Wilayah (KMW), kuesioner yang telah diusi dikumpulkan dan dihitung untuk
mengetahui seberapa jauh kinerja BKM sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan
daeri masyarakat dalam mengemban tugasnya. Semua anggota yang terhimpun dalam
BKM mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendspatnys sebatas
pendapatnya tidak menyimpang dan aturan yang berlaku di BKM,

5.3 Adanya kesadaran Kolektif seluruh warga Komunitas,
Maksudnya bahwa proses kesadaran yang ada pada suatu kelompok untuk

mematuh aturan-aturan permainan yang ada

5.3.1 Menjaga Aturan Main
a. Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik
Apabila dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada rapat
BKM muncul perbedaan pendapat dan para anggotanys maka dan perbedaan
pendapat tersebut  segera diambil  suatu tindakan  yaitu bersama-sama  untuk
menyeleswkan dan sejauh mungkin mencan jalur keluar supaya pendapat yang
berbeda tadi dapat menyatu sehingga diperoleh  kebulatan pendapat  yang
menguntungkan bagi semua pihak vang terlibat dalam satu wadah vaitu BKM.
Karena hasil keputusan nanti akan mempengaruhi bagi Keberlanjutan pelaksanaan
program P2KP, Judi hasil keputusan mendapat kesepakatan bersama bukan berpihak
pada satu pendapat atay keputusan yang diambil berat sebelah. Untuk lebih jelasnya
tentang kinerjn BKM terhadap langkah vang diambil apabila terjadi perbednsn
pendapat dan manajemen konfhik di tiap-tiap kelurahan dapat disimak pada tabel di

bawah ini |
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Tabel 31. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Perbedaan Pendapat dan
Manujemen Konflik di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

' ' | TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA I
) REVRANAN. U Rele | Bk | Gk | Bork | Penk ] usmad
Sekali : Sekali

I | Gadingrejo 7 6 2 : - 1 1%
t (46,67%) | (40%) | (1333 %) | (100 %)

2. | Karanganyar 9 5 T Ry N IS
(60%) | (33,33%) | (6,67 %) (100 %)

"3 | Trajeng T8 5 T : i 15
(53,34 %) | (33,33 %) | (13,33 %) (100 %)

i 24 ' : g 45
Keseluruhan | (53,33 %) | (35,56 %) | (11,11 %) l | (100%)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tbel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dan Kelurahan
Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam menilai baik sekali terhadap
BKM nya. Berarti apabila terjadi perbedaan pendapat dan konflik di BKM Kelurahan
Karanganyar segera mencan jalan keluar yang nantinya akan bermanfaat bagi semua
angpota. Apabila anggota yang satu mempunyal pendapat yang berbeda dengan
anggota yang lain tentang pemilthan calon pengurus BKM, penentuan aturan maka
diselesaikan secara bersama supays hidak sampai mengarsh pada perselisihan
pendapat. Karena nantinya ukan membawa dampak yang buruk terhadap hasil
keputusan BKM yang diambil dan menghambat pada proses pencapaian tujuan,
Perbedaan  pendapat  merupakan  hal yang wajar, lebih-lebih semua anggota
masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapainya

Disamping itu jika terjadi pendapat yang berbeda maka anggota mencari
Jolan keluar yang pada intinya saling menguntungkan semua pihak (win-win solution)
sehingga akan mengurangi timbulnya konflik, Adanya konflik didalam suatu lembaga
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BKM akan merugikan pada anggotz vang lain yang tidak mempunyai masalah
terutama dalam menjalankan tugas anggota lain. Karena anggota tersebut dalam satu
wadah. Jadi apabila anggota yang satu bermasalah maka anggota yang lain
terpengaruh terhadap aktivitasnya dalam usaha pencapaian tujuan bersama.
b. Hubungan Kerga Anggota BKM

BKM yang menjadi forum milik masyarakat dan sebagai insttusi yang
mendapal kepercayaan dari masyarakat maka hubungan kerja yang dikembangkan
antara para anggota yang satu dengan anggota yang lain harus bersifat informal dan
tidak kaku, akrab dan bersuasana saling mendukung serta tidak ada unsur paksaan.
Apabila sampai saat ini anggota BKM tetap menjalankan hubungan tersebut dengan
baik, berarti mereka menjags aturan main yang telah disepakati bersama. Untuk
mengetahui lebih jelas tentang hubungan kerja antara para anggota BKM tiap-tiap
kelurahan maka dalam hal ini, penulis rinci pada tabel di hawah ini adalah sebagai
berikut |

Tabel 32. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Hubungan Kera Anggota

BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA
NO. | KELURAHAN | Baik | Baik Cukup Buruk | Buruk | JUMLAH
Sekali | 1 Sekali
| 1. | Gadingrejo 6 Sl 3 =3 -1/ S
|| (40%) | (3333%) | (20%) ll (6.67 %) (100 %)
3. |Karenganyar | 8 | .4 | 3 | - > 15
(53,33 %) : (26,67 %) (20 %) (100 %)
T ?_ ety = ‘.__.1 o
| (46,67%) | (40%) | (13,33%) | | (100 %)
" Jumlah =1 | 1% | & | - 45
Keseluruhan | (46,67 %) : (33.33%) | (17,78%) | (2.22%) | (100 %)

E‘Tumb-ur * Data l’ri_mc_r._"l':ihun 2001
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Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 orang (53,33%) dari Kelurahan
Karanganyar menunjukkan kinerja para anggola BKM nya baik sekali terhadap
hubungan kerja yany dikembangkan yaitu bersifat informal dan tidak kaku, akrab dan
bersuasana saling mendukung Memang dalam kehidupan di suatu lembaga terutama
BKM yang telah mendapat kepercayaan darn masyarakat untuk menjalankan perannya
maka hubungan kerja yang terjadi antara anggota yang satu dengan yang lain harus
bersifat informal dan tidak kaku, agar didalam pelaksanaan semua pekerjaan cepat
selesai. Artinya hubungan yang berlangsung tidak resmi, santai asalkan tetap
berpegang pada azas keadilan, kejujuran, kesetarsan pender, kemitraan dan
kesederhanaan, Bahkan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan
desentralisasi. Dengan berpedoman pada azas dan prinsip tersebut maka tujuan akan
fercapai.

Disamping itu keakraban antara anggota yang satu dengan yang lain harus
terjalin dengan baik dalam upaya pencapaian tujuan. Dengan saling akrab, apabila
anggota yang satlu mempunyai masalah dalam pekerjaannya maka mereka tidak akan
merasa malu untuk bertanya dengan vang lain Begitu juga apabila anggota
mempunyai pendapat yang berkaitan dengan kemuuan dan keberhasilan BKM maka
anggota lain akan banyak yang mendukungnya. Karena mereka antara anggols yang
satu dengan anggota yang lainnya merasa sudah menjadi satu keluarga.

5.3.2 Menegakkan Aturan Main
a. Posisi Masyarakat
Keberndaan masyarakat di dalam BKM sangat berperan, dimana posisinya
sebagai subyek atau penentu kebijakan yang terkait dengan permasalahan mereka
sendin, Artinya mereka sebagal peserta rapat dalam BKM, apabila mempunya
masalah atau tidak, maka mercka sendini yang mengetahui hal tersebut merupakan
masalsh atau bukan dan jika hal tersebut merupakan masalah berarti membutuhkan
langkah segera untuk memecahkan masalah tersebut. Dan pada saat forum BKM
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diadakan maka masalah yang dihadapi dilaporkan kemudian pada rapat tersebut akan
dibahas untuk dicarikan pemecahan yang terbaik.

Apabila masyarakat waspada terhadap berbagai masalah pada dinnya dan
segera berusaha untuk membawanya ke forum BKM berari mereka telah
menegakkan aturan main sehingga dan forum yang diadakan BKM dalam membahas

masalah tersebut akan diambil suatu keputusan yang berguna bagi semua anggota

BEM. Untuk lebih jelasnya tentang posist masyarakal sebagai subyek dan penentu

kebijakan terhadap masalahnya sendin, maka penulis rinei pada tabel di bawah 1m
adalah sebaga berikut

Tabel 33, Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Posisi Masyarakat di Tiap-
tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

|
NO! | KELURAHAN
I. | Gadingrejo
2 -ﬁhrﬁng.a.rilyar- -

| . 1

| 3. | Trajeng

T Tomiah

‘ Keseluruhan

“TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA
Baik | Baik Cukup Buruk l Buruk | JUMLAH
_i"k’i]_'_ MY | 4 ( Sckal
4 . 8 3 E I : 15
(26,67 %) 1 (5333 %) | (20%) | (100 %)
e T T i N ' _i‘ £ —i 15
(20 %) | (73.33 %) | (6.67 %) | | (100 %)
T 10 [ . { . 1 15
(26,67 %) | (66,66%) | (6,67 %) | | (100 %)
T AT A s : ‘ ! 45
(24,44 %) | (64,45 %) | (11,11 %) | ‘ 1 (100 %)

Sumber - Data Fhm_u?. Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa

Il orang (73,33%) dan Kelurahan

Karanganyar menilai baik terhadap kebersdsan dani anpgota masyarakal yang
berperan sebagai subyek (pelaku) atau penentu kebijakan terhadap hasil keputusan,

Artinya masyarakat secara langsung harus mengetahw kinerja dari masing-masing
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anggota BKM nya dan memantau semua pekegaan yang dilakukan demi keberhasilan
BKM untuk masa yang akan datang Oleh sebab itu masyarakat juga harus akuf
dalam BKM yang ada dimasing-masing kelurahan dalam usaha untuk membantu
memecahkan masalah yang dihadapi olch masyarakat yang berada pada kondisi yang
miskin.

Kebijakan yang diambil harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat
miskin dalam merubah kehidupan mereka dan berguna bag pelaksanaan pekerjaan
selanjutnya. Disamping itu kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi
atas permasalahan yang ada schingga aturan tetap ditegakkan.

b. Model Penanganan Pekerjann

Pekerjaan yang ada di BKEM menjadi tanggung jawab bersama dan harus
dikerjakan bersama oleh seluruh anggota BKM. Meskipun pembagian tugas
didasarkan pada jabatan mereka masing-masing, bukan berarti yang mendapat bagian
tupas saja yang harus mengerjakan sedangkun yang lain atau yang tidak memperoleh
bagian hanya malihat dan berpangku 1angan saja Tetapi maksudnya adalah mereka
semua vang menjach anggota BKM harus saling membantu demi kelancaran program
P2KP

Dalam melaksanakan suatu tugas apabila ada anggota yang tidak bisa maka
mereka yang bisa harus segera mengajaninya, sedangkan pihak yang diben
kepercayaan untuk melaksanakan tugas merasa tdak bisa maka harus segera mencari
tahu agar semua pekegaan selesai tepat waktu schingga tyjuan P2KP terwujud.
Dengan demikian apabila kesadaran akan tanggung jawab dan rasa kebersamaan
terhadap pelaksanaan tugas muncul pada seluruh anggota berarti mercka telah
menegakkan aturan main yung berluku. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap kinerja
ketiga BKM tentang model penanganan pekerjaan, penulis nnci dalam tabel benkut

ini
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Tabel 34. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Penanganan Pekerjaan
di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

[ =) - i TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA |
| NO. | KELURAHAN ™ Raik Baik | Cukup | Buruk | Buruk | JUMLAH
! | Sekali l j Sekah
| 1. | Gadingrejo 5 7 3 - 15 )
| (33,33 %) | (46,67%) | (20 %) | (100%)
2, ﬁaranganyar 3 B | 2 il - 15
i (20 %) (60 %) (20 %) (100 %)
3. | Trajeng 6 7 2 - 5|
Sl (40 %) (46.67%) | (13,33 %) [ (100 %)
! Jumlah 14 ‘} 23 ) ]' : 45
Keseluruhan (31,11 %) fsm_t %) | (17,78 :a | il {Fm{r %)

gu_rtlbcr 1 Data Frﬁ]ér, Tahun 2001

Dari tabe! di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan
Karanganyar menilai baik terhadap kinerja BKM tentang model penanganan
pekerjaan. Berarti BKM pada kelurahan ini, semua pekerjaan yang dilakukan menjadi
tanggung jawab semua anggota BKM dan tidak ada pembedaan terhadap anggoia
yang mendapal tugas berdasarkan jabatan mercka masing-masing dengan mereka
yang tidak mendapat tugas.

Untuk masalah pekerjaan menjadi tanggung jawab seluruh anggota BKM.
Maka dari itu apabila individu sudah menjadi anggota BKM, mereka harus
konsekuen dengan menjalankan tugasnya. Misalnya bagi KSM (Kelompok Swadaya
Masyarakat) sebagai penerima bantuan dana, apabila terlambat unuk mengembalikan
dana pinjaman maka pihak dart BKM yang berfungsi sebagai penyalur dana

memberikan sanksi yang telah disepakati bersama. Bentuk sanksi antara kelurahan
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yang satu dengan kelurahan yang lainnya berbeda-beda tergantung perjanjian yang
dibuat bersama, misalnya pembernian denda.

Sebelumnya nama-nama KSM terlambat membayar angsuran diumumbkan
pada papan pengumuman di depan kantor BKM. Jadi nama-nama tersebut diketahui
och KSM lain. Maka KSM yang terlambat tersebut akan menjadi bahan pembicaraan
KSM lain atau anggota masyarakat schingga KSM yang terlambat membayar akan
merasa malu, akhimya KSM berusaha untuk cepat-cepat mengangsumya dan
berusaha tidak mengulangi kembali keterlambatannya dalam mengangsur. Sedangkan
bagi pengurus BKM harus mengambil kebijakan secara adil terhadap permasalahan
yang dihadapi oleh KSM sehingga antara Kedua belah pihak tidak ada yang merasa
dirugrikan. Artinya pengurus BKM mencari alternatif terbaik (jalan keluar) untuk

membantu KSM yang bermasalah,

5.3.3 Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main
a. Motil Keterlibatan Anggota
Dalam mengawasi aturan main diperlukan adanya kesadaran dan keterlibatan
langsung yang tumbuh dari seluruh anggota BKM secara sukarela dan tanpa pamrih,
Karena apabila tidak didasari adanya rasa ikhlash maka pekerjaan yang telah
dilakukan akan sia-sia. Disamping itu dalam kegiatan pengawasan terhadap aturan
yang ada membutuhkan tenaga dan pikiran vang secara keseluruhan harus difokuskan
pada kegiatan tersebut Khususnya yang menyangkut tentang pengambilan keputusan
pada rapat BKM maupun pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan
yung dilakukan oleh KSM, yang pada intinya masih ada hubungannys dengan
program PZKP. Keterlibatan dari anggota merupakan hal yang essensial maka apabila
tidak ada anggota, pekerjaan di BKM tidak ada yang menjalankan. Untuk itu
keberadaan dant anggota yang aktf, baik dalam memberikan pendapat, pikiran
maupun tenaga sangat membantu dalam terwujudnya tujuan P2KP. Untuk [ebih

Jelasnya dapat disimak pada tabel di bawah ini
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Tabel 35, Tanggapan Responden Terhadap Kinena BKM Tentang Mouf Keterlibatan dari

Anggotanya di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

' TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA

| l
Nﬂ.% KELURAHAN Baik i " Baik | Cukup [ Buruk ‘ Buruk 1 JUMLAH
|1 Sekali | | | Sekali |
1. | Gadingrejo ;&P | 6 2 = | |15
(46,67%) | (40%) | (13,33%) ,' (100 %)
2. | Karanganyar | _9—_'7 Ci - 'E - 15
[{-.I_'J_"F_’n_j__l (26,67 %) _:_|3.33 ?’a] Ii (100 %)
3 | Trajeng 8 | 5 2 - | - 15|
| | (5334%) l (33,33%) | (13,33% i (100 %) |
| T TR G- B e S = : 45
Keseluruhan | (53,33 %) | (33,33 %) ' (13,34 %) | (100 %)

Sumber * Data f‘rim?rﬁ"nhun 2001

Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan
Karanganyar menunjukkan keterlibatan dan anggotanya secara sukarela dan tanpa
pamrih bernilai baik sekali. Anggota vang terlibat dalam lembaga BKM harus bekerja
sepenuhnya bagi kemajuan BKM, Maka dari itu sifat sukarcla yang harus ditanamkan
pada setiap individu baik dalam pembagian tugas, pembenan hak suara secara ikhlash
tanpa ada unsur pamah dikemudian han. Tidak dapat dipungkin memang manusia
hidup di duma untuk mencan nilai tambah dihadapan individu lain. Lebih-lebih
dihadapan pada pimpinan. Tetapi sifat tersebut dalam BKM tidak diterapkan baik itu
pengurus, angpots sama saja. Semus mempunyar peluang atau hak vang sama scbagai
anggota dalam BKM.

Artinyd individu yang mempunyai kelebihan memberikan bantuan kepada
mereka yang tidak bisa dalam memjalankan tgasnys sedangkan individu yang
mempunyai kekurangan untuk menjalankan tugasnya dihilangkan rasa malu untuk

berfanya dan anggapan sebagai manusia yang rendah. Oleh sebab ity mereka yang
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merasa kKurang pengetahuannya harus segera mencan tahu atau bertanya kepada

mereka yang mempunyai kelebihan,

5.3.4 Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah
a. Adanya Umpan Balik

Apabila aturan main yang telah disepakati bersama tetapi setelah diterapkan
banyak anggota yang merasa keberatan untuk melaksanakan, Karena disebabkan oleh
kondisi yang tidak mendukung, maka apabila perly untuk diubah secepatnya dapat
dilakukan demi tercapainya program P2KP sehingga aturan yang semula sifatnya
memberatkan tetapi setelah diganti dengan aturan dan menjadi kesepakatan bersama
maka seluruh anggota BKM dapat melaksanakan aturan baru tersebut dengan baik
dan tidak ada unsur paksaan.

Maka dari itu dalam mengubah aturan semula menjadi aturan yang haru juga
dibutuhkan adanya umpan balik sebagai titik masuk (entry point) dari anggota yang
satu dengan yang lain, apabila dalam melaksanakan pekerjaan mengalami kesulitan
schingga dan kesulitan tersebut akan dibahas pada rapat BKM kemudian dihasilkan
suatu keputusan yang berguna bagi kelancaran kegiatan berikutnya yang akhirnya
dapat bermanfaat bagi selurubh anggota BKM. Untuk mengetahu lebih jelas terhadup
kinerja BKM tentang diperiukannya umpan balik dalam mengadakan perubahan dani
dturan semula diganti dengan yang baru, penulis sajikan pada tabel di bawah ini -
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Tabel 36, Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Adanya Umpan Balik Untuk
Mengadakan Perubahan pada Aturan Main di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan

Gadingrejo
e e | O  TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA N T
| NO. | KELURAHAN |f Baik | Baik Cukup I Buruk | Buruk | JUMLAH
| Sekal | el !
1. | Gadingrejo | 5 7 3 | - - 15
'1| (33,33 %) | (46,67 %) | (20 %) (100 %)
2. | Karanganyar | 4 9 2 ! . - 15
| (2667%) | (60%) | (13.33%) | (100 %)
3. | Trajeng 5 g | 2 R : 15
1 (33,34 %) | (5334 %) 1_“3.33 %) : (100 %)
Jumlah 14 #® T T\ A : 45
Keseluruhan (31,11 %) | (5333 %) | (15,56 %) | (100 %)

Sumber . Data Primer, Tahun 2001

Dan tabel di atas dapat dilibat bahwa 9 orang (60%) menila baik terhadap
kinerja BKM tentang dibutuhkannya umpan balik dalam mengadakan perubahan
terhadap aturan main yang semula untuk diganti yang baru agar dipatuhi oleh seluruh
angpota BKM. Karena aturan yang semula sifatnya memberatkan sehingea banyak
anggota BKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya

Disini KSM yang mempunya masalah atau hambatan dalam usahanya
melapor kepada BEKM buik masalah tentang pempembalian piyaman  kreditnya,
usaha yang dilakukan hingga fenomena yang terjadi di lapangan sehingga BKM akan
mengetahu setiap permasalahun yang dihadapi oleh KSM. Boleh jadi masalah antara
KSM yang satu dengan yang lainnyaberbeda bahkan juga ada vang sama. Perolehan
informasi dan KSM-KSM maka BKM akun berusaha semaksimal mungkin untuk
mengatast masalah tersebut. Dengan demikian apabila permasalahan yang dihadap
dapat disclesaikan dan masalah yang muncul baik discbabkan oleh kinerja BKM
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yang salah maupun dari KSM sendiri yng tidak disadari, maka dengan adanya umpan
balik melalui komunikasi antara kedua belah pthak akan membantu kelancara
pekerjaan berikutnya untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan perannya dalam
upaya membantu menanggulangi kemiskinan schingga masalah yang akan datang
keeil kemungkinannya

5.4 Perhitungan Untuk Mengukur Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan
Komunitas Lokal Pada BKM
Selanjutnya untuk mengetahu Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas
Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada ketiga
BKM di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng maka perhitungannya
menggunakan Skor Kelayakan Peran BKM dan Skor Tingkat Kinerja BKM seperti
yang sudah dijelaskan pada Bab | pada Analisa Data.

3.4.1 Tingkat Kelayakan Peran BKM
Untuk menentukan kelayakan peran BKM maka langkah yang harus
ditempuh adalah mencari skor rata-rata sgregal dengan cara membagi jumlah skor
total responden dengan jumlah responden. Hasilnya digunakan untuk menilai
kelayakan BKM dalam menjalankan perannya, dimana BKM dikatakan layak apabila
memiliki skor mimmal 51. Dalam konteks ini. BKM dapat dianggap memenuhi cin-
cirt - sebagar lembaga yang bertumpu pada masyarakal  (communiny-based
organization), Dan penjelasan di atas, maka untuk mengukur tngkat kelayakan peran

BKM menggunakan rumus sebagai berikut -

Rumus :

Skor Kelayakan Peran BKM = Jumlah Skor Total Responden
Jumlah Responden

#
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Berdasarkan data vang diperoleh maka untuk Kelurahan Gadingrejo dan 15
responden terhadap 17 aspek yang mendapat skor 5 sejumlah 92 orang, skor 4
sebanyak 118 orang, skor 3 sejumiah 42 orang, skor 2 berjumlah 2 orang sedangkan
yang mendapat skor | berjumlah 1 orang Untuk Kelurahan Karanganyar dar 15
orang vang mendapat skor 5 berjumlah 97 orang, skor 4 sebanyak 125 orang, skor 3
sejumlah 32 orang, skor 2 hanya berjumlah | orang dan yang mendapat skor 1 tidak
ada. Sedangkan untuk Aelwrahan [rajeng dan responden sebanyak 15 orang vang
mendapat skor 5 berjumlah 94 orang, skor 4 sebanvak 122 orang, skor 3 berjumlah 37
orang, yang mendapat skor 2 dan skor |, masing-masing berjumlah | orang.

Dari penjelasan di atas untuk mengetahui lebih jelas tentang jumlah
responden terhadap 17 penilaian kinerja BKM pada masing-masing kelurshan di

Kecamatan Gadingrejo maka penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah i :

Tabel 37 Jumlah Responden yang Menilar Terhadap Kinenga BKM nya Masing-
masing, Berdasarkan 17 Aspek Penilaian pada Kecamatan Gadingrejo

| | 1| SKOR p> I JUMLAH
NO. | KELURAHAN | 5 [ 4 [ 3 2 I | (orang)
1. |Gadingrjo | 92 | us | 42 | 2 [ 255
2. | Karanganyar a7 : 125 I 32 1 r =L |7 = S5 Il
3 ‘ Trajeng 94 | 122 | 37 =t 1 S R T
TLUMLAH | | 289 'raéﬁj[ e 2 [ ?65"?

Sumber | Data I'rin‘.u.fr; Tahun 2001

Dari tabel di atas, maka dapat dihitung skor kelayakan peran BKM di tiap-
tipp kelurahan yang ada di Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan adalah sebagmi
berikut :
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JumlahSkor Total Responden Kel. Gadingrejo
JumiahRespondenKel Gadingrejo

a)Skor KelayakanPeran BEM Kel Gadingrejo =

D
Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Gadingrejo = 232) +4{118) ¢ 2(42) + 22y + 1)

15
460 + 472 4126+ 4 + 1

. T

1063

s

= 70.87

* Dan perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada
Kelurahan Gadingrejo schesar 70,87

JumlahSkor TotalRespondenKel Karanganya

b)SkorKelayakanPeranBKM Kel Karanganya =
) i L JumlahRespondenKel Karanganya

S(97)+4(125) +3(32)+2(1) + 1(0)

Skor Kelayakan Peran BKM Kel Karanganyar =

15
485+ 500 +96 4240
: 5
1083
= IS
- 7220

¢ Dan perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada
Kelurahan Karanganyar sebhesar 72,2
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¢) Skor Kelayakan Peran BKM Kel, Trajeng = Jumlah Total Skor Responden KEjl. Trajeng
Jumlah Responden Kel. Trajeng

S(94)+4(122) +3(37)+2(1)+ (1)
15

Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Trajeng =

15

= 1072

15

== FL4T
* Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada

Kelurahan Trajeng sebesar 71,47,

Berdasarkan perhitungan di atas tentang skor kelayakan peran BKM di tiap-
tiap kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

‘Tabel 38. Skor Tingkat Kelayakan Peran BKM Berdasarkan Kinerja BKM pada Tiap-
tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

' No. | Kelurahan | Juﬁilah"i{csmndcn Skor Kelayakan Peran Kinerja Peran
| (orang) ! BEM BEM

[ 1. |Gadngreio TR 70,87 | Layak |

2. | Karanganyar 15 72,20 Layak |
3.7 | Trajeng %5 al 7147 " Layak
I.IUMLAH“““._'__—_ T : 3 214,54 | Layak

Sumber : Data Pm_'n_;.r T.il.l.llll.ll_'l 2001
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum ketiga BKM yang ada di
Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng dianggap sudah layak untuk
menjalankan perannya sebagar institust atau lembaga komunitas lokal dalam Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), Karena skor rata-ratanya sebesar
71,51 maka nilainya cukup jaub di atas skor minimal vang disyaratkan dalam Manual
Provek yaitu 51 Dimana untuk BKM Kelurahan radingrejo skor kelayakannya
sejumlah 70,87, BKM Kelurahan Karanganyar skor kelayakannya sejumlah 72,20
dan Kelurahan Trajeng skor kelayakannya sejumlah 71,47 maka ketiga BKM yang
ada di kelurahan tersebut sebagai lembaga yang bertumpu pada masyarakat
(Community-hased orgamizanion) dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan
kelembagaan baik dari proses pembentukan BKM hingga pelaksanaan tugasnya,
masyarakatlah yang mempunyai peran utama. Dari ketiga BKM di kelurahan tersebut
terlihat bahwa tingkat skor kelayakan peran BKM yang paling tinggi adalah BKM
Kelurahan Karanganyar yaitu senilai 72,20 dibanding BKM pada kelurahan laimnya

5.4.2 Tingkat Kinerja BKM
Setelah diketahui skor tingkat kelayakan peran masing-masing BKM pada
Kelurahan Gadingrejo maka langkah selanjutnva adalah menghitung tingkat Kinerja
BKM. Dalam mengukur tingkat kinerja BKM dapat dihitung dan skor rata-rata per
aspek yang dievaluasi. Caranya yaitu dengan membag) skor agrepat tingkat kelavakan
peran. BRM dengan jumlah aspek  Kinerjanya scbhanyak 17 Kategor tingkat
pencapaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut Jika ;

(@) tingkat kinerja buruk sekali = skor pencapaian kinerja antara 1,00 hingga 1,80

(b) tingkat Kinerja buruk skor pencapatan Kinerja antara 1,81 hingga 2,60
(¢) tingkat kinerja cukup - skor pencapaian kineru antara 2,61 hingga 3,40
(d) tingkat kinerja baik skor pencapaian kinerja antara 3,41 hingga 4,20

(¢) tingkat kinerja baik sekali  skor pencapaian kinerja antara 4,21 hingga 5,00
Pari penjelasan di atas, maka untuk menghitung tingkat kinerja BKM

menggunakan rumus sebagai berikut
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Rumus

Skor K::lu}-'z!kan Peran BEM
|7 (aspek)

Skor Tingkat Kmerja BKM =

Berdusarkan hasil dan perhitungan skor kelayakan peran BKM, dimana
untuk skor kelayahan peran BKM di Kelurahan Gadingrejo sebesar 70,87, skor
kelavakan peran BKM di Kelurahan Karanganyar sebesar 72,20, Sedangkan skor
helavakan peran BKM di Kelurahan Trajeng sebesar 71,47 maka langkah selanjutnya
dapat dihitung skor tingkat kinerja BKM pada masing-masing BKM adalah sebagai
berikut -

Untuk
a)Skor Tinghat Kinerja BKM Kel Gadingrejo = SR0r Koimyaien s erar;:iKM Rel. Cadingrejg
70,87
17
4,17

* Dari perhitungan di atas, dibasilkan bahwa untuk skor tingkat kinerja BKM pada

Kelurahan Gadingrejo sebesar 4,17,

Skor Keluyakan Peran BKM Kel Karanganyar

b) Skor Tingkat Kinerja BKM Kel. Karanganyar = ——— 5

12,20
17

= 425
e Dan perhitungan di atas, dibasilkan bahwa untuk skor tingkat Kinerja BKM pada

Kelurahan Karanganyar sebesar 4,25,
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¢)Skor TingkatKinerjaBKM Kel Trajeng=

166

_ Skor KelayakanPeran BKM Kel Trajeng

17

¢ Dari perhitungan di atas, dihasilkan bahwa untuk skor tingkat kinerja BKM pada

Kelurahan Trajeng 4,20

Berdasarkan perhitungan tentang tingkat kinerja pada ketiga BKM di

Kecamatan Gadingrejo, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini -

Tabel 39. Skor Tingkat Kinerja BKM di Tiap-Tiap Kelurahan Kecamatan Gadingrejo

———— ————

Jumlah | Skor Kelayakan ] Skor v -?
No. ‘ Kelurahan Responden Peran BKM | Tingkat Predikat
| (orang) Kinerju BKM
f_ _:Gadlngrcjﬂ ”—r—ﬁ 70,78 4,17 Baik
2. | Karanganyar |5 72,70 425 Baik Sekall
3 ITr.'ijr:ng N (BT 71.47 4,20 Baik |

i

Sumber - Data Primer. Tahun 2001

Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja dan tiga BKM menunjukkan
tingkat kinerja yang “baik”, dimana untuk Kelurahan Gadingrejo dengan skor tingkat
kinerja BKM nya sebesar 4,17 Kelurahan Karanganyar sejumlah 4,25 dan Kelurahan
Trajeng sebesar 4,20 Data tersebut menunjukkan tingkat kinerja untuk Kelurahan
Karanganyar dengan predikat “baik sckali” sedangkan untuk tingkat kinerja pada
Kelurahan Trajeng dan Gadingrejo menunjukkan predikat “baik”. Terbukti bahwa

ketiga BKM tersebut sudah berdaya sebagai kelembagaan komunilas lokal,
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner
maupun interview vang kemudian penulis susun dalam bentuk tabel frekuens: stlang
dan melalu perhitungan Skor Kelayakan Peran BKM, Skor Tingkat Kinerja BKM
serta diberi penjelasan maka setelah perhitungan selesai dapat diketahui dari BKM
kelurahan mana yang mendapat skor terunggi dibanding BKM pada kelurahan
lainnya, Jlika MVE Jertinggi berarti BKM tersebut sudah mampu EME‘_—"EE“"
masyarakat setempat melalw kelembagaannya. Untuk ity penulis dapat menank
kesimpulan dar I'}'dsi-'l penelitian ity adalah sebagar berikut -

4. BRM yvung ada di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng kinerjanva
sudah menunjukkan  kelavikan sebagar kelembagaan Komunitas Jokal yang
bertumpu  pada masyvarakal — (conmunity hased-orvamzanon)  dan dapat
menjalankun perannya dengan baik Karena skor kelayakan peran ketiga BKM
sudah berada diatas S1. Terbukti untok Kelurahan Gadingrejo, skor kelayakan
peran BEM nya sebhesar 70,87, Kelurahan Karanganyar, skor kelayakan peran
BKM nya schesar 72,70 dan untuk Kelurahan Trajeng, skor kelayakan peran
BEM nya sebesar 71,47, Berar ketiga BKM tersebut datam kineranya memang
bennr-benar mengutamakan untuk kepentingan masvarakat bukan berorientasi
pada satu orang saga, bak dadam pengambilan keputusan hingga pelaksanaan
tugasnya masvarakatlah vang harus menoijol Artinya masyarakat mempunya
peran andil di dalam lembaga tersebut Karena BEM tanpi masyarakat tidak akan
herdin dan terbentuk

b Untuk tingkat kinerja ketiga BKM dan Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan
Trajeng secara umum “baik” dan sudah menumukkan sehagar kelembagaan
kamunitas lokal yang semakin berdaya, dengan tingkat pencapaian  kinerja

terunggs dicapar oleh BKM pada Kelurahan Karanganyar, dimana  unuk

67
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Kelurahan Karanganyar berpredikat “baik sekali” dalam Kinerjanya selama ini
Untuk Kelurahan Trajeng dan Gadingrejo menunjukkan predikat “baik™. Artinya
ketiga BKM pada keturahan tersebut sudah berdaya melalui pelaksanaan dalam
memjalankan perannya untuk membanty masyarakat yang mempunyai masalah
terutama masalah kemiskinan. Berarti dari ketiga BKM tersebut sudah berfungsi
keberadaannya sebagai penyalur dana bantuan PRKP untuk masyarakat yang
miskin sehingga mereka dapat terbebaskan dan keluar dari lingkaran kemiskinan
¢ Hasil penelitian yang cenderung bernilai “baik™ dari kinerja BKM baik di
Kelurahan Karanganyar, Gadingrejo maupun Trajeng disebabkan oleh adanya
proses pendampimgan Provek Penanggulangsan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP),
Apabila setelah proses pendampingan tersebut selesai (provess facing our), akan

dimungkinkan atau dikhwatirkan Kinerja BKM akan mengalami penurunan

6.2 Saran
Saran sangat diperlukan unuk perbaikan kinerja BKM vang masih kurang
baik agar Kincrjanya bernambah baik sekali Disamping ity sebagai keberlanjutan
pelaksamuan dan program P2K P SUpava tepat sasaran sehingea BKM yang dianggap
kurang bk dalum menjalankan tugasnva dapat diketahui dan dengan segera berusaha
untuk merubah sistem Kincrunyi yang sesual dengan aturan BKM yang berlaky,
Adapun saran-saran yang sangat beemanfuat untuk perkembangan Kinera BKM untuk
vang akan datang adalah schagai berikul
I Uinuk BKM  Kelurahan Liadingrejo agar lebih ditingkatkan Kinerjanya dalam
menjalankan perannya sebagai hasil keputusan yang telah disepakati bersama oleh
seluruh masyarakat Disamping iy hubungan Kerja harus bersifut informal dan
Hdak Kaku, akrab dan saling mendukung perlu dikembangkan dan diterapkan
sebagar perwigudan menjaga aturan main yang telah discpakan bersama agar
seluruh anggota BEKM tetap mematuhinya schingga menjadi semakin berdaya

sebaga  helembiagasn  komunitas  lokal yang  bertumpu  pada  masyarakat
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(communuty based-organization). Dengan jalan memngkatkan dan melaksanakan

perannya dengan baik,

[t

- Perlunya peningkatan kinerja BKM pada Kelurahan Trajeng yauu keterlibatan dari
para anggots BKM nya dalam melaksanakan aktivitasnya berdasarkan pembagian
tugas masing-masing. Dengan demikian BKM di kelurahan tersebut akan memjadi
semakin berdaya sebagai kelembagaan komumitas tokal

Pengan demikian untuk BKM Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Gadingrejo
lebih ditingkatkan dalam Kinea maupun parusipasi dari seluruh anggotanya. Apabila
hal tersebut dilakukan dengan baik nantinya akan bisa menyamal BKM  pada

Kelurahan Karanganyar yang kinerjanya “baik sekali” Disamping ity untuk

mencapal Kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang maka amtara anggota

BKM yang satu dengan anggota BKM lainnya harus saling berkomunikasi, tukar

pendapat agar tujuan P2KP benar-benar terwujud
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Pada  kesempatan im penilis memohon  kerelaan  dan  kesediaan  dan

Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi semoa pentanvaan i hawah ini Dan penulis

mengharapkan agar jawaban dan saudara sesuai denpan kenyataan dan kondisi vang

ada. Artinya tidak ada unsur kerahasiaan dan terfutup dalam menjawab pertanyaan-

pertanyian. Karena jawaban dari saudara semua, nantinya akan sangat berguna dan

membantu penulis dalam penganahisaan data Untuk itu penulis mengucapkan terima

Kasth yang scbesar-besarnva atas partisipasi saudara semua dan bantuan vang anda

berikan yang dijadikan sebagai sumber data bagi penulis.

2.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

silah identitas anda berdasarkan dan petanyaan-pertanyaan yang adu.

Berilah tandi cheek hist (v ) nada <alah sarn kolom derajm pencapaian kinena

sesual denpan kondis kinena vane diharapkan berdasarkan situasi BKM vang ada

Ui kelurahan anda

Rula Jeowabun Ance Utk Derapet Pencapaian Kineria, jika memilth -

(1) Anda memlm buruk sekali, berarti BKM anda menggambarkan derajmt
pencapaian yang sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan,

(2) Anda menmlai buruk, berarti BKM anda menggambarkan derajal pencapaian
vang masih jaub dan kinerja yang diharapkan.

(3) Anda menilai cukup, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian
yang telah menjurus pada kinera yang diharapkan.

(4) Anda mendai baik, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian
yang hampir sama atau mendekati kinerja yany diharapkan.

(5) Anda menilai batk sekali, berarti BKM anda mengeambarkan  derajat

pencapaian yang sama dengan Kinerja vang diharapkan
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KUESIONER
Daftar Pertanyaan

No. responden

Kelurahan

* IDENTITAS RESPONDEN

| Nama

(¥ )

Umur

3 Jemis kelamin b/ B

-—

Alamiat

“h

Aguma

-

Pendichikan werakhir

=~}

Status Kawin / Belum kawin / Janda / Duda g

- Jabatan anda di masyarakat sebagal apu

o

*) Coret yang tidak perly
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ISTLAH SESUATI DENGAN PETUNJUK YANG TELAH DISERUTKAN DI ATAS

[ ! DERAJAT !
J N | ASPEK PENILAIAN KONDISTIKINERIA YANG DIHARAPKAN PENCAPAIAN '
| KINERJIA |
= N . : I T
| Tupan  dan Proses | # BKM secars konsisten menjalankan kegiatan vang | I | _T
Pengambilan Keputusan tefah  dirumuskan dan  disepakati bersama oleh | ‘ | ‘ r
I' . selurul Mipsyarakal | .l
2. | Mckanisme | ¢ Angea pehbat  langsung  dalam proses | | | [
s Pengambiian Keputusan pengumbilan Kepulusan . B ] |
3 Dhistribusi Kekuasasn ¢ Aktvites  dan hewenangan  terschar  scomrn |
Irrl'-fn'.ri:ri:.ur.a] pfn“& |'n;m'h—[-i'|iﬁ=\‘ v feriibal Srﬂl‘lﬂ.‘i.r $ | i
: : | agRo ik —~—— S e sl | 11 =
4 | Comk Kepentimpinan Angpoda BKM mampe: berperan sehanai fasiftator, !
veitu pihak yeng memfasilitest wergn. khususnys
mggota KSM agar dapsi menjalankan kegiatannys
i _ . dengan baik 3 {
5. | Peran Anggotn BKM ¢ Schugm  pengambil  misatil  perencanaan  dan |
—_—— £ = pelaksanaan 5 . | 1 —_—
b | Proses Pembentukan | & Dibentuk dan “bawash” dan atas Kepentingan warga |
. BEM *  lika tdak dikebendaki, pembentukan BEM haros | r
| dibatalkan dan  program  ndak  dilaksanakan i |
kelurahan ini,
¢ Proses  pembentuban BKM menggunikan
Bl pendekatan dan teknik partisipatift B
T | Pengaruh dari Luar ¢ Relauf rendab, BEM terbentuk murm atas kehendak .
IS, LY . 5 ST o i, dii oleh karena it bersifin relaii stvnom ! ]
| B0 Onentasi Kepominguonas & Anggota BRM beronemasi ke bawah serna menwabdi !
| : dan Loyalites Anguona penuh pada Repentinsan masyarahac A J N | S
| 9 Madel Kepenimpinne | o Kepentimpiman kolekiif odak ada individy menonjiol | ' .
, tan Penpambilan i
L | Kepuisan == - . | S |
T Tipe  dan Tingkat | o Diluragpkan partisipass penuh dan konsisten |
Partisipasi ¢ Pengelompokan tefadi stas dasar kesadaran dan |
| kepentingan bersama | |
A ) T : ¢ Berpiak pada masalah orang miskin ]
| Kendisk Komunikias *  Tenud dua arah
Ii ¢ Semua anggots menmiliki bak  yang sama umuk
s I L . Mmenyampaikan pendapatnya e
12 Perbedaun Pendupat dan & Diselesaikan bersama
Manajemen Konflik ¢ Sejauh muogkin dwpayakan jalan keluar  yang
s - = meaguntunghan scowa pihak (win-wae solution) |1 |
P Hubanggan Kejie | & Informal dan tdak kaku € i
Awmoin e Akaub den sding wenduking : - =
13| Vosisi Masyarakat | ¢ Masymabian nieojadi subyeh atau penentis kebijskan Vi
15 | Model Penanganan | o Seluruh  peheruan adalah anggoms  jawab das
L i Rega P ikegakan bersaena oloh sefomib anygota BKM ! e b
e | Mustif Ketedhibatan o Sukarels dan Ty pasrnnth
| Angeoty e e PR, .
T | Adanya Umpan Balik | ¢ Sangat dibutubian sehagar ttik masuk (emiry point) |
| ‘ | buw kelancaran pekerjasn berikuttya Ji i
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Lamgpiran 1

REKAPITULASL  IDENTITAS RFESPONDEN
No. f Mama Kelurahan Jenis Umr m Alamat Agama | Pendidikan Status Jabatan
Responden Kelamin | (tahun) {Kota Pasuruan) Terakhir Perkawinan | Di Masyarakat
I SHOLEHUDDIN | Gadingrejo i 49 |7 Timor-Timur No, 192 A Islam SLTA Kawin KSM
b= g HASAN Gadingrejo L 32 |Ji. Halmahera No. 32 Islam SLTP Kawin Kewa RT. 111
3 IWAN Gadingrejo L 53 [JI Halmahera No. 142 I Islam SLTA Duda Ketua RW 111
4 M. AMIN Gadingrejo L 54 |J1 Timor-Timur No. 43 Islam SLTP Kawin KSM |
m MASRINI Gadingrejo P 37 |1 Sinonggo No, 18 Tslam SLTA Janda KS5M
6 MOEDONO Gadingrejo L 50 |JL Hangtuah Gg 11 Islam SLTA Kawin | Ketua RW, 1
7 SUPARNO Gadingreio L 45 |Jl Banda Gg Mawar No. 14 | Islam PT Kawin Ketua RT 11 |
8 FITROTIN NUSKIAH | Gadingrejo P 28 T Timor-timur HE30 Islam PT Belum Eawin Faskel |
9 CHUDURI Gadingrejo I. 36 |J1 Hanguah Gg. V Islam SLTA Kawin KSM
e 1D M. MACHFUD Gadingrejo L 39 [JI Hangtush No. 5 Istam PT Kawin Ketua RT. |
1 NAPSIAH 1 Gadingrejo p 35 | Hangrush 112 Islam SD Kawin 5725 S
12 SAHRULSONG (adingrejo L 50 ]l BandaNo 17 [slam SLTA Kawin Ketua RW. IV
8 SUBANDI Gadingrejo L 37 |JL Iran Jaya /197 | Tslam SLTA Kawin Ketua RW. 11
id LILIK Gadingrejo P 20 |7 Hangtuah V57 fslam SLTF Balum Kawin KSM
I5  |M CHAFDD Gadingrejo | L 30 |% Halmahera X120 Islam SD Kawin KSM
16 TUMARI Karanganvar L 41 71 Wakhid Hasyim V/37 Lslam PT Kawin Ketua RW V
17 HERU IRIANTO Karanganvar | L 0 |71 K. Abdul Hamid 1X/39 | Islam | PT Kawin KSM
I8 .Eﬂﬁ:. RIFAl Karanganyar L 33 . Hasanudin VIN34 Islam SLTA Kawin Ketua RT.V
19 M. MASKHUN Karanganyar L 12 _: Hasanudin 1/47 Islam SLTA “Kawin KSM
20 KHALEM Karangunyar i £ 1. Hasamadin 1/2 Islam SLTA Kawin Ketua RT. IV
21 |BAMBANG Karanganyar I 48 71 K H. Abdul Hamid No. 18 | Islam PT Kawin i KetpaRT. 1
33 |EDY SUPIONO | Karangaoyar E 52 | JI Halmahers XIX/9 Islam SLTP Kawin KSM
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No. Nama | Kelurahan ﬁ Jenis Umur Alamat Asama | Pendidikan Status | labatan
Responden Kelamin | (tahun) (Kota Pasuruan) Teratkhir Perkawinan | Di Masyarakat
23 TIEN KAMTINA Karanganyar B 45 |Jl. Halmahera XI111/5 Islam SLTA Kawin KSM
24 IMUT PILARMI Karanganyar B 4a J1. Hasanudin 111755 Islam SLTP Kawin KSMm

25 M ALWI Karanganyar I 54 J KH Abdul Hamid X1/17 Islam 2 | Kawin Ketua RT. I
EEEN MOCH. CHOTIB Karanganyar Iz a0 [N Hasanudin 11/2 Islam SLTA Kawin KSM

27 M. LUTHFI ZAINUL Karanganyar I 31 JL K'H. Abdul Hamid VIL26 Islam SLTA Belum Kawin | Ketua RW._ 11 |

28 ANIK EHANIFAH Karanganvyar » 34 JI. Hasanudin X/10 [sfam Pr Belum Kawin ESM

29 ABDUL HAMID Karanganyar L 43 I K.H. Abdul Hamid viI/39 Islam SLTA Kawin Ketua RT. |

30 UTI SUWIW1 Karanganyar P 28 |JLKH Abdul Hamid No. 11 | Islam PT Belum Kawin Faskel

3l NANIK Trajeng P 44 [JI Maluku No, 4 Islame | SLTA Kawin KSM |

32 MUSTOFA Trajeng L 57 | L Sulawesi No_ 5 Islam sLTP Kawin Ketua BT TV

33 PONIPAH Trajeng P 32 | Brigjend Katamso No. |7 [slam SLTP Belum Kawin KSM

34 BASORI Trajeng L 47 | N Halmahera No. 41 Islam SLTP Kawin Ketug RT. 111

35 DHOFIR Trajeng L 52 |31 Kolonel Sugiono No, 32 Islam SLTA Kawin KSM |
[T 36 SITI KHOFS AT Trajeng P 27 |l Kolonel Sugiono 11130 Istam PT Belum Kawin Faskel

37 JUWARTY AH Trajeng P 38 I Sulawesi Uitara No. | Islam Sk Kawin KSM

38 ROCHIMAH Trajeng P 50 171 Kalimantan No. 47 slam SD Kawin KSM |
39 RAHMAT Trajeng L 55 | M Halmahera 1113 Islam SLTA Kawin KSM

40 HASYIM Trajeng L 53 |1 Sulawesi VIIT Islam SLTA Kawin Ketua RW 11 |

41 SUHARI Trajeny L 35 |11 Sulawesi X/40 Tslam SLTA |* Kawm Ketua RT VI

42 INDASAH Trajeng p 48 |l Kalimanian No 6A Islam PT Kawin KSM

43 MADIONO Trajeng 1. 44 | Kalimantan Ge 11 | Islam SLTA Kawin Ketua RW._ 111
T GAGUK Trajeng L 37 1 Halmahera XIV/10) Islam SLTP Kawin Ketua RT IV |
_| 45 T?ﬁ. NASIR Trajeng L 35 [ Maluku 11417 Islam SLTA Nm_.i.: ._ﬂm::_ RW ,_qH
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Lampiran 1L Jumlah Responden vang Memlar Terhadap 17 Aspek Penilaian
Berdasarkan Derajat Pencapatan Kinerja BKM  (skor) pada BKM
Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo

: NO. ASPER PENILATAN SKOR JUMLAH
TR Y X (2 l | (orang}
T ']'Lﬁjd:m dan Proses 3 |7 3 . I ] I5
Pengambilan Keputusan : i |
12, | Mekanisme  Pengambilan . 4 | § | 3 N 15
| Keputusan |

30| Distribusi Kekuasaan :_ﬁl 3 - - | IS

4 Corak Ks:pu‘miﬂ]Ml b | 6 | &3 - S,

5 Peran Anggota BKM 3 l 8 q - ¥ — BN
6. Proses Pembentukan BRM | & | 6 1 ' =R
7 | Pengaruh Dan Luar B f 2 o — T
8_ " Orientast Kupcrrrmii?nn 5 | 7 | 3 ‘ - - " 5

. |
| dan Loyalitas Anggota

v Model Kepemimpinan danl 5 | 8 | 2 | = |
Pengambilan Keputusan ' ‘

|
10 :Tipcdnn'rmgkmpmisim' & INT )N 13 } : =l 15
11, | Kondisi Komunikasi | 4 9 ST - 15
12. | Perbedaan Pendapat dan | 7 | 6 2 N . 5
|

: i
Manajemen Konflik | | I

13| Hubungan Kerja Anggota 6 | 5§ | 3 e 57 3
| |4 Posist Masyarakat 4 8 3 | = ‘
15 [Model Penangonan | S 7 I_'! [ = | |5 I
| | Pekerjaan ' |

16, | Mot Keterlibatan Angpota 7 6 - - IS

17| Adanya Umpan Balik =3 7 3 : . 15

JUMLAN 92 | 118 a2 | 2 ERER

Sumber © Data I'ri mer, Tahun 2001
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Lampiran 1L Jumlah Responden yang Menilar Terhadap 17 Aspek Penilaian
Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo

|
| NO.  ASPEK PENILAIAN SKOR _1 JUMLAH
‘ ' IS—T_- 3 A 2.9 (orang) I
T s Pess| 3 8 | 2 T - B
Penpambilan Keputusan i |
2 Mckanisme Pengambilan | 4 10 | 1 - - IS
Keputusan : : | :
|3 | Distribust Kekuasaan [ 3= 10 2 = I = 15 [
4, _[EE;E_K?[.‘-IIEIT;THII'III_'IJH_ ____-4__: RS Y A 15 L
'S | Peran Anggu&l BKM 3 |[ 9 g _IL - FERN
f Proses Pembentukan BRKM D | 4 2 - =9 15
7 |PengmhDantur | 9 | 5 | T [ < | -] 95
8 _'T""C-Jﬁunlasi_ ii‘:pénumpi-n_sm 5 ‘ T | s JaeTys
s dan Lovalitas Anggota I
I*J. " Mode! Mp»::mlnmman gan | 3 )19 2 - r A 15
b\ - Pengambilan Keputusan N _'l 3 : 1
Ii.. Tipe dan Tingkat Puﬂlblpﬂﬂl :il B! 2 | - - 15 j
11 | Kondisi Komunikasi 9 | 5 . - T
I'_i:".r_ Perbedaan  Pendapat dan; 9 5 | —:'_ - , . 15
: Manajemen Konflik | a
jTﬂEtiungan Kerjﬂhngi,nta 8| 43 . it 15
14, | Posisi Masyarakat 13 BB X gy
!?- Model Penanganan i a9 _]__3 - 8 15
| Pekerjaan | |

16, _b:dﬁi!_f-}_ﬂ,éthrlstwulun ﬂm;_.hutu _‘}'_-i_il_ ) S e BT
17| Adanya Umpan Balik F1T o1 2= = |
JuUMLAN o Jas [ [ 1 | B

Sumber | Data Primer, Tahun 2001
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Lampiran IV. Jumlah Responden vang Memlar Terhadap 17 Aspek Penilaian
p p ) _ p p
Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM
Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo

SKOR  JUMLAH I

|

|

NO. |  ASPEK PENILAIAN :
| o

[

|

|

5 4 0 2 1 (orang) |
§7 lulujf dan  Proses 2 _ b | SR ! - | i |
Pengambilan Keputusan ' | | | | '
2. |Mekanisme  Pengambilan, 3 | 9 | 3 | - = ‘ 15
: Keputusan ; I | | |
[ 3. | Distribust Kekuasaan | 4 $ | =2 - i i5
4. | Corak Kepemimpinan | 5 7 |- - 15
5. | Peran Anggota BKM 175 1|T b= % . 15
6. | Proses Pembentukan BKM | 6 | 7 | 2 | . | - 15
E I:’L‘.n;_:nruh Dari |.uar : i 7 1 7 | - = 15 |
8 Orientasi Bepemunpinan ! 3 h | 2 - - IS
' dan Lovaltias Angpota ' ' .
Y. I Muodel i\.E:IEﬂHTI.['_}iE;?I dan: 4 | 9 | 2 I == 15
l’unguml:»iiun Keputusan
10, [l[‘.ﬂ.. dun ‘H't_tjlull l’drtmimm g 3§ a8 - - 5
18 5 1 kundm Komunikasi ~ i 8 - Ji > S I =7 15
12, | Perbedaan Pendapat  dan & 5 ‘ 2 - - I5 !
| Manajemen Konflik | i ‘
I3.—!_]!ubungan Kerja Anggota ! 7 6 2 = {5 15
14 | Posisi Masyarakat |4 1) W < < 5 |
15 | Modcl _ Penanganan | SR | 2 B i 15
L] Pekerjaan | ’ ‘ ' |
16, | Motif Keterlibatan Apguots |~ 8§ | 5 | 2 - - 15
17 | Adanya Umpan Balik I s EAE - Tiv
| JUMLATI EIIEIRRE 28]

f‘%ulﬂhur [Jana P rrer Tahtrn 2001
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LAMPIRAN V. Penilaian RBesponden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya

Masing-masing Tentang Aturan Pengambilan Keputusan

| NOL ] ASPEK PENILAIAN
| RESPONDEN | Tujuan dan " Mekanisme Pengambilan
I L Proses Penpambilan Keputusan Keputusan |
b S =ML s ¥l
2 . e S i Bl
o T o 7= &
ot T ST 3
i x93 Vs i T 4
R AT e | y 5 L2
i s i 2 i 4 .
8 . 4 i 4 !
) [ . e ' I ]
10 | I 4 4
_- 0 4 5 )
! 12, 5 n 4
1, "N S . =
14 Sl = . | 4 =7
- BERENY © ] il : E |
6 3 i _ 4 |
i< = 3 3 |
R 7R 7l 4 v
R 4 ) 5
) F ~ 15 _ 4
L 21, s 4 ! 3
: 22 2 ! 5
" 3. Lt 4 -
T N ¥ e
I WL : _ 5
—— i = 4 4
2 TP N 4
FE e =5 ] ] iy
S S -0
A 30 - 4 ' -
m =4 i 4 |
32 ; 4 5 14
e R ™ 4
3. v il 4
s | 4 ) 4
b 36 3 | 3 -
(o NS Tk 1 e ! Y
8 | - B8 = Bl ]
DR, e 3 5 -
B T e P __4 '
TS 4 K
S T = 5 3
4% - 4 4
= 14 3 5
TR i 4 y i HEE L e
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LAMPIRAN V1. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya Masing-masing
Tentang Pembagian Tugas BKM

I NO. e ) ASPEK PENILAIAN
_ RESPONDEN | Distribusi Kekuasaan | Corak Kepemimpinan Peran Anggota Blﬂ'[h'l
1 4 5 4
S menr i o
3 5 g 3 4
I 4 AL | 5 3
o 5. A 4 4 o
ﬁ.__ 5 _ 4 | 4 1|
A PR e 4 . 5 3
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LAMPIRAN VIL  Penifaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurshannya
Masing-masing Tentang Proses Pembentukan BKM

' __No. ASPEK PENILAIAN _

__ RESPONDEN Proses Pembentukan BKM Pengaruh dari Luar
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LAMPIRAN VIIL Penilaian R
. esponden Terhadap Kinerja BKM
Masing.-masing Tentang Kelembagaan BKM pada Kelurahannya

™ 7NO.
. _______ ASPEK PiNILAIAN
LHESPD'\__ \DEN ﬂriuu;ﬂ:q:mﬁ-phanm Mdﬂﬁwm
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LAMPIRAN IX. Penilaisn Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya
Masing-masing Temang Tujuan BKM

NO. ’. ASPEK PENILAIAN
_ RESPONDEN ' Tipe dan Tingkat Partisipasi Kondisi Komunikasi |
|

i

— 4 41
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LAMPIRAN X. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BEM

Masing-masing Tentany Menjaga Aturan Main

peda Kelurahannya

~ NO.

_ASPEK PENILAIAN

RESPONDEN

Perbedann Pendapat dan

Manajemen Konflik

| Hubungan Kerja Anggota |

5
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¥
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LASIPIRAN XL Penilasian Responden Ferhadap Kinerja BKM pada
Masing-masing Tentany Menegakkan Aturan Main

Kelurahannya

NO. S ASEK PENILAIAN = )
CESPONDEN Posisi Masyarakat Mode! Penanganan
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LAMPIRAN XIL Penitaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada
Kelurahannya Masing-masing Tentang Mengawasi

Pelaksanaan Aturan Main

' NO. RESPONDEN

ASPEK PENILAIAN

Motif Keterlibatan Anggota
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LAMIPIRAN XL Penilasan

Digital Repository Universitas Jember

Responden  Terhadap
keluraharmya Masing-

Kineri

dka Aturan Main Dianggap Perlu Diubah

BKM pada

masing Untuk Mengadakan Perubahan

NO.
RESPONDEN

ASPEK PENILATAN

Adanya Umpan Balik
3 :

4

5

| 1

| La {4 J i 1
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SURAT PERNYATAAN

Nomor ; ' }‘)_ /).25.3.1/PL.5/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- m O = llg=
Nama / NIM + TET(EE Crufeuiaty. m :'..!i' ........ Ay s AR
- s |I|.I" ! o
Fakultas / Jurusan RLA} o R LTI
¢ Universitas Jember,
Alamat Lo FakivAR TAN A 1 [EVIRES
i ' I EE A Mo ERGIMIBAEAAN FEIUMITAY
Judul Penelitian  JEMIDE, aidn Bialn LS, AR AL A ke
LCEAL MELACLL TPCIEE FENARGELILANL AT
EX LS LA O PE W AAT P2 e )
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll LEL R R R R L L
Lolkasi HII"C“'I"I'L['I:'.I"""llLu..LLr”“!”““ Han
: {
Lama Penelitian Ueiieneees Dutlan (maksimum 6 bulan).

hami sanggup menyeralikan buku laporan husil penelitian kepada :

Ketua Bappeda Prop. Dati 1 Jawa Timur,

Kapala Divekrorat Soslal Politlk Prop. Jawa Thmur,
Bupati / Valiliora / Dinas / Jawatan / Lembaga ybs.
Kanwil / Direkiorat / Dinas / Jawatan / Lembaga ybs.
Lembapa Penciitian Universitas Jember.

G e

Laporan Kegiptan Penelitian  tersebut  kami  sampaikan  dalam  waktu
I (satu) buban setelah kegiatan penelitian tersebut selesai.

Jember. ... FEhleH #C |

yang bersangkutan,
o AoF ,l"l /
1' /-l-,. '
D | 3

Tonnbusan Kepaiin ;
LS, Dekon Fabalus vy

1, Mahastswn ybs
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Diai I v Universite el

DEPARTEMEN FENDIDIKAN N ASION AT
LNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Adwnnat L hadusnan Mo, 37, Telvpon (0331) 33THLS, JENIEER 65121
Fomail ¢ bewabin wpef o pember. letkon netid

s e s e g o T I T I o o T o T o I e e e e e o i
=== T EEEEEDEZEE=S==S— =TT =

karmar
I_.E.'1'IF-I|E|I|
Farhal

ety

lembusan Kepadi Vel

i e e e i

TS 283 1PLE2001

Farrmohaonan ijin melaksanakan
penelitian

: 1 Pebruarl 2001

Yth. Sdr. Kakan Kesaiuan Bangsa
Pemda Kotamadya Pasuruan
oi -

PASURUAN,

Menanjuk sural perigantar da Fakultas |"1u Sosial dan imd Polibs Uriiversitas
Jember No B340 2% 1 PL 200 Tanggal 21 Pelwuari 2001, penbal jin
penelitian mahasiswn

Narma/NIm STETIEK CHUSNIATY MU'IS / 87-1145

Fakultas/furusan e Sosial dan limy Palitik / Kesefahreraan Sos.
Alamat S Ji, Kalimantan X/1 Jembey,

Judul Penelitian ! Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Mela.

i Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan
(P2KP) Siudi Kasus Pada Bagan Keswadayaan Masya-
rakat Di Kec. Gadingrejo, Kotamadya Pasuruan.
Lokasi ¢ Kee. Gadingrejo, Katamadya Pasuruan
Lama Penelitian . 1 {satu) butan.

maky kami mohon dengan hormat centuas serts perkerian saudara ik
memberkan in kepada mahasiswa bersanagsutan dalam melaksanakan Kegatar
peEhEltiEh sesudl dengan juoul di alas

Clermilcan atis let|gsama dan cantuan saugare dss nEakan fgnrmg kit

1 Sdr Deiar Fakullas |irmw Soaial dan imu 2olitik
Liriversitds Jerm e
d Manasswa yrs

3 Arap
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PEMERINTAHDAERAIL HOTA FASURUAN
KANTOR SUSIA L POLITIK
el Tl PAHLAWAN N0, 22 D TELEPON (D343 ) 424 019 PASURUAN

SURAT - KETERANG AN
UNTUK MELAKUKAN BURVE [ RISETJ PKL
NOMOR { 0720 £4731330.1/2007,

flembata . Zurat Letue Lembags Penslltisn Universitaa Jember tanggal 21 Pebru-
ari 2001, Homer t 175/J.25.3.1/PL.5/2001, perihal Permchonan Ijin -
molsksanakan penelitisn,

Riengingal ' 1 Instruksi Menten Dalam Neger| Momor © 3 Tahun 1872
% Sural Gubernur Kepala Daerah Tingkal | Javia Timur Nemar © 1A7/1872 tang gal

17 Juk 1972,
dengan inl menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Surve/Risel/PKL oleh

Hama Penanggung jawab © TRTIEK CHUSHIATY MULIS )
Mhaw, Fele, [Imi Sosial dan ITme Politlk UREJ,
Alamal J1, falimemtan 37 Jember
Thema Surve/Hiset/PK oW PENMEERTAYAAN EELENAAGART KOMUNITAS LOKAL MELALTT PROYEK
PENANGGULANGAN K:1MISKINAN DI PSRKOTAAR (P2KFP) *
Tempal Surve/Rlsel/PRL ¢ KOTA PASURLAN
Lamanya Surve/Riset/PKL . 2 {dua) bln. terhitung tgl. 1 ¥aret 2001

Peserla / Pengilul S

Dengan ssteniuar-ketaniuan ssbaga bafikut

| Swpeum melakuken kepleon Serve | Aige J PRL, yang befsangkulan diwaiibk i malapodkonsullas et ekt danul
daanan Camal | Wapala Wilayah dan Repalisan safampat saii Himpinan Tamipel Surve fRisar ! PRL
1 Tidek digerkenarken mamalankan keglmen dilear tjuan Suree [/ Higal § PREL
Y. [Camng mongikid-sadaken Pesail lun & uar Dafter PasanaFengigul peng ads
1§ Wlanlaal Kateniuarekelgatuan pang oenaku di Desreh Hukim Satampdt, dEn MenjE s 1aa-1800 den Kesop an
erta menghindsl patanyasl-paianyaer baik lisan meupan lulisen yang. dapel manpinggarng  paseeEn, 1Al
mnnghina Agama Hangse dap MEgera tarl sualy gelengan Pandudus
Gyl malakiuxan Survey @ Figal £ PEL handeknys malaporken hesll pelaksarsul sagiatarrye hipads Wikt
Fsurain, ue. eepala Kinter Sgoel Polilk, urtde bl ele pengarmaang [reprah
11 ApabdE Pamogaeing Surs Keleratgan in Hdak 2Eam meme nl watsnli 0N SELAgaIm AN E (r3akul SRlEs ekl s
iElUrAnE AR il okan dicabul din diaysiakan lidek Benas g

Derikian ager yang berkepentingan maklum den, Pitak sang. terkait memberikan paniuan sepedunya
guna kelancarannya il A

TEMBUSAN ; disampalkan kepada
Yih. 1. vuakkola Pasuruan. { sebagai Bperan |
2.DAN DB 0818 Pasuruan
1, KAPOLRES Pasuruan.
4 Kelua BAPPEDA Kota Pasuruan,
£, Camal se Kota Pasuruan.
&, Kepale Kelurahen Karangsiyar, Gadingrejo & Trajeng di Pasuruan,
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PEMERINTAH KOTA PASURUAN
CAMAT GADINGREJO

Jalan A. Yani Nomor 57 Telepon 424073

PASURUAN BT134

T
‘at
ihal

 072/52/430,251/2001
i Penting
1 Ijin Pemelitism / Sirvey

Fasuraen, 1 Naret 2001

Eepadati

Tthe SdraloKetua BEM Kelurahem .
Earangeanyar
Z2pketua BEM Keluraban Gading
reje
Fs Ketus BIM Keluraham Tra -
Jeng
di

Memun juk surat keterangan dari Kepala Kanter Sesial Pelitik Keta Pasuruam
Hemer : 072/05%/3%041/2001, tanggal 268 Pebruari 2001 serts mengingat surat dari
Ketus Lembags Penelitisn Universitas Jember Nemer : 175/7 25.3.1/FL45/2001 tang
gul 21 Pebruari 2001 peribal Penelitian / Survey.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Hanma H
Alamat '
Fekarjamm i
Tampat Survey
Lams Survey |
Tera Survey ]

TETIEL CHUSNIATY WO*IS

Jalan Kalisaotan X/1 Jember

Mehawiswa Fakuktas Ilmu Sesial den Ilmu Pelitik
Eecamatan Gadingreje Esta Pasurusa

2 (dum) Bulan

" Pemberdaiysan Kelembagesn Eemunitas Lelal Melalui
Preyak Penanggulangan Kemiskinan Di Perketaan -

Mahasiewa yang teluh disebutksn di atas, akan melskukan penelitisn/survey
pehubungea dengen hal di atas mengharap kesedisan Saudara untuk membantu membe-
rikan Data dan Infermasi yang dibutubkan peneliti guma kelancaran fugamya.
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PERHIMPUNAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

BKM KARANGANYAR

Jalan Hasanudin Na. 01 RT. 05 / HW. || Teip. 421128
KOTA PASUBUAN B7131

SURAT. KET ERANGAN

Namar & QO /BKM /143 2681

Menerangkan buhua 3

Name MIM : TETIEK CHUSNIATY MU'IS 257 - 1145

Fakultas ! FAKULTAS ILFU SOSIAL DAN LML POLITIEK

Jurusan : ILMU KESEJAHTCRAAN SOSIAL

hlamat s JL. KALIMANTAN X/ JEMBER

Judul Skripsl  "PEMBERGAYAAN KELEMBAGAAN KOMINITAS LOKAL MELALUI

PROYCK PENABGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

(P2Kp )"
Muhasisua yang tertera di mtas telah melakuken keglatan pensli-

tian /survey pada Kelurshan Karanganyar, Kecamstan Gadingrejs, RKota

Pasuruan,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERHIMPUNAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (PKM ) GADINGREJO
KELURAHAN GADINGREJO - KECAMATAN GADINGREJO

KOTA PASURUAN

Akta Notans : Ne. B/ Wahayu K. S, SH /15 /5117 2000
Sekertariat: Jin Irian Java No 6 Pasuruan 67134 Telp. ( 0343 ) 424894

-~ SUFAT EETERANGAN
Nomor : (/3 /BEM/EXX/ 2001

Menerangkan bahwa

na/MNim
tultas

amat

iul Skipsl

: TETIEX CHUSNIATY MuU'Is / 97 - 1145
: FAKULTAS TLMJ S0STAL DAN ILMW POLITIE

: J1, EALIMANTAN X/Y JEMBER

: PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS IOKAT, MELALUT
PRO¥IX PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(PP)

Mahasiswa yang disebutkan di atas telah melakukan keglatan peneli-
an/survay pada kelurahan Sadingrejo, Kecamaten Bedingrejo, Kota Pasuruan
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P AT BN ST A YPIF RS e mber
EADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
Kelurahan Trajeng — Kecomatlan Gadingrejo
KROTA PASTRUAN

Selieturia | JL Kolopet Sugonn No, 82 Pusyruan

SURAT ERTERANGAN

Nomor 490 /BKM/I11/2001

Menr angknan bahwa 1

Mame,/ 1zt TETIEK CHUSNIATY MU'IS / 97 - 1145
rthultes FARULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan ILMU EESEJAHTERAAN SOSIAL (ks)

Flamet JL. KALIMANTAN XJ1 JEMBER

Judwl Ekrined PEMBERIAYAMN KELEMBAGARN KOMUNITAS LOKAL

MELEILUI PROYEK FENANGGULANAGN KEMISKINAN

DI FPEREKOQTAAN (P2KP)

Mahs=imuz yang telh dissbutkan di atas Lelah wella®ukan

kegiatan ponelitian/survey pada Kelutrshan Trajeng, Kecamatan

Gadingreajo., Kota Pasuruan
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PETA FECAMATAN CADIMGRLID !
KOTARALYS DACHAN TINGKAT 11 PASURDAM il
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